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P U T U S A N 

Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt 

 

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara 

perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut 

dalam perkara gugatan antara: 

ANDY SANTOSO, berkedudukan di  Jl. Dr. Radjiman 338 RT 002 RW 

006 Kel. Penumping, Kec. Laweyan, Surakarta dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H. dan kawan-

kawan, beralamat di Jl. Beruang  AD 3 Solo Baru RT. 001 RW. 008, 

Kel. Langenharjo, Kec. Grogol, Kab. Sukoharjo berdasarkan Surat 

Kuasa Khusus tanggal  21 September 2024 yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal  1 Oktober 2024 

dibawah Register Nomor 767, sebagai  Penggugat;  

L a w a n: 

NURAINI PURWANINGSIH, bertempat tinggal di Jl. Kapten Mulyadi 

No. 44 RT 03 RW 09 Kel. Sudiroprajan, Kec. Jebres Kota Surakarta, 

dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, 

S.H., M.H., dari Kantor Hukum Law Office Oentoeng Sutedja & 

Associates beralamat di Jl. Bima Sakti Blok AB No. 30, Soba Sektor X, 

Gedangan, Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 

tanggal 16 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Oktober 2024 dibawah 

Register Nomor 815, sebagai  Tergugat I;  

 

GIAN STYADI WIJAYA, bertempat tinggal di Jl. Kapten Mulyadi No. 44 

RT 03 RW 09 Kel. Sudiroprajan Kec. Jebres. Kota Surakarta, dalam hal 

ini memberikan kuasa kepada Paulus Oentoeng Sutedja, S.H., M.H., 

dari Kantor Hukum Law Office Oentoeng Sutedja & Associates 

beralamat di Jl. Bima Sakti Blok AB No. 30, Soba Sektor X, Gedangan, 

Grogol, Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 

Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 
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Negeri Surakarta tanggal 16 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 

815, sebagai  Tergugat II;  

 

WALI KOTA SURAKARTA, bertempat tinggal di Jl. Jend. Soedirman 

No. 2 Kampung Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini 

memberikan kuasa kepada Yeni Apriliawati ,S.H., M.P.S., M.Eng., dan 

kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 

HK.03/3756/2024 tanggal 3 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di 

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Oktober 2024 

dibawah Register Nomor 780, sebagai  Tergugat III;  

 

KEPALA DINAS PERDAGANGAN KOTA SURAKARTA, bertempat 

tinggal di Komplek Balai Kota Surakarta Jl. Jend. Soedirman No. 2 Kp. 

Baru, Kec. Pasar Kliwon, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada Yeni Apriliawati ,S.H., M.P.S., M.Eng., dan kawan-

kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK/3563/X/2024 

tanggal 2 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Oktober 2024 dibawah Register 

Nomor 779,   sebagai  Tergugat IV;  

 

KEPALA PENGELOLAAN PASAR GEDE SURAKARTA, bertempat 

tinggal di Komplek Pasar Gede, Jl. Jend. Urip Sumoharjo Kel. 

Sudiroprajan, Kec. Jebres, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan 

kuasa kepada Yeni Apriliawati ,S.H., M.P.S., M.Eng., dan kawan-

kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor HK/3564/2024 

tanggal 2 Oktober 2024, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan 

Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 3 Oktober 2024 dibawah Register 

Nomor 781,  sebagai  Tergugat V; 

Pengadilan Negeri tersebut; 

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang 

bersangkutan; 

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;  
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TENTANG DUDUK PERKARA 

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 

September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan 

Negeri Surakarta  pada tanggal 26 September 2024 dalam Register Nomor 

200/Pdt.G/2024/PN Skt, telah mengajukan gugatan sebagai berikut: 

1. Bahwa Penggugat merupakan adik kandung Tergugat II dari 4 (empat) 

bersaudara masing-masing Bernama: Gian Styadi Wijaya (Tergugat II), 

Sukamto Widodo, Lilianawati, dan Andy Santoso ( Penggugat ) dari ayah 

Bernama Oei Tjan Kheuw Alamarhum; 

2. Bahwa Oei Tjan Kheuw dahulu sejak tahun 1960 telah berdagang di 

Pasar Gede Surakarta, dengan memiliki dan menempati 5 ( lima ) kios 

dengan Nomor 10, 11, 12,13 dan 18, akan tetapi khusus untuk kios 

Nomor 18 telah diminta oleh Tergugat II saat Oei Tjan Kheuw ( ayah 

kandung ) penggugat masih hidup; 

3. Bahwa semua kios tersebut tercatat didalam Surat Hak Penempatan 

atau (SHP) atas nama Oei Tjan Kheuw yang di terbitkan oleh Tergugat 

IV atas nama Tergugat III, diantaranya : 

a. Kios Nomor 10 No.Ijin 511.3/364/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007; 

b. Kios Nomor 11 No.Ijin 511.3/361/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007; 

c. Kios Nomor 12 No.Ijin 511.3/362/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007; 

d. Kios Nomor 13 No.Ijin 511.3/363/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007. 

Sedangkan untuk Kios Nomor 18 tercatat atas nama Tergugat II; 

4. Bahwa setelah ayah Penggugat (Oei Tjan Kheuw) meninggal dunia pada 

tahun 2005 usaha dagang dilanjutkan Tergugat II (Gian Styadi) dan 

Penggugat (Andy Santoso), dengan mendirikan sebuah badan hukum 

CV. P & D SINAR di tahun 2006 dan Tergugat II sebagai Direktur 

sedangkan Penggugat sebagai Komisaris dan untuk kedua anak lainnya 

yaitu Lilianawati dan Sukamto Widodo tidak ikut melanjutkan usaha 

dagang. Lilianawati tidak melanjutkan usaha dagang karena ikut 

suaminya sedangkan Sukamto Widodo tidak melanjutkan usaha dagang 

karena menderita sakit Parkinson; 

5. Bahwa kemudian saat ke 4 (empat) Surat Hak Penempatan (SHP) Kios 

10,11,12 dan 13 habis masa berlakunya bulan Desember tahun 2007 

dan masih tercatat atas nama Oei Tjan Kheuw, telah dibalik nama 
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Tergugat II (Gian Styadi Wijaya) karena jabatannya sebagai Direktur 

“CV. P & D SINAR” dengan Perubahan sebagai berikut: 

a. Kios Nomor 10 Nomor Ijin 511.2/258/BN/GD/I/06 berlaku 12 

Desember 2010 atas Nama Gian Styadi Wijaya; 

b. Kios Nomor 11 Nomor Ijin 511.2/259/BN/GD/I/06 berlaku 12 

Desember 2010 nama Gian Styadi Wijaya; 

c. Kios Nomor 12 Nomor Ijin 511.3/50/GD/I/2007 berlaku 4 April 

2010 nama Gian Styadi Wijaya; 

d. Kios Nomor 13 Nomor Ijin 511.3/49/GD/I/2007 berlaku  4 April 

2010 nama Gian Styadi Wijaya; 

6. Bahwa ternyata dalam pengelolaan CV tersebut tidak ada transparansi 

keuangan yang membuat Penggugat dan Tergugat II berselisih, 

puncaknya pada tahun 2014 akhir Tergugat II membagi 2 kios, yaitu kios 

nomor 10 dan 11 dikelola oleh Tergugat II dan kios nomor 12 dan 13 

dikelola dan ditempati oleh Penggugat; 

7. Bahwa setelah dilakukan pembagian kios tersebut, Tergugat II 

menggunakan nama Kios “ Sinar ” sedangkan Penggugat menggunakan 

nama kios “Mulia Baru”, tetapi atas nama SHP masih atas nama 

Tergugat II dan tidak mau menyerahkan SHP kios Nomor 12 dan 13 

kepada Penggugat dengan alasan masih satu keluarga dan sama-sama 

melanjutkan usaha dari orang tua, dan Penggugat juga dilarang oleh 

Tergugat II untuk membayar retribusi (uang pungutan) kepada Pengelola 

Pasar Gede (Tergugat V); 

8. Bahwa pada tahun 2016 Tergugat II telah melakukan balik nama 2 (dua) 

SHP kios Nomor 12 dan 13 menjadi atas nama Tergugat I (Nuraini 

Purwaningsih) tanpa ada pembicaraan serta pemberitahuan kepada 

penggugat. Hal ini dilakukan Tergugat II  karena Tergugat II telah 

Memiliki 5 (lima) SHP Kios Nomor 10,11,12,13 dan 18 karena 

berdasarkan Perda Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Pasar Tradisional Pasal 35 ayat (1) huruf a, Pedagang 

dilarang memiliki lebih dari 4 (empat) Kios dalam satu daerah sehingga 

Tergugat II melakukan Balik nama atas 2 SHP tersebut diatas; 

9. Bahwa Tergugat II telah melakukan perpanjangan SHP Kios Nomor 12 

dan 13 atas nama Nuraini Purwaningsih melalui Tergugat V dan 
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Tergugat IV serta Tergugat III sudah 2 (dua) kali dari tahun 2016–2019 

dan tahun 2019 –2022  dan tercatat untuk 2 (dua) SHP kios 12 dan 13 

atas nama Nuraini Purwaningsih sebagai berikut: 

a. SHP No. 511.2/182/I/GD/2022; 

b. SHP No. 511.2/183/I/GD/2022 

10. Bahwa Kios Nomor 12 dengan SHP No. 511.2/182/I/GD/2022 dan Kios 

13 dengan SHP No. 511.2/183/I/GD/2022 merupakan obyek hukum 

dalam perkara a quo; 

11. Bahwa Tergugat I sebagai pemegang SHP atas kios Nomor 12 dan 13 

selama ini tidak pernah menempati atau berdagang di kios tersebut 

melainkan Penggugatlah yang menempati dan memanfaatkan serta 

menggunakan untuk berdagang sampai saat ini; 

12. Bahwa kemudian pada tanggal 14 Mei 2024 kuasa hukum dari Tergugat 

I datang ke kios Penggugat Untuk memberikan Surat Somasi namun 

ditolak oleh Penggugat dan pada akhirnya surat Somasi tersebut 

diserahkan kepada Tergugat V; 

13. Bahwa kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 sekitar jam 15.00 Wib 

Tergugat I datang ke kios tempat Penggugat saat kios sudah tutup 

kemudian Tergugat I melakukan tindakan main hakim sendiri yaitu 

dengan cara mengelas pintu kios sehingga Penggugat tidak bisa masuk 

dan tidak dapat menggunakan kios tersebut padahal di dalam banyak 

barang-barang pesanan dari konsumen yang akan dikirim yang 

menyebabkan kerugian  besar yang dialami oleh Penggugat; 

14. Bahwa kemudian permasalahan ini telah Penggugat Laporkan Kepada 

Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dan sudah dilakukan mediasi 

sebanyak 3 kali di kantor Tergugat IV, yang dihadiri oleh Tergugat I dan 

Tergugat II  yaitu : 

a. Tanggal  8 Agustus 2024 di Kantor Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta tempat Tergugat IV; 

b. Tanggal 2 September 2024 di Kantor Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta. Tempat Tergugat IV; 

c. Tanggal 11 September 2024 di Kantor Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta. Tempat Tergugat IV; 
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Dari 3 (tiga) kali  mediasi tersebut, tidak ditemukan jalan 

penyelesaiannya dimana Tergugat I dan tergugat II menolak untuk 

Mediasi, sedangkan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sengaja 

membiarkan masalah tersebut berlarut-larut sampai saat ini serta tidak 

memberikan kepastian hukum apapun; 

15. Bahwa Perbuatan Tergugat II yang telah mengalihkan dengan balik 

nama Surat Hak Penempatan (SHP) kios Nomor 12 dan 13 kepada atas 

nama Tergugat I, dan Tergugat I yang telah melakukan pengelasan pintu 

kios tempat Penggugat adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum, 

karena Tergugat I bukan sebagai pedagang dan selama ini tidak pernah 

menempati serta memanfaatkan kios tersebut walau sebagai pemegang 

SHP atas kios nomor 12 dan 13; 

16. Bahwa Perbuatan dan tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V 

yang memberikan dan menerbitkan Surat Hak Penempatan Kios 12 dan 

13 kepada Tergugat I dan tidak segera menyelesaiakan permasalahan 

tersebut dengan sengaja membiarkan serta tidak memberikan kepastian 

hukum adalah suatu Perbuatan Melawan Hukum yang mengakibatkan 

Penggugat tidak dapat menempati dan menggunakan kios tersebut 

untuk mencari nafkah; 

17. Bahwa dalam Pasal 25 Peraturan Daerah nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, syarat dalam 

mendapatkan Surat Hak Penempatan (SHP) yaitu : 

1) Setiap orang atau badan yang menggunakan kios/los wajib 

memperoleh SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota; 

2) Permohonan yang dikabulkan kepada pemohon diberikan SHP; 

3) Sebagai identitas setiap pedagang kios/los maupun oprokan 

diberikan KTPP; 

4) KTPP oprokan diberikan sesuai dengan kapasitas pasar yang 

ditetapkan oleh Dinas; 

5) Tata cara pemberian SHP dan KTPP diatur lebih lanjut dengan 

Peraturan Walikota. 

18. Bahwa Pasal 35 ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional terdapat larangan bagi 

pedagang didalam pasar, yaitu : 
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1) Semua pedagang di dalam pasar dilarang:  

a. memiliki SHP lebih dari 4 (empat) dalam Daerah, 

dikecualikan untuk usaha lembaga keuangan SHP 

diberikan sesuai dengan kondisi pasar; 

b. mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada 

orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah 

sebagai pemakai tempat dasaran yang sah; 

c. menempati tempat dasaran yang bukan haknya atau lebih 

luas dari tempat dasaran yang ditentukan baginya; 

d. meninggalkan barang dagangan tidak pada tempatnya; 

e. mengganggu proses pembersihan pada saat pasar tutup; 

f. mengubah luas dan letak tempat berdagang atau 

bangunan serta memasang atau mengubah instalasi listrik 

tanpa izin tertulis dari Kepala Dinas atau Pejabat yang 

ditunjuk; 

g. mengganti dan/atau mengubah jenis barang dagangan 

sehingga berbeda dengan jenis barang dagangan yang 

tercantum dalam SHP; 

h. menjual barang dagangan yang dilarang oleh suatu 

peraturan perundang-undangan atau yang dapat 

menimbulkan bahaya terhadap bangunan pasar atau 

terhadap manusia; 

i. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai gudang; 

j. menggunakan tempat di dalam pasar sebagai tempat 

tinggal; dan 

k. menjaminkan SHP kepada Pihak Ketiga;  

19. Bahwa Pasal 27 ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, terdapat ketentuan 

pencabutan dan penarikan SHP, yaitu : 

1). Hak penempatan tempat berdagang dicabut oleh Kepala Dinas atas 

nama Walikota karena:  

1. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP; 

2. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan 

tanpa keterangan yang jelas; 
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3. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) 

bulan sejak diterimanya SHP; 

4. tidak memperbaharui SHP; dan/atau; 

5. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal 

dunia; 

20. Bahwa dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 

2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 

2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota 

SuRakarta menyebutkan bahwa : 

1). SHP dan KTPP dapat dicabut apabila : 

a. pedagang tidak mentaati ketentuan yang tercantum daiam 

SHP sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (5) Peraturan 

Walikota ini; 

b. pedagang meninggalkan tempat dasaran lebih dari 2 (dua) 

bulan tanpa memberi kan keterangan jelas kepada Kepala 

Dinas; dan; 

c. pedagang tidak membuka dasarannya dalam waktu 2 bulan 

berturut-turut sejak tanggal diterbitkannya SHP ; 

21. Bahwa SHP terakhir atas nama Tergugat I berlaku sejak tanggal 10 Juni 

2022 dan baru terbit tanggal 28 Maret 2023, tetapi Tergugat I baru 

menyomasi Penggugat pada tanggal 14 Mei 2024. Sejak SHP pertama 

diterbitkan pada tahun 2016, kenapa baru Maret 2024 melakukan 

somasi? Dalam kurun waktu itupun tidak ada pembicaraan mengenai 

pengelolaan kios maupun pengurusan SHP antara Penggugat, Tergugat 

I dan Tergugat II; 

22. Bahwa dalam Pasal 7 poin c Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 

tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional 

Kota Surakarta diatas menyatakan bahwa jika pedagang yang tidak 

membuka dasarannya dalam waktu 2 bulan berturut – turut sejak tanggal 

diterbitkan nya SHP, maka SHP tersebut harus DICABUT; 

23. Bahwa berdasarkan poin 5 dan 6 diatas, Tergugat II telah mempunyai 1 

SHP atas nama Tergugat II dan pada tahun 2007 telah membalik nama 

SHP dari Oei Tjan Kheuw menjadi namanya yang berarti Tergugat II 
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mempunyai 5 atas nama SHP yang menyalahi Pasal 35 ayat (1) poin a 

Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar 

Tradisional; 

24. Bahwa selain itu, Tergugat II tidak pernah berdagang di kios nomor 18 

tetapi malah menyewakan kios tersebut kepada orang lain dengan nama 

kios “Barus” hingga saat ini, yang mana perbuatan itu melanggar 

ketentuan pasal 35 ayat (1) poin b Perda nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

25. Bahwa terkait akan hal tersebut yang telah kami jelaskan pada posita ke 

24,Tergugat V mengetahui akan hal tersebut namun tidak melakukan 

tindakan tegas terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh tergugat II,hal 

ini jelas melanggar Pasal 23 ayat 2 huruf F Perda nomor 1 tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

26. Bahwa Perbuatan dan tindakan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V 

yang memberikan dan menerbitkan Surat Hak Penempatan Kios 12 dan 

13 kepada Tergugat I,tidak melakukan tindakan tegas terhadap 

perbuatan tergugat II yang telah terurai dalam posita nomor 24 serta 

tidak segera menyelesaiakan permasalahan tersebut dengan sengaja 

membiarkan adalah perbuatan melawan hukum; 

27. Bahwa dengan Tergugat II mengalihkan kios nomor 12 dan 13 kepada 

Tergugat I, perbuatan Tergugat II melanggar  Pasal 35 ayat (1) poin b 

Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar 

Tradisional yang berbunyi, “mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau 

SSRD kepada orang lain yang tidak berhak untuk digunakan seolah-olah 

sebagai pemakai tempat dasaran yang sah”, dengan demikian 

Perbuatan Tergugat II sudah dapat dikategorikan sebagai Perbuatan 

Melawan Hukum; 

28. Bahwa atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II, Penggugat 

mengalami kerugian materiil maupun immateriil yang besar karena tidak 

bisa berjualan dan banyak konsumen dari Penggugat yang sudah tidak 

mau bekerja sama dengan Penggugat lagi; 

29. Bahwa sejak kios nomor 12 dan 13 dilas oleh Tergugat I, kerugian yang 

timbul adalah sebesar Rp. 830.000.000.- ( Delapan ratus tiga puluh juta 

rupiah ) dengan perincian : 
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a. Keuntungan yang di peroleh tiap bulan sebesar Rp.45.000.000,00 

di kalikan selama 4 bulan tutup total Rp. 180.000.000,00; 

b. Barang-barang dagangan yang rusak ( kadaluwarsa) dalam kios 

kerugian sebesar Rp. 150.000.000,00; 

c. kerugian Inmaterial berupa hilangnya pelanggan yang harusnya 

didapat keuntungan selama 4 bulan, sebesasr Rp. 500.000.000.-

sehingga jumlah keseluruhan kerugian baik Materiel dan 

Inmateriel semuanya sebesar Rp. 830.000.000.- ( delapan ratus 

tiga puluh juta rupiah ); 

30. Bahwa Tergugat III, IV dan Tergugat V ditarik sebagai pihak Tergugat 

karena Tergugat IV mengeluarkan SHP atas nama Tergugat I atas 

perintah dari Tergugat III, tetapi setelah menerbitkan SHP, Tergugat IV 

dan Tergugat V tidak mengawasi dengan benar apakah kios tersebut 

benar sudah digunakan untuk berdagang atau masih dikelola orang lain, 

sehingga perbuatan Tergugat termasuk dalam Perbuatan Melawan 

Hukum yang merugikan Penggugat; 

31. Bahwa selain yang telah terurai dalam posita nomor 30 diatas Tergugat 

III, IV dan Tergugat V ditarik sebagai pihak Tergugat karena Tergugat III, 

IV dan Tergugat V tidak menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai 

dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional,hal ini terlihat jelas ketika tergugat II 

menyewakan kios Nomor 18 kepada pihak ke 3 dan adanya tindakan 

penggembokan kios nomor 12 dan 13 yang dilakukan oleh tergugat I 

dimana hal tersebut sangat merugikan Penggugat namun malah tidak 

ada tindakan tegas dari Tergugat III, IV dan Tergugat V dan justru 

terkesan membiarkan persoalan tersebut ; 

32. Bahwa tindakan Para Tergugat telah merugikan Penggugat dan dapat 

dikategorikan sebagai suatu Perbuatan Melawan Hukum, yang diatur 

dalam ketentuan pasal 1365 KUHPerdata, yang menyatakan sebagai 

berikut: 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada 

orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena 

kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”; 
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33. Bahwa untuk mempertegas Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan 

oleh PARA TERGUGAT, berikut Penggugat uraikan unsur-unsur 

Perbuatan Melawan Hukum yang telah dipenuhi atas tindakan-tindakan 

yang dilakukan oleh PARA TERGUGAT, sebagai berikut: 

a. Adanya Suatu Perbuatan: 

1). Tergugat II adalah kakak kandung Penggugat dan merupakan 

suami dari Tergugat I yang mana setelah Oei Tjan Kheuw 

meninggal dunia, Tergugat II baru ikut melanjutkan usaha 

keluarga yang telah berdiri sejak tahun 1960 an; 

2) Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat II kemudian mendirikan 

CV. P & D SINAR yang kemudian tidak ada transparansi dari 

keuangan CV yang dikelola oleh Tergugat II yang 

menyebabkan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II; 

3) Pada tahun 2016 Tergugat II telah mengalihkan dan membalik 

nama SHP kios nomor 12 dan 13 kepada Tergugat I tanpa 

sepengetahuan Penggugat, padahal Tergugat I dan 

Penggugat masih dalam ikatan saudara ( kakak Ipar) dan 

Penggugat adalah pengelola kios nomor 10, 11, 12 dan 13 

sejak Oei Tjan Kheuw masih hidup dan dipercaya mengelola 

kios tersebut; 

4) Atas dasar somasi Tergugat I pada tanggal 14 Mei 2024,pada 

tanggal 2 Juni 2024 Tergugat I mengelas pintu kios nomor 12 

dan 13 sehingga Penggugat tidak bisa masuk hingga saat ini; 

5) Dalam Hal pengalihan SHP dari Tergugat II kepada Tergugat I, 

tidak ada pengawasan atau cek lokasi oleh Tergugat III, 

Tergugat IV dan Tergugat V yang mana pengalihan tersebut 

menyalahi Perda; 

6) Setelah memperoleh SHP atas nama Tergugat I pada tahun 

2016, Tergugat I tidak pernah menempati kios  nomor 12 dan 

13 hingga saat ini; 

7) Dalam hal pengalihan SHP kepada pihak lain (Pihak ke 3) 

yang dilakukan oleh tergugat II ,tidak ada tindakan tegas dari 

tergugat III.Tergugat IV,dan Tergugat V yang mana hal 

tersebut menyalahi perda; 
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8) Dalam hal KEPASTIAN HUKUM, selama proses mediasi 

upaya penyelesaian perkara a quo,Terguat III,Tergugat IV,dan 

Tergugat V TIDAK PERNAH memberikan kepastian hukum 

untuk Penggugat; 

b. Perbuatan Tersebut Melawan Hukum: 

1) Perbuatan yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut di 

atas telah melanggar kewajiban hukumnya, melanggar hak 

subjektif orang lain in casu Penggugat, serta melanggar 

kepatutan, karena penggugat mengalami kerugian karena 

tidak dapat mengelola kiosnya dan kehilangan banyak 

pelanggan; 

2) PARA TERGUGAT secara bersama-sama melakukan 

perbuatan melawan hukum, yaitu : 

a) adanya pengalihan SHP yang dilakukan oleh 

Tergugat II kepada Tergugat I tanpa sepengetahuan 

Penggugat sebagai pengelola kios hal tersebut telah 

melanggar Pasal 35 ayat (1) poin b Perda nomor 1 

tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Pasar Tradisional; 

b) Tergugat I tidak membuka usaha di kiosnya 2 bulan 

berturut – turut sejak terbitnya SHP melanggar Pasal 

27 ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional  

dan Pasal 7 poin c Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 4 tahun 2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010 Tentang 

Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional 

Kota Surakarta; 

c) Tidak ada Tidakan tegas dan kepastian hukum dari 

Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V terkait hal yang 

telah dijelaskan pada point a) dan b) sehingga 

melanggar Perda nomor 1 tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional 

pasal 23 ayat 2 huruf F; 
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c. Adanya Kesalahan Dari Pihak Pelaku 

1) Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang dengan sengaja 

menghilangkan hak orang lain dan telah melanggar Pasal 

27 ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Pasal 7 poin c 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar 

Tradisional Kota Surakarta; 

2) Tergugat I tidak membuka usaha di kiosnya 2 bulan 

berturut – turut sejak terbitnya SHP melanggar Pasal 27 

ayat (1) Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional  dan Pasal 7 poin c 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 tahun 2011 

Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I 

Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar 

Tradisional Kota Surakarta; 

3) Bahwa perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V 

dengan menerbitkan SHP tanpa adanya pengawasan 

ataupun pengecekan kelayakan pemegang SHP kepada 

Tergugat II dan Tergugat I telah melanggar Pasal 35 ayat 

(1) poin b Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

4) Bahwa Tidak ada Tidakan tegas dan kepastian hukum dari 

Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V terkait pemindahan 

hak SHP baik terhadap tergugat I maupun terhadap pihak 

ke 3 maka Tergugat III,Tergugat IV,Tergugat V telah 

melanggar Perda nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional pasal 23 ayat 2 huruf 

F; 

d. Adanya Kerugian Bagi Korban 

Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana 

uraian-uraian tersebut di atas jelas telah menimbulkan kerugian 
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kepada penggugat karena sejak tanggal 2 Juni 2024 hingga saat 

ini Penggugat tidak bisa berjualan di kiosnya. 

Oleh karenanya, sangat beralasan jika PENGGUGAT menuntut ganti 

rugi, sebagaimana akan PENGGUGAT uraikan pada butir tersendiri di 

bawah ini.  Hal ini sejalan dengan pendapat Munir Fuady, S.H., M.H., 

LL.M., dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum”, halaman 140, 

persyaratan ganti rugi menurut KUH Perdata, khususnya ganti rugi 

karena perbuatan melawan hukum adalah sebagai berikut: 

4). Saat Terjadinya Kerugian 

Suatu ganti rugi hanya dapat diberikan terhadap kerugian sebagai 

berikut: 

 Kerugian yang telah benar-benar dideritanya; 

 Kerugian karena kehilangan keuntungan atau pendapatan yang 

sedianya dapat dinikmati oleh korban.” 

Kerugian yang diderita oleh Penggugat hingga saat ini adalah baik 

Materiel dan Inmateriel total sebesar Rp. 830.000.000.- 

e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian 

Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilakukan Tergugat I dan 

Tergugat II sebagaimana uraian unsur-unsur tersebut di atas,telah 

nyata-nyata menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT karena 

sejak tanggal 2 Juni Juni 2024 setelah Tergugat I mengelas pintu 

masuk kios yang dikelola oleh Penggugat sehingga penggugat 

tidak bisa berjualan lagi dan kehilangan banyak pelanggan tetap. 

34. Bahwa sudah sangat berdasar untuk Majelis hakim yang memeriksa 

perkara ini untuk menghukum Para Tergugat karena telah secara nyata 

dan berdasar hukum telah melakukan suatu Perbuatan Melawan Hukum; 

35. Bahwa karena Gugatan ini diajukan berdasarkan fakta hukum dan 

semua bukti yang diajukan dalam gugatan ini merupakan surat-surat dan 

dokumen-dokumen asli yang tidak diragukan lagi kebenerannya serta 

berdasarkan ketentuan Pasal 180 HIR sehingga sudah sangat wajar bagi 

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk 

menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu 

(uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau 

kasasi; 



Hal 15 dari 103 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt 

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka kami selaku Kuasa 

Hukum Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Surakarta melalui 

Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk Menjatuhkan Putusan Sebagai 

Berikut :  

PRIMAIR. 

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya; 

2. Menyatakan bahwa Perbuatan PARA TERGUGAT telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum; 

3. Menyatakan Perbuatan TERGUGAT II yang mengalihkan SHP kios 

Pasar gede nomor 12 dan 13 kepada TERGUGAT I yang sekarang 

menjadi SHP No. 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP No. 

511.2/183/I/GD/2022 adalah tidak sah menurut hukum; 

4. Menyatakan perbuatan TERGUGAT III dan TERGUGAT IV dan 

TERGUGAT V yang menyebabkan terbitnya SHP kios no. 12 dan 13 No. 

511.2/182/I/GD/2022 dan SHP No. 511.2/183/I/GD/2022 adalah tidak 

sah menurut hukum; 

5. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah orang yang paling berhak 

untuk menempati dan mendapatkan SHP kios nomor 12 dan 13 Pasar 

Gede Surakarta; 

6. Memerintahkan kepada TERGUGAT IV untuk mencabut SHP No. 

511.2/182/I/GD/2022 dan SHP No. 511.2/183/I/GD/2022 atas nama 

NURAINI PURWANINGSIH; 

7. Menyatakan bahwa Putusan perkara a quo sebagai dasar dalam 

penerbitan SHP atas nama ANDY SANTOSO (PENGGUGAT) yang 

diterbitkan oleh TERGUGAT IV atas nama TERGUGAT III; 

8. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar kerugian yang 

ditimbulkan dari perkara a quo sebesar Rp. 830.000.000.- secara 

tanggung renteng; 

9. Menghukum PARA TERGUGAT untuk membayar segala biaya yang 

timbul dari perkara ini; 

SUBSIDAIR. 

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, Maka 

Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya (et Aequo et Bono); 
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk 

Penggugat dan Tergugat hadir masing-masing diwakili kuasanya; 

Menimbang, bahwa Majelis Hakim  telah mengupayakan perdamaian 

diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 

Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk 

Makmurin Kusumastuti, S.H. M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Surakarta, 

sebagai Mediator; 

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 31 Oktober 

2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;  

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan 

dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh 

Penggugat; 

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para 

Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut; 

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II. 

DALAM KONPENSI: 

A. DALAM EKSEPSI: 

     TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT. 

1. Bahwa, dalam gugatan perdata dalam perkara a quo, Penggugat 

mendalilkan dalam dalil-dalil gugatannya tentang persoalan mengenai 

hak penempatan, yaitu tentang keberadaan dari Surat Hak Penempatan 

(SHP) yang tercatat atas nama Tergugat I; 

2. Bahwa, masalah SHP adalah masalah kewenangan dari Pemkot Kota 

Surakarta dalam mengelola keberadaan Kios Pasar Gede Surakarta 

dimana kepada pihak yang mengajukan permohonan setelah memenuhi 

syarat dan sah sesuai dengan ketentuan Perda Kota Surakarta, maka 

akan diberikan hak dalam bentuk kepemilikan SHP (Surat Hak 

Penempatan) atas Kios Pasar Gede; 

3. Bahwa, masalah pemberian hak adalah masalah kewenangan yang 

diberikan oleh Undang-Undang kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini 

Pemerintah Kota Surakarta; 

4. Bahwa, dalam hal persoalan terhadap permasalahan beleid atau 

kewenangan menjadi hak atau domain dari Pengadilan Tata Usaha 
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Negara (Semarang) dan bukanlah tugas dan kewenangan dari 

Pengadilan Negeri Surakarta; 

5. Bahwa, oleh karena itu gugatan dalam perkara a quo yang 

mempersoalkan kepemilikan hak penempatan seharusnya diperiksa di 

Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dan bukan oleh Pengadilan 

Negeri Surakarta. Oleh karena perlu kiranya Pengadilan Negeri 

Surakarta menyatakan tidak berwenang mengadili perkara a quo. 

     TENTANG KEWENANGAN RELATIF. 

6. Bahwa, dalam dalil-dalil gugatan Penggugat disebutkan perihal 

keberadaan hak penempatan atas Kios Pasar Gede merupakan warisan 

dari orang tua Penggugat ( Oei  Tjan  Kheuw )  dimana almarhum orang 

tua Penggugat mempunyai anak 4 (empat) bersaudara masing-masing 

yaitu:  

a. Gian Styadi Wijaya; 

b. Sukamto Widodo; 

c. Lilianawati dan; 

d. Andy Santoso 

Bahwa, sangat disayangkan dalam gugatan dalam perkara a quo, 

keberadaan dari Sdr. Sukamto Widodo dan Lilianawati tidak ikut digugat, 

hal itu menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kurang pihak; 

7. Bahwa, demikian pula dengan apa yang disampaikan dalam 

gugatannya, Penggugat mencampuradukkan gugatan dalam perkara a 

quo antara soal warisan alm Oei  Tjan  Kheuw dengan perbuatan 

melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat III, IV dan V yaitu yang 

menyangkut beleid atau kewenangan dari Pemkot Surakarta, hal itu 

menunjukkan bahwa gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas 

mana yang menjadi persoalan dan tuntutan Penggugat; 

8. Bahwa, oleh karenanya sudah seharusnya gugatan dari Penggugat perlu 

juga dinyatakan tidak jelas alias kabur; 

9. Bahwa, oleh karena itu terhadap gugatan Penggugat, perlu kiranya 

dinyatakan sebagai gugatan yang tidak dapat diterima dan atau 

dinyatakan bahwa Pengadilan Negeri Surakarta tidak mempunyai 

kewenangan untuk mengadili perkara a quo yang menyangkut beleid 
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Pemerintah Kota Surakarta yang seharusnya diadili dan diperiksa 

melalui Pengadilan Tata Usaha Negera Semarang; 

B.DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa, apa yang sudah disampaikan Tergugat I dan II dalam Konpensi 

dalam Eksepsi, mohon diterima pula dalam Pokok Perkara; 

2. Bahwa, Tergugat I dan II menolak seluruh gugatan Penggugat karena 

tidak jelas dan kabur serta adanya kurang pihak yang seharusnya 

dimasukkan sebagai Para Tergugat; 

3. Bahwa, oleh karenanya Tergugat I dan II mensomeer Penggugat untuk 

membuktikannya dalam persidangan; 

4. Bahwa, sebaliknya oleh karena Penggugat sudah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum dengan jalan menempati kios-kios Pasar Gede 

Surakarta tersebut tanpa hak dan bahkan telah melanggar hak, dalam 

hal ini yang dilanggar adalah Perda Kota Surakarta, maka sudah 

seharusnya Penggugat dihukum untuk membayar ganti rugi seperti yang 

disebutkan dalam Gugat Rekonpensi; 

DALAM REKONPENSI. 

1. Bahwa, apa yang telah disampaikan Tergugat I dan II dalam Konpensi 

mohon diterima pula dalam Rekonpensi; 

2. Bahwa, sudah jelas dan nyata bahwa Tergugat Rekonpensi dahulu 

Penggugat dalam konpensi menempati 2 kios dimana pemegang haknya 

adalah Tergugat I sehingga menjadi fakta hukum bahwa Tergugat 

Rekonpensi dahulu Penggugat dalam konpensi telah menempati kedua 

kios tersebut secara tanpa hak alias sebagai penghuni liar kalau tidak 

diberikan kesempatan oleh Tergugat I; 

3. Bahwa, Penggugat dalam rekonpensi dahulu Tergugat I dalam konpensi 

memberikan kesempatan pada Tergugat dalam rekonpensi dahulu 

Penggugat dalam konpensi untuk menempati kedua kios tersebut untuk 

berdagang adalah didasarkan rasa kemanusiaan disamping masih 

mempunyai hubungan keluarga dengan suami Penggugat I dalam 

rekonpensi dahulu Tergugat I dalam konpensi. Namun oleh karena sifat 

dan kelakuan Tergugat I dalam rekonpensi dahulu Penggugat dalam 

konpensi sangat mengecewakan dan tidak pernah memberikan 

kompensasi dan ataupun membayar biaya penempatan kedua kios yang 
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tercatat atas nama Penggugat I dalam rekonpensi dahulu Tergugat I 

dalam konpensi, maka tentu saja kedua kios tersebut akan dipakai 

sendiri oleh Penggugat I dalam rekonpensi dahulu Tergugat I dalam 

konpensi; 

4. Bahwa, selama penempatan kedua kios yang tercatat atas nama 

Penggugat I dalam rekonpensi dahulu Tergugat I dalam konpensi  oleh 

Tergugat dalam rekonpensi dahulu Penggugat dan konpensi telah 

merugikan kepentingan pihak Penggugat I dan rekonpensi dahulu 

Tergugat I dalam konpensi dimana setelah diadakan perhitungan 

berjumlah sebesar: 

- Biaya retribusi pasar selama 8 tahun sebesar Rp. 34.473.600,00; 

- Kompensasi pemakaian kios selama 8 tahun. Rp. 960.000.000,- 

Subtotal  Rp.994.473.600,00; 

Belum termasuk biaya pemakaian listrik. 

5. Bahwa, cukup jelas dan menjadi fakta bahwa perbuatan Tergugat I 

dalam rekonpensi dahulu Penggugat dalam konpensi telah merugikan 

kepentingan Penggugat I dalam rekonpensi dahulu Tergugat I dalam 

konpensi, maka sudah seharusnya kerugian tersebut harus dibayar oleh 

Andy Santoso selaku Tergugat I dalam rekonpensi dahulu Penggugat 

dalam konpensi; 

6. Bahwa, Andy Santoso selaku Tergugat I dalam rekonpensi dahulu 

Penggugat dalam konpensi telah melakukan perbuatan melawan hukum 

maka perlu kiranya dihukum mengosongkan kedua kios yang ditempati 

tanpa hak tersebut; 

Bahwa, berdasarkan pelbagai hal dan alasan hukum yang ada, maka 

dengan ini Tergugat I mohon pada Majelis Hakim pemeriksa perkara a quo 

untuk sudi dan berkenan memberikan putusan sebagai berikut: 

DALAM KONPENSI. 

A.DALAM EKSEPSI. 

1. Mengabulkan seluruh eksepsi dari Tergugat I dan II; 

2. Menyatakan dan memutuskan Pengadilan Negeri Surakarta tidak 

mempunyai kewenangan mengadili dalam perkara a quo karena 

menyangkut beleid/kewenangan Pemkot Surakarta dalam mengeluarkan 
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Surat Hak Penempatan yang dipersoalkan oleh Penggugat Andy 

Santoso; 

3. Menyatakan dan memutuskan gugatan Penggugat sebagai gugatan 

kurang pihak dan atau kabur atau tidak jelas. 

B.DALAM POKOK PERKARA. 

1. Menolak seluruh gugatan Penggugat 

DALAM REKONPENSI. 

1. Mengabulkan seluruh gugatan Penggugat I dalam rekonpensi dahulu 

Tergugat I dan konpensi; 

2. Menyatakan Tergugat I dalam rekonpensi dahulu Penggugat dalam 

konpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum; 

3. Menghukum Tergugat I dalam rekonpensi dahulu Penggugat dalam 

konpensi Andy Santoso untuk membayar kerugian yang diderita oleh 

Penggugat I dalam rekonpensi dahulu Tergugat I  dalam konpensi 

sebesar Rp.994.473.600,- dengan seketika dan sekaligus kepada 

Penggugat I dalam rekonpensi dahulu Tergugat I dan konpensi; 

4. Menghukum Tergugat I dalam rekonpensi dahulu Penggugat I dalam 

konpensi Andy Santoso untuk mengosongkan kedua kios Pasar Gede 

Kota Surakarta yang menjadi obyek perkara dalam perkara a quo; 

5. Menghukum Tergugat I dalam rekonpensi dahulu Penggugat I dalam 

konpensi Andy Santoso untuk membayar seluruh biaya perkara yang 

timbul; 

Subsidair: 

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-

adilnya; 

Jawaban Tergugat III. 

I. DALAM EKSEPSI: 

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan ini sebagai Gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum terhadap Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atas 

penerbitan Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 

Pasar Gede Kota Surakarta; 

A.EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT 

Pengadilan Negeri Surakarta secara Absolut Tidak Berwenang 

Mengadili Perkara A Quo. 
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1. Surat Hak Penempatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan 

bukan Objek Perkara Perdata. 

a. Bahwa penerbitan Surat Hak Penempatan  merupakan 

Kewenangan Wali Kota in casu Tergugat III melalui 

Perangkat Daerah berwenang dalam hal ini Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta yang dipimpin oleh Tergugat 

IV. Hal ini didasarkan pada Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pasal 1 angka 27, Pasal 7 

ayat (1), ayat (2) huruf k menyatakan: 

“Pasal 1 

27.Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP 

adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi 

atau badan di lokasi pasar rakyat.” 

“Pasal 7  

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah berwenang 

menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan 

pasar di Daerah; 

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 

k. menerbitkan SHP, KTPP, tanda bukti pembayaran 

retribusi;” 

b. Bahwa Surat Hak Penempatan memenuhi kriteria sebagai 

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-

Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 

menyatakan:  

“ 9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau 

pejabat tata usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata 

usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-

undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, 
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dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 

atau badan hukum perdata.” 

Dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyatakan: 

“7.  Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut 

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan 

Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan 

adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan 

pemerintahan.” 

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Bahwa secara yuridis normatif, sengketa Perbuatan Melanggar Hukum 

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige 

Overheidsdaad), merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata 

Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 11 Peraturan 

Mahkaman Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian 

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili 

Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad): 

“Pasal 2 

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) 

merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.”; 

“Pasal 11 

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang 

sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri 

harus menyatakan tidak berwenang mengadili.”; 

3. Bahwa berdasar pada Pasal 134 HIR, Tergugat III mohon kepada 

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan diri tidak 

berkuasa dan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo melalui 

suatu Putusan Sela; 
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4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan 

argumentasi tersebut di atas, terbukti peradilan yang berwenangan 

secara absolut untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata 

Usaha Negara. Maka patut dan layak kiranya bagi Yang Terhormat 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta untuk menolak atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Onvantkeleijke Verklaard). 

B.Legal Standing (Personae Standi in Judicio) 

1. M Yahya Harahap, S.H. di dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara 

Perdata (halaman 111-136) menyatakan bahwa yang bertindak sebagai 

penggugat harus orang yang benar-benar memiliki kedudukan dan 

kapasitas menurut hukum, keliru dan salah sebagai penggugat 

mengakibatkan gugatan mengandung cacat formil; 

2. Retno Wulan Sutantio, S.H. dan Iskandar Oerip Kartawinata, S.H. di 

dalam buku berjudul Hukum Acara Perdata: dalam Teori dan Praktek 

halaman 3 mengatakan  bahwa penggugat adalah seorang yang 

“merasa” bahwa hak nya dilanggar dan menarik orang yang “dirasa” 

melanggar hak nya itu sebagai tergugat dalam perkara ke depan hakim. 

Di dalam Hukum Acara Perdata inisiatif yaitu ada atau tidak adanya 

dalam suatu perkara harus diambil oleh seseorang atau beberapa orang 

yang merasa bahwa hak nya atau hak mereka dilanggar; 

3. Berdasarkan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, 

pihak yang menggunakan Kios atau Los harus memperoleh SHP dari 

Kepala Dinas Perdagangan atas nama Wali Kota Surakarta; 

4. Dari uraian di atas, maka Penggugat senyatanya tidak memenuhi syarat 

untuk berdagang dan menempatkan dagangan di Objek Sengketa, dan 

tidak memiliki Legal Standing (personae standi in judicio) sebagai 

Penggugat untuk mengajukan Gugatan. 

DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa Tergugat III menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakui oleh 

Tergugat III dalam jawaban gugatan ini; 

2. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

kios Nomor 10, 11, 12, 13, dan 18 Pasar Gede dimiliki oleh Oei Tjan 
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Kheuw sejak tahun 1960, karena seluruh kios, los, pelataran dan fasilitas 

penunjang baik berupa tanah maupun bangunan di atas nya adalah aset 

atas nama Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai 

Nomor 39 Kelurahan Sudiroprajan; 

3. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

permohonan SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 dilakukan oleh direktur 

CV P & D Sinar, karena SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 diterbitkan 

atas nama Gian Styadi Wijaya secara perseorangan dan Tergugat III 

melalui Tergugat IV tidak pernah menerima permohonan SHP atas nama 

CV P & D Sinar; 

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Nomor 7, Tergugat III melalui 

Tergugat IV tidak pernah mendapat permohonan pemindahan hak 

penempatan dari Tergugat II kepada Penggugat baik untuk Kios No 12 

maupun Kios No 13; 

5. Bahwa Tergugat III membenarkan pada tahun 2016 dilakukan 

pemindahan hak penempatan Kios No 12 dan Kios No 13 dari Tergugat 

II kepada Tergugat I berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Pasar Tradisional yang berbunyi: 

“Pasal 28 

(1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat 

berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala 

Dinas melalui Kepala Pasar; 

b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat 

Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak 

Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah 

melunasi retribusi; 

c.  melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang 

menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia. 

(2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut 

bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat dasaran 

pasar.” 
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6. Bahwa pemindahan hak penempatan sebagaimana dimaksud angka 5 

tidak memerlukan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada 

Penggugat sehingga dalam hal ini Tergugat III menolak dalil gugatan 

Penggugat yang seolah-olah memerlukan “pembicaraan serta 

pemberitahuan kepada Penggugat” sebagai syarat pemindahan hak 

penempatan; 

7. Bahwa perpanjangan SHP Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 dilakukan 

oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

8. Bahwa keberadaan Penggugat yang menempati Kios Nomor 12 dan 

Kios Nomor 13 serta kegiatan saling menutup Kios merupakan dugaan 

pelanggaran oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini 

masih dikaji untuk proses penegakkan peraturan, mengingat terdapat 

penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat yang mengatur penyelenggaraan 

Pasar Rakyat termasuk Pasar Gede di dalamnya, yang mencabut 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

9. Bahwa Tergugat III menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang memberikan 

dan menerbitkan SHP kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan 

Hukum, karena justru Penerbitan atas nama Tergugat I telah 

berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku pada 

saat itu, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Peraturan 

Walikota Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Pasar Tradisional beserta perubahannya; 

10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Nomor 17 sampai dengan 20 dan 

dalil Nomor 22 menunjukkan kewenangan Tergugat III melalui Tergugat 

IV untuk dapat menerbitkan dan mencabut SHP; 

11. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang beritikad baik karena 

sebenarnya memahami peraturan yang berlaku, namun dengan sengaja 
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melanggar dengan menempati Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 untuk 

berdagang tanpa memiliki SHP dan KTPP; 

12. Bahwa terkait ganti rugi disampaikan hal sebagai berikut: 

a. Ganti rugi harus didasarkan pada alas hak yang dimiliki sementara 

Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak apapun atas 

Objek Sengketa, dan oleh karena itu tidak mungkin dapat timbul 

suatu kerugian atas objek sengketa; dan; 

b. Dengan ditutupnya Kios Nomor 12 dan Nomor 13 oleh Penggugat, 

Tergugat I dan Tergugat II, justru merugikan Pemerintah Kota 

Surakarta sebagai pemilik dan warga masyarakat Kota Surakarta, 

karena kios tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan yang 

diharapkan.  

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat III mohon 

dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutuskan: 

DALAM EKSEPSI. 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan menerima eksepsi 

Tergugat III; 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Pengadilan Negeri 

tidak berwenang mengadili perkara a quo; 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Penggugat tidak 

memiliki kedudukan hukum/Legal Standing mengajukan gugatan a quo; 

dan/atau; 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat 

diterima (Niet Onvantkeleijke Verklaard); 

DALAM POKOK PERKARA 

- Mohon untuk Majelis Hakim memeriksa kembali dasar Gugatan Penggugat 

yang melibatkan Tergugat III. 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

Jawaban Tergugat IV 

I. DALAM EKSEPSI: 

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan ini sebagai Gugatan Perbuatan 

Melawan Hukum terhadap Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V atas 
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penerbitan Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 

Pasar Gede Kota Surakarta; 

EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT 

Pengadilan Negeri Surakarta secara Absolut Tidak Berwenang 

Mengadili Perkara A Quo. 

1. Surat Hak Penempatan adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan 

bukan Objek Perkara Perdata. 

a. Bahwa penerbitan Surat Hak Penempatan  merupakan 

Kewenangan Wali Kota in casu Tergugat III melalui Perangkat 

Daerah berwenang dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta yang dipimpin oleh Tergugat IV. Hal ini didasarkan 

pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, Pasal 1 

angka 27, Pasal 7 ayat (1), ayat (2) huruf k menyatakan: 

“Pasal 1 

27. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya disingkat SHP 

adalah pemberian izin tempat usaha kepada orang pribadi atau 

badan di lokasi pasar rakyat.” 

“Pasal 7  

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah berwenang 

menyelenggarakan pengelolaan dan pemberdayaan pasar 

di Daerah. 

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

k.menerbitkan SHP, KTPP, tanda bukti pembayaran 

retribusi;” 

b. Bahwa Surat Hak Penempatan memenuhi kriteria sebagai 

Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha 

Negara, Pasal 1 angka 9 menyatakan:  

“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha 

Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang 
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bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat 

hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.” 

Dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 menyatakan: 

“7.  Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut 

Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi 

Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan 

tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan.” 

2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat 

Pemerintahan merupakan Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara. 

Bahwa secara yuridis normatif, sengketa Perbuatan Melanggar Hukum 

oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah (Onrechtmatige Overheidsdaad), 

merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 11 Peraturan Mahkaman Agung 

Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan 

Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad): 

“Pasal 2 

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) 

merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara.” 

“Pasal 11 

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad) yang 

sedang diperiksa oleh Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri 

harus menyatakan tidak berwenang mengadili.” 

3. Bahwa berdasar pada Pasal 134 HIR, Tergugat IV mohon kepada 

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan diri tidak 

berkuasa dan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo melalui 

suatu Putusan Sela; 

4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan 

argumentasi tersebut di atas, terbukti peradilan yang berwenangan 

secara absolut untuk mengadili perkara a quo adalah Pengadilan Tata 
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Usaha Negara. Maka patut dan layak kiranya bagi Yang Terhormat 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang untuk menolak atau setidak-

tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet 

Onvantkeleijke Verklaard). 

II. DALAM POKOK PERKARA: 

1. Bahwa Tergugat IV menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali diakui oleh 

Tergugat IV dalam jawaban gugatan ini; 

2. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

kios Nomor 10, 11, 12, 13, dan 18 Pasar Gede dimiliki oleh Oei Tjan 

Kheuw sejak tahun 1960, karena seluruh kios, los, pelataran dan fasilitas 

penunjang baik berupa tanah maupun bangunan di atas nya adalah aset 

atas nama Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai 

Nomor 39 Kelurahan Sudiroprajan; 

3. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

permohonan SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 dilakukan oleh direktur 

CV P & D Sinar, karena SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 diterbitkan 

atas nama Gian Styadi Wijaya secara perseorangan dan Tergugat III 

melalui Tergugat IV tidak pernah menerima permohonan SHP atas nama 

CV P & D Sinar; 

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Nomor 7, Tergugat III melalui 

Tergugat IV tidak pernah mendapat permohonan pemindahan hak 

penempatan dari Tergugat II kepada Penggugat baik untuk Kios No 12 

maupun Kios No 13; 

5. Bahwa Tergugat IV membenarkan pada tahun 2016 dilakukan 

pemindahan hak penempatan Kios No 12 dan Kios No 13 dari Tergugat 

II kepada Tergugat I berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Pasar Tradisional yang berbunyi: 

“Pasal 28 

(1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi tempat 

berdagang dapat memindahkan haknya kepada orang lain 

dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada Kepala 

Dinas melalui Kepala Pasar; 
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b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat Surat 

Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak Pertama ke Pihak 

Kedua dan wajib memenuhi persyaratan dan telah 

melunasi retribusi; 

c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang 

menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal dunia. 

(2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut 

bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat dasaran 

pasar.” 

6. Bahwa pemindahan hak penempatan sebagaimana dimaksud angka 5 

tidak memerlukan persetujuan ataupun pemberitahuan kepada 

Penggugat sehingga dalam hal ini Tergugat IV menolak dalil gugatan 

Penggugat yang seolah-olah memerlukan “pembicaraan serta 

pemberitahuan kepada Penggugat” sebagai syarat pemindahan hak 

penempatan; 

7. Bahwa perpanjangan SHP Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 dilakukan 

oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III sesuai dengan kewenangannya 

berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

8. Bahwa keberadaan Penggugat yang menempati Kios Nomor 12 dan 

Kios Nomor 13 serta kegiatan saling menutup Kios merupakan dugaan 

pelanggaran oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II yang saat ini 

masih dikaji untuk proses penegakkan peraturan, mengingat terdapat 

penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat yang mengatur 

penyelenggaraan Pasar Rakyat termasuk Pasar Gede di dalamnya yang 

mencabut Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

9. Bahwa Tergugat IV menolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa 

Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang memberikan 

dan menerbitkan SHP kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan 

Hukum, karena justru Penerbitan atas nama Tergugat I telah 

berdasarkan pada ketentuan Peraturan Perundangan yang berlaku pada 

saat itu, yaitu Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 
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tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan Peraturan 

Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional beserta perubahannya; 

10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Nomor 17 sampai dengan 20 dan 

dalil Nomor 22 menunjukkan kewenangan Tergugat III, Tergugat IV dan 

Tergugat V untuk dapat menerbitkan dan mencabut SHP; 

11. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang beritikad baik karena 

sebenarnya memahami peraturan yang berlaku, namun dengan sengaja 

melanggar dengan menempati Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 untuk 

berdagang tanpa memiliki SHP dan KTPP; 

12. Bahwa terkait ganti rugi disampaikan hal sebagai berikut: 

a. Ganti rugi harus didasarkan pada alas hak yang dimiliki 

sementara Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai hak 

apapun atas Objek Sengketa, dan oleh karena itu tidak mungkin 

dapat timbul suatu kerugian atas objek sengketa; dan; 

b. Dengan ditutupnya Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 oleh 

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, justru merugikan 

Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemilik dan warga 

masyarakat Kota Surakarta, karena kios tidak dapat dimanfaatkan 

sebagaimana tujuan yang diharapkan.  

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat IV mohon 

dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutuskan: 

DALAM EKSEPSI 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan menerima eksepsi 

Tergugat IV; 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Pengadilan Negeri 

tidak berwenang mengadili perkara a quo; dan/atau; 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat 

diterima (Niet Onvantkeleijke Verklaard); 

DALAM POKOK PERKARA 

- Mohon untuk Majelis Hakim memeriksa kembali dasar Gugatan Penggugat 

yang melibatkan Tergugat IV. 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara. 
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Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain mohon putusan 

yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). 

 

Jawaban  Tergugat V. 

I. DALAM EKSEPSI: 

Bahwa Penggugat mendalilkan gugatan ini sebagai Gugatan 

Perbuatan Melawan Hukum terhadap Tergugat III, Tergugat IV, dan 

Tergugat V atas penerbitan Surat Hak Penempatan (SHP) Kios Nomor 

12 dan Kios Nomor 13 Pasar Gede Kota Surakarta. 

A.  ERROR IN PERSONA 

Gugatan Penggugat salah pihak karena Tergugat V bukan 

Pejabat yang berwenang menerbitkan SHP. Kedudukan Tergugat 

V dalam pengelolaan pasar rakyat adalah bagian dari Perangkat 

Daerah berwenang dalam hal ini Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta yang dipimpin oleh Tergugat IV. 

B. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT 

Pengadilan Negeri Surakarta secara Absolut Tidak 

Berwenang Mengadili Perkara A Quo. 

1.  Surat Hak Penempatan adalah Keputusan Tata Usaha 

Negara dan bukan Objek Perkara Perdata. 

a. Bahwa penerbitan Surat Hak Penempatan 

merupakan Kewenangan Wali Kota in casu Tergugat 

III melalui Perangkat Daerah berwenang dalam hal 

ini Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang 

dipimpin oleh Tergugat IV. Hal ini didasarkan pada 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 

2024 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan 

Pasar Rakyat, Pasal 1 angka 27, Pasal 7 ayat (1), 

ayat (2) huruf k menyatakan: 

“Pasal 1 

27. Surat Hak Penempatan yang selanjutnya 

disingkat SHP adalah pemberian izin tempat usaha 

kepada orang pribadi atau badan di lokasi pasar 

rakyat.” 
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“Pasal 7 

(1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah 

berwenang menyelenggarakan pengelolaan 

dan pemberdayaan pasar di Daerah. 

(2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) meliputi: 

k. menerbitkan SHP, KTPP, tanda bukti 

pembayaran retribusi;” 

b. Bahwa Surat Hak Penempatan memenuhi kriteria 

sebagai Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan 

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, 

Pasal 1 angka 9 menyatakan:  

“9. Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu 

penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan 

atau pejabat tata usaha Negara yang berisi 

tindakan hukum tata usaha Negara yang 

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, 

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang 

atau badan hukum perdata.” 

Dan Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Pemerintahan, Pasal 1 angka 7 

menyatakan: 

“7.  Keputusan Administrasi Pemerintahan yang 

juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara 

atau Keputusan Administrasi Negara yang 

selanjutnya disebut Keputusan adalah 

ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh 

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam 

penyelenggaraan pemerintahan.” 
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2. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan merupakan Kewenangan Peradilan 

Tata Usaha Negara. 

Bahwa secara yuridis normatif, sengketa Perbuatan 

Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintah 

(Onrechtmatige Overheidsdaad), merupakan kewenangan 

absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana 

diatur dalam Pasal 2 jo. Pasal 11 Peraturan Mahkaman 

Agung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian 

Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan 

Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau 

Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige Overheidsdaad): 

“Pasal 2 

(1) Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige 

Overheidsdaad) merupakan kewenangan peradilan 

tata usaha negara.”; 

“Pasal 11 

Perkara perbuatan melanggar hukum oleh Badan 

dan/atau Pejabat Pemerintahan (Onrechtmatige 

Overheidsdaad) yang sedang diperiksa oleh 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Negeri harus 

menyatakan tidak berwenang mengadili.” 

3. Bahwa berdasar pada Pasal 134 HIR, Tergugat III mohon kepada 

Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan menyatakan diri 

tidak berkuasa dan tidak berwenang untuk mengadili perkara a 

quo melalui suatu Putusan Sela; 

4. Bahwa berdasarkan uraian dasar-dasar hukum, fakta-fakta dan 

argumentasi tersebut di atas, terbukti peradilan yang 

berwenangan secara absolut untuk mengadili perkara a quo 

adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Maka patut dan layak 

kiranya bagi Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Semarang untuk menolak atau setidak-tidaknya menyatakan 
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Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkeleijke 

Verklaard). 

II. DALAM POKOK PERKARA. 

1. Bahwa Tergugat V menolak seluruh dalil Penggugat, kecuali 

diakui oleh Tergugat V dalam jawaban gugatan ini; 

2. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat yang menyatakan 

bahwa kios Nomor 10, 11, 12, 13, dan 18 Pasar Gede dimiliki oleh 

Oei Tjan Kheuw sejak tahun 1960, karena seluruh kios, los, 

pelataran dan fasilitas penunjang baik berupa tanah maupun 

bangunan di atas nya adalah aset atas nama Pemerintah Kota 

Surakarta berdasarkan Sertifikat Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan 

Sudiroprajan; 

3. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat yang menyatakan 

bahwa permohonan SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 dilakukan 

oleh direktur CV P & D Sinar, karena SHP Kios Nomor 10, 11, 12 

dan 13 diterbitkan atas nama Gian Styadi Wijaya secara 

perseorangan dan Tergugat III melalui Tergugat IV tidak pernah 

menerima permohonan SHP atas nama CV P & D Sinar; 

4. Bahwa menanggapi dalil Penggugat Nomor 7, Tergugat III melalui 

Tergugat IV tidak pernah mendapat permohonan pemindahan hak 

penempatan dari Tergugat II kepada Penggugat baik untuk Kios 

No 12 maupun Kios No 13; 

5. Bahwa Tergugat V membenarkan pada tahun 2016 dilakukan 

pemindahan hak penempatan Kios No 12 dan Kios No 13 dari 

Tergugat II kepada Tergugat I berdasarkan Pasal 28 Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional yang berbunyi: 

“Pasal 28 

(1) Pemegang hak penempatan yang tidak menggunakan lagi 

tempat berdagang dapat memindahkan haknya kepada 

orang lain dengan ketentuan sebagai berikut: 

a. memberitahukan maksud pemindahan hak kepada 

Kepala Dinas melalui Kepala Pasar; 



Hal 36 dari 103 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt 

b. apabila disetujui, pedagang pengganti membuat 

Surat Pernyataan Pemindahan Hak dari Pihak 

Pertama ke Pihak Kedua dan wajib memenuhi 

persyaratan dan telah melunasi retribusi; 

c. melampirkan Surat Kematian bagi pemohon yang 

menggantikan pemegang SHP yang telah meninggal 

dunia. 

(2) Atas pemindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  

bea balik nama sebesar 10 % dari taksiran nilai tempat 

dasaran pasar.” 

6. Bahwa pemindahan hak penempatan sebagaimana dimaksud 

angka 5 tidak memerlukan persetujuan ataupun pemberitahuan 

kepada Penggugat sehingga dalam hal ini Tergugat V menolak 

dalil gugatan Penggugat yang seolah-olah memerlukan 

“pembicaraan serta pemberitahuan kepada Penggugat” sebagai 

syarat pemindahan hak penempatan; 

7. Bahwa perpanjangan SHP Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 

dilakukan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III sesuai dengan 

kewenangannya berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan 

Pasar Tradisional; 

8. Bahwa keberadaan Penggugat yang menempati Kios Nomor 12 

dan Kios Nomor 13 serta kegiatan saling menutup Kios 

merupakan dugaan pelanggaran oleh Penggugat, Tergugat I dan 

Tergugat II yang saat ini masih dikaji untuk proses penegakkan 

peraturan, mengingat terdapat penetapan dan pengundangan 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pemberdayaan Pasar Rakyat yang mengatur penyelenggaraan 

Pasar Rakyat termasuk Pasar Gede di dalamnya yang mencabut 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

9. Bahwa Tergugat V menolak dalil Penggugat yang menyatakan 

bahwa Perbuatan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V yang 

memberikan dan menerbitkan SHP kepada Tergugat I adalah 
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Perbuatan Melawan Hukum, karena justru Penerbitan atas nama 

Tergugat I telah berdasarkan pada ketentuan Peraturan 

Perundangan yang berlaku pada saat itu, yaitu Peraturan Daerah 

Kota Surakarta Nomor 1 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Pasar Tradisional dan Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional beserta perubahannya; 

10. Bahwa berdasarkan dalil Penggugat Nomor 17 sampai dengan 20 

dan dalil Nomor 22 menunjukkan kewenangan Tergugat III, 

Tergugat IV dan Tergugat V untuk dapat menerbitkan dan 

mencabut SHP; 

11. Bahwa Penggugat bukan merupakan pihak yang beritikad baik 

karena sebenarnya memahami peraturan yang berlaku, namun 

dengan sengaja melanggar dengan menempati Kios Nomor 12 

dan Kios Nomor 13 untuk berdagang tanpa memiliki SHP dan 

KTPP; 

12. Bahwa terkait ganti rugi disampaikan hal sebagai berikut: 

a. Ganti rugi harus didasarkan pada alas hak yang dimiliki 

sementara Penggugat adalah pihak yang tidak mempunyai 

hak apapun atas Objek Sengketa, dan oleh karena itu tidak 

mungkin dapat timbul suatu kerugian atas objek sengketa; 

dan; 

b. Dengan ditutupnya Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 oleh 

Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, justru merugikan 

Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemilik dan warga 

masyarakat Kota Surakarta, karena kios tidak dapat 

dimanfaatkan sebagaimana tujuan yang diharapkan.  

Maka berdasarkan segala apa yang terurai di atas, Tergugat V mohon 

dengan hormat Majelis Hakim berkenan memutuskan: 

DALAM EKSEPSI 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan menerima eksepsi 

Tergugat V; 
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- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Pengadilan Negeri 

tidak berwenang mengadili perkara a quo; dan/atau; 

- Mohon Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat 

diterima (Niet Onvantkeleijke Verklaard). 

DALAM POKOK PERKARA 

- Mohon untuk Majelis Hakim memeriksa kembali dasar Gugatan 

Penggugat yang melibatkan Tergugat V; 

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara; 

Menimbang bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan 

putusan sela yang amarnya adalah sebagai berikut: 

1. Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya; 

2. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk melanjutkan pemeriksaan 

dalam perkara a quo; 

3. Menetapkan ongkos perkara ditangguhkan sampai dengan adanya 

putusan akhir; 

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat 

telah mengajukan bukti  surat berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai 

dengan bukti asli kecuali bukti bertanda  P-2, P-3, P-4, P-5, P-7, P-9, P-10, P-

12, P-15, P-18, P-19, dan P-21 hanya dapat dicocokkan dengan fotokopi dari 

fotokopi bukti dimaksud serta masing-masing telah diberi meterai yang cukup, 

yang masing masing adalah berupa: 

1. Putusan Nomor 163/Pdt.G/2015/PN Skt tanggal 1 Desember 2015, diberi 

tanda P-1; 

2. Surat Jawaban Permohonan Pengembalian hak penempatan kios nomor 

12-13 Pasar Gede Nomor DG/1700/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang 

diterbitkan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda P-2; 

3. Surat tanggal 24 Juni 2024 yang ditujukan kepada Kapolresta Surakarta, 

perihal Laporan Perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan kios 

tempat dagang dengan Pelapor atas nama Andi Santoso, diberi tanda P-3; 

4. Surat tanggal 3 Juli 2024 yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta, perihal Permohonan Surat Hak Penempatan 

Kios atas nama Pemohon Andy Santoso, diberi tanda P-4; 
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5. Surat tanggal 9 Juli 2024 Nomor HK.03/2418/2024 dari Wali Kota Surakarta 

kepada Law Office “Heksa Bams & Partner“ (HB & P), perihal Jawaban 

Surat Aduan, diberi tanda P-5; 

6. Surat tanggal 12 Juli 2024 yang ditujukan kepada Wali Kota Surakarta dari 

Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan Tedjo Kristanto, S.H., perihal 

Perlindungan Hukum Penempatan Kios 12 dan 13 Lt. 1 Pasar Gedhe, diberi 

tanda P-6; 

7. Surat tanggal 30 Juli 2024 dari RM. Heksa Koes Raharjo Bambang 

Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., yang ditujukan kepada 

Andy Santoso perihal Somasi, diberi tanda P-7; 

8. Surat tanggal 1 Agustus 2024 dari  Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan 

Tedjo Kristanto, S.H., yang ditujukan kepada Rekan sejawat RM. Heksa 

Koes Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., 

perihal tanggapan somasi, diberi tanda P-8; 

9. Surat Undangan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor DG.01.04/2816/VIII/2024 

dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda P-9; 

10. Surat Somasi II tanggal 19 Agustus 2024 dari RM. Heksa Koes Raharjo 

Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., yang ditujukan 

kepada Andy Santoso perihal Somasi II, diberi tanda P-10; 

11. Surat tanggal 14 Agustus 2024 dari Andi Santoso ditujukan kepada Kepala 

Dinas Perdagangan Kota Surakarta, perihal Penyampaian Legal Opinion, 

diberi tanda P-11; 

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional tanggal 14 Juni 2010, 

diberi tanda P-12; 

13. Surat tanggal 23 Agustus 2024 dari  Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan 

Tedjo Kristanto, S.H., yang ditujukan kepada Rekan sejawat RM. Heksa 

Koes Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., 

perihal Tanggapan Somasi ke II, diberi tanda P-13; 

14. Surat Undangan tanggal 30 Agustus 2024 Nomor DG/3130//VIII/2024 dari 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda P-14; 

15. Surat Undangan tanggal 9  Agustus 2024 Nomor DG/3247/IX/2024 dari 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda P-15; 
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16. Surat Somasi III  tanggal 18 September  2024 dari RM. Heksa Koes 

Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., yang 

ditujukan kepada Andy Santoso perihal Somasi III, diberi tanda P-16; 

17. Surat tanggal 19  September  2024 dari  Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., 

dan Tedjo Kristanto, S.H., yang ditujukan kepada Rekan sejawat RM. 

Heksa Koes Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., 

CLA., perihal Tanggapan Somasi ke III, diberi tanda P-17; 

18. Foto daftar Register SHP Oey Tjan Kheuw, kios 10, 11, 12 dan 13 di Pasar 

Gede Solo, diberi tanda P-18; 

19. Foto Daftar Register SHP Gian Styadi Wijaya Kios 10, 11, 12 dan 13 di 

Pasar Gede Solo, diberi tanda P-19; 

20. Foto Kios 12 dan 13 Mulia Baru yang ditempati Andi  Santoso, diberi tanda 

P-20; 

21. Kutipan Akta Kematian Nomor 169/2005 tanggal 29 Pebruari 2016 atas 

nama  Oey Tjan Kheuw, diberi tanda P-21; 

22. Sales Invoice  PT. ISJ tanggal 4 Oktober 2016 dengan total invoice 

Rp10.915.000,00 (sepuluh juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), diberi 

tanda P-22; 

23. Faktur penjualan tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-23; 

24. Faktur Credit PT. Mekar Jaya Sentosa Multikarya tanggal 12 September 

2024, diberi tanda P-24;  

 

 Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya,  Tergugat I 

dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang setelah 

dicocokkan sesuai dengan bukti asli serta masing-masing telah diberi meterai 

yang cukup, kecuali bukti bertanda T.I.II-23 dan T.I.II-24 hanya dapat 

disesuaikan dengan fotokopi dari fotokopi bukti tersebut,  yang masing-masing 

adalah berupa: 

1. Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 atas kios Nomor 12 

atas nama Nuraini Purwaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T.I.II-01; 

2. Kartu Pengenal atas nama Nuraini Purwaningsih, selaku Pemegang Surat 

Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 atas kios Nomor 12 yang 
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dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 

Maret 2023, diberi tanda T.I.II-02; 

3. Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 atas kios Nomor 13 

atas nama Nuraini Purwaningsih yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T.I.II-03; 

4. Kartu Pengenal atas nama Nuraini Purwaningsih, selaku Pemegang Surat 

Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 atas kios Nomor 13 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 

Maret 2023, diberi tanda T.I.II-04; 

5. Pembayaran Retribusi bulan Oktober 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 Kios Nomor 12, 

diberi tanda T.I.II-05; 

6. Pembayaran Retribusi bulan November 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan No.511.2/182/I/GD/2022 Kios Nomor 12, diberi 

tanda T.I.II-06; 

7. Pembayaran Retribusi bulan Desember 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 Kios Nomor 12, 

diberi tanda T.I.II-07; 

8. Pembayaran Retribusi bulan Oktober 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 Kios Nomor 13, 

diberi tanda T.I.II-08; 

9. Pembayaran Retribusi bulan November 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 Kios Nomor 13, 

diberi tanda T.I.II-09; 

10. Pembayaran Retribusi bulan Desember 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 Kios Nomor 13, 

diberi tanda T.I.II-10; 

11. Surat Somasi tanggal 14 Mei 2024 dari Nuraini Purwaningsih kepada Andy 

Santoso, diberi tanda T.I.II-11; 

12. Surat Somasi  I tanggal 30 Juli 2024 dari  Law Office “HB & P“ kepada Andy 

Santoso, diberi tanda T.I.II-12; 

13. Surat Somasi  II tanggal 19 Agustus 2024 dari Law Office “HB & P“  kepada 

Andy Santoso, diberi tanda T.I.II-13; 
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14. Surat Somasi  III  tanggal 18 September 2024 dari Law Office “HB & P“  

kepada Andy Santoso, diberi tanda T.I.II-14; 

15. Surat tanggal 15 Mei 2024 Nomor DG/1700/V/2024 dari Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta perihal Surat Jawaban Permohonan 

pengembalian hak penempatan kios Nomor 12-13 Pasar Gede, diberi tanda 

T.I.II-15; 

16. Surat Wali Kota Surakarta tanggal 9 Juli 2024 Nomor HK.03/2418/2024 

perihal Jawaban Surat Aduan, diberi tanda T.I.II-16; 

17. Akta Nomor 18 tanggal 9 Pebruari 2006 yang dibuat dihadapan Ninoek 

Poernomo, S.H., Notaris di Surakarta tentang Akta Pendirian Perseroan 

Komanditer CV “P & D SINAR”, diberi tanda T.I.II-17; 

18. Salinan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat tanggal 19 Juni 2024, diberi 

tanda T.I.II-18; 

19. Surat Nomor 019/POS/K/VIII/2024 tanggal 12 Agustus 2024 dari Kuasa 

Hukum Gian Styadi Wijaya perihal upaya Penyelesaian Kasus Gian Styadi 

Wijaya dengan Andy Santosa ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T.I.II-19; 

20. Surat Nomor 020/POS/K/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dari Kuasa 

Hukum Gian Styadi Wijaya perihal Koreksi Penulisan Nama Pada Surat 

Nomor 019/POS/K/VIII/2024 tanggal 12 Januari 2024 ditujukan kepada 

Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T.I.II-20; 

21. Surat Nomor 024/POS/K/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dari Kuasa 

Hukum Gian Styadi Wijaya dan Ny. Nuraini Purwaningsih perihal Undangan 

Rapat Klarifikasi Atas Pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 Pasar Gede 

Kota Surakarta ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta, diberi tanda T.I.II-21; 

22. Surat Nomor 030/POS/K/XI/2024 tanggal 26 November  2024 dari Kuasa  

Ny. Nuraini Purwaningsih dan Gian Styadi Wijaya perihal Surat Nomor 

DG/4330/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 perihal Teguran Tertulis 

Kesatu ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta, diberi tanda T.I.II-22; 

23. Print out hasil pemotretan terhadap Toko Mulia Baru, diberi tanda T.I.II-23; 

24. Print out hasil pemotretan terhadap Toko Mulia Baru, diberi tanda T.I.II-24; 
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25. Kartu Keluarga Nomor 3372042112040003 tanggal 28 Juni 2024 dengan 

susunan sebagai Kepala Keluarga atas nama Gian Styadi Wijaya, diberi 

tanda T.I.II-25; 

26. Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/2006 tanggal 1 April 2006 yang 

dibuat dihadapan Ninoek Poernomo,S.H., Notaris di Surakarta, diberi tanda 

T.I.II-26; 

 

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya,  Tergugat 

III  telah  mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang setelah dicocokkan 

sesuai dengan bukti asli,  kecuali bukti bertanda T3-02, T3-03, T3-04, T3-05, 

T3-06, T3-07, T3-08 dan T3-10 hanya dapat dkicocokkan dengan fotokopi dari 

fotokopi bukti dimaksud serta masing-masing telah diberi meterai yang cukup , 

yang masing-masing adalah berupa: 

1. Sertipikat Kedua Hak Pakai Nomor 39/Kelurahan Sudiroprajan atas nama 

Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah TK. II Surakarta, diberi tanda T3-

01; 

2. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-02; 

3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi tanda T3-03; 

4. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024  tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-04; 

5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024  tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-05; 

6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024  tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-06; 

7. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi tanda T3-07; 

8. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan 

dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi tanda T3-8; 

9. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 14  Tahun 2023 tentang Pajak 

Daerah  dan Retribusi Daerah, diberi tanda T3-09; 
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10. Surat Wali Kota Surakarta tanggal 9 Juli 2024 Nomor HK.03/2418/2024 

perihal Jawaban Surat Aduan, diberi tanda T3-10; 

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya,  Tergugat 

IV telah  mengajukan bukti surat berupa fotokopi yang setelah dicocokkan 

sesuai dengan bukti asli,  kecuali bukti bertanda T4-5, T4-9, T4-16, T4-18, T4-

19, T4-20, T4-21, T4-22, T4-23, T4-24, T4-25, T4-26, T4-27 dan T4-28 hanya 

dapat dicocokkan dengan fotokopi dari fotokopi bukti dimaksud serta masing-

masing telah diberi meterai yang cukup, yang masing-masing adalah berupa: 

1. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi tanda T4-1; 

2. Surat Hak Penempatan Nomor 511.3/114/GD/I/2014 tanggal 4 Mei 2014 

yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, diberi tanda T4-

2; 

3. Kartu Pengenal Pasar Gede atas nama Gian Styadi Wijaya tanggal 4 Mei 

2014 Nomor 511.3/114/GD/I/2014 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan 

Pasar Kota Surakarta, diberi tanda T4-3; 

4. Formulir Permohonan Hak Penempatan Kios/Los atas nama Nuraini 

Purwaningsih, diberi tanda T4-4; 

5. Kartu Tanda Penduduk NIK 3372046006640001 atas nama Nuraini 

Purwaningsih, diberi tanda T4-5; 

6. Surat Pemindahan Hak Penempatan Kios Nomor 13 antara Gian Styadi 

Wijaya dengan Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-6; 

7. Tanda bukti Penerimaan tertanggal 9 Juni 2016 dari Nuraini Purwaningsih 

Kios Nomor 13, diberi tanda T4-7; 

8. Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/194/I/GD/2016 atas nama Nuraini 

Purwaningsih, diberi tanda T4-8; 

9. Kartu Pengenal Pasar Gede atas nama Nuraini Purwaningsih, diberi tanda 

T4-9; 

10. Surat Hak Penempatan Nomor 511.3/77/GD/I/2014 atas nama Gian Styadi 

Wijaya, diberi tanda T4-10; 

11. Kartu Pengenal Pasar Gede Kios Nomor 12, ijin Nomor 511.3/77/GD/I/2014 

atas nama Gian Styadi Wijaya, diberi tanda T4-11; 

12. Formulir Permohonan Hak Penempatan Kios/Los atas nama Nuraini 

Purwaningsih, diberi tanda T4-12; 
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13. Surat Pemindahan Hak Penempatan  Kios Nomor 12 antara Gian Styadi 

Wijaya dengan Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-13; 

14. Tanda Bukti Penerimaan tertanggal 9 Juni 2016 dari Nuraini Purwaningsih 

Kios Nomor 12, diberi tanda T4-14; 

15. Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/193/I/GD/2016 Kios Nomor 12  atas 

nama Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-15; 

16. Kartu Pengenal Pasar Gede Kios Nomor 12, ijin Nomor 

511.2/308/I/GD/2019 atas nama Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-16; 

17. Retribusi Daerah-Ketetapan Pasar, diberi tanda T4-17; 

18. Form Data Pedagang Pasar Gede Tahun 2024, diberi  tanda T4-18; 

19. Surat Jawaban Permohonan pengembalian Hak penempatan kios Nomor 

12-13 Pasar Gede Nomor DG/1700/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T4-19; 

20. Surat Undangan Nomor DG.01.04/2816/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 

dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi  tanda T4-20; 

21. Kesepakatan Perdamaian tanggal 19 Agustus 2024 antara Andy Santoso 

dengan Gian Styadi Wijaya, diberi tanda T4-21; 

22. Dokumentasi Rapat Klarifikasi atas pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 

Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 28 Agustus 2024, diberi tanda T4-22; 

23. Dokumentasi Rapat Klarifikasi atas pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 

Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 2 September 2024, diberi tanda T4-23; 

24. Dokumentasi Rapat Mediasi atas pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 

Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 11 September 2024, diberi tanda T4-

24; 

25. Dokumentasi Rapat Klarifikasi atas pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 

Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 6 November 2024, diberi tanda T4-25; 

26. Foto penyampaian Teguran Lisan dari kepada Tergugat I oleh Tergugat IV 

tanggal 13 November 2024, diberi tanda T4-26; 

27. Foto penyampaian Teguran Tertulis I kepada Tergugat I dan Tergugat II 

dan Foto tanggal 20 November 2024 (diberi tanda T4-27); 

28. Foto Pertemuan  antara Penggugat dan Tergugat II (diberi tanda T4-28); 

 

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil jawabannya,  Tergugat 

V telah  mengajukan bukti surat berupa fotokopi kecuali T5-1, T5-2, T5-3 dan 
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T5-4 berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, bukti dimaksud 

serta masing-masing telah diberi meterai yang cukup, yang masing-masing 

adalah berupa: 

1. Form Data Pedagang Pasar Gede tahun 2024, diberi  tanda T5-1; 

2. Foto Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 Pasar Gede yang telah  digembok 

dan dilakukan pengelasan, diberi tanda T5-2; 

3. Dokumentasi Rapat Mediasi atas pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 

Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 11 September 2024, diberi tanda T5-3; 

4. Berita Acara Klarifikasi Nomor DG/4460-1/XI/2024 tanggal 6 November 

2024, diberi tanda T5-4; 

 

 Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat , untuk meneguhkan 

dalil dalil gugatan, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) saksi dan 1 (satu) 

orang ahli yang  telah memberikan keterangan/pendapat  dalam persidangan 

setelah terlebih dahulu bersumpah/berjanji menurut tata cara agama dianut 

saksi  dan pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut: 

Saksi 1 Penggugat: Miyati 

- Bahwa Saksi  kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga 

dan tidak terikat hubungan kerja; 

- Bahwa Saksi  tidak kenal dengan Tergugat I  tetapi  kenal dengan 

Tergugat II; 

- Bahwa Saksi menyatakan tahu dengan Tergugat III, Tergugat IV, 

Tergugat V, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan 

kerja; 

- Bahwa Saksi pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar milik Oei 

Tjan Kheuw kios nomor 10, 11, 12 dan 13 sejak tahun 1987 hingga 

mengundurkan diri tahun 1999; 

- Bahwa Saksi melamar kerja di kios dan diterima oleh Oei Tjan Kheuw 

yang merupakan ayah Penggugat; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya kadang kala hadir di kios namun tidak 

membantu ayahnya; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya berjualan karpet; 

- Bahwa pada tahun 2018 kios nomor 10 dan 11 dikelola oleh Gian Styadi 

Wijaya dan istrinya; 
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- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya kenapa kiosnya di pisah-pisah; 

- Bahwa Oei Tjan Kheuw pemilik kios mempunyai 4 (empat) orang anak 

yaitu:  

a. Gian Styadi Wijaya; 

b. Oei Gi Kam (telah meninggal dunia); 

c. Lie Sin; 

d. Andy Santoso; 

- Bahwa Oei Tjan Kheuw mempunyai 4 (empat) kios yang dikelola oleh 

Oei Tjan Kheuw, istri, Oei Gi Kam dan Andy Santoso; 

- Bahwa kios berjualan grosir bahan mentah, sembako dan snack; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya tidak ikut mengelola kios tersebut; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya mempunyai toko plastik dan gedung studio; 

- Bahwa Saksi mengundurkan diri dari kios karena mempunyai usaha 

catering; 

- Bahwa Saksi pernah belanja ke Toko Mulia Baru pada tahun 2018 milik 

Andy Santoso dan istrinya; 

- Bahwa saat Saksi belanja tidak melihat Gian Styadi Wijaya dan Nuraini 

Purwaningsih berada di kios tersebut; 

- Bahwa Kuasa Penggugat menunjukan Bukti P-18, P-19 dan P-20. Saksi 

menyatakan mengenal ayah Penggugat; 

- Bahwa tahun 2022 Saksi belanja ke kios nomor 12 dan 13, saat itu ada 

Andy Santoso dan istrinya, namun tidak melihat Gian Styadi Wijaya dan 

Nuraini Purwaningsih berada di kios tersebut; 

- Bahwa waktu Saksi bekerja, kios masih belum disekat; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada kerjasama antara Andy Santoso dan 

Gian Styadi Wijaya; 

- Bahwa berdasarkan Bukti P-20 kios tertutup namun Saksi yakin itu kios 

yang dikunjungi mengetahui dari nama kios Mulia Baru; 

- Bahwa Saksi pernah ke toko Mulia Baru di Cokronegaran yang melayani 

Andy Santoso dan istrinya; 

- Bahwa Saksi pernah melihat Oei Tjan Kheuw (ayah Penggugat), 

sekarang sudah meninggal dunia; 

- Bahwa anak kedua yaitu Oei Gi Kam sudah meninggal dunia dan anak 

ketiga yaitu Lie Sin tinggal di Salatiga; 
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- Bahwa Saksi mengetahui yang mengelola kios yaitu Andy Santoso; 

- Bahwa waktu Saksi belanja yang menjaga kios yaitu Andy Santoso; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui toko telah disekat; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada masalah dengan toko Sinar; 

- Bahwa Oei Tjan Kheuw digantikan oleh Oei Gi Kam dan Andy Santoso; 

- Bahwa Saksi bekerja di toko Sinar kios nomor 10, 11, 12 dan 13 sejak 

tahun 1987; 

- Bahwa ada karyawan lain berjumlah kurang dari 10 (sepuluh) orang; 

- Bahwa Andy Santoso waktu itu membantu ayahnya di kios tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak ada perjanjian kerja; 

- Bahwa Oei Tjan Kheuw setiap hari di kios sebagai kasir; 

- Bahwa dahulu kios menjadi satu; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembayaran retribusi; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi anak kedua yaitu Oei Gi Kam meninggal 

dunia setelah tahun 1999; 

- Bahwa Oei Gi Kam ikut membantu ayahnya sebagai kasir; 

- Bahwa anak ketiga yaitu Lie Sin tinggal di Salatiga setelah menikah dan 

tidak membantu ayahnya; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penomoran kios tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas kios tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada pegawai dinas yang menarik 

retribusi; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik kios membayar retribusi; 

- Bahwa Saksi mendapatkan gaji dari Oei Tjan Kheuw (ayah Penggugat); 

 

Saksi 2 Penggugat:  Sie Siep Heng 

- Bahwa Saksi  kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan keluarga 

dan tidak terikat hubungan kerjam dan  tidak kenal dengan Tergugat I; 

- Bahwa Saksi  kenal dengan Tergugat II dan  Saksi menyatakan tahu 

dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak ada hubungan 

keluarga dan tidak terikat hubungan kerja; 

- Bahwa Saksi  menjaga  toko KGH kios nomor 8 dan 9 berjualan 

kelontong. Kios tersebut sekarang digunakan oleh paman Saksi; 
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- Bahwa kios nomor 10, 11, 12 dan 13 merupakan milik orang tua Andy 

Santoso yaitu Oei Tjan Kheuw (sudah meninggal dunia) yang digunakan 

untuk berjualan kelontong; 

- Bahwa waktu itu kios nomor 10, 11, 12 dan 13 masih menjadi satu dan 

tidak disekat; 

- Bahwa Saksi melihat kios tersebut telah beroperasi antara tahun 1979 

hingga 2010; 

- Bahwa Oei Gi Kam dan Andy Santoso yang membantu orang tuanya di 

kios tersebut; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya jarang membantu orang tuanya di kios 

tersebut; 

- Bahwa Oei Tjan Kheuw pemilik kios mempunyai 4 (empat) orang anak 

yaitu:  

a. Gian Styadi Wijaya; 

b. Oei Gi Kam (telah meninggal dunia); 

c. Lie Sin; 

d. Andy Santoso; 

- Bahwa Saksi  tidak mengetahui Sukamto Widodo; 

- Bahwa Andy Santoso berhak mendapatkan kios nomor 12 dan 13 

sebagai warisan dari orang tuanya; 

- Bahwa kios tersebut sekarang disegel oleh Nuraini Purwaningsih sejak 

tanggal 2 Juni 2024; 

- Bahwa Saksi  tidak mengenal Nuraini Purwaningsih; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kenapa kios tersebut disegel; 

- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Andy Santoso ada pembagian kios 

tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pembagian kios tersebut; 

- Bahwa kios nomor 8 dan 9 merupakan milik kakek Saksi; 

- Bahwa kios nomor 10, 11, 12 dan 13 dahulu milik Oei Tjan Kheuw; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kios nomor 18 disewakan; 

- Bahwa kios nomor 10 dan 11 sekarang ditempati oleh Gian Styadi 

Wijaya dari warisan; 

- Bahwa dahulu kios nomor 10, 11, 12 dan 13 menjadi satu; 

- Bahwa Andy Santoso menguasai kios sejak tahun 2015; 
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- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada keberatan mengenai pembagian 

kios; 

- Bahwa Saksi menempati kios nomor 8 dan 9 sejak tahun 1979. 

Kemudian pada tahun 2010 Saksi melepaskan hak atas kios tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan orang tua Andy Santoso 

meninggal dunia; 

- Bahwa kios nomor 10, 11, 12 dan 13 dikelola oleh Oei Gi Kam dan Andy 

Santoso setelah orang tuanya meninggal dunia; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gian Styadi Wijaya dan istrinya 

mengelola kios; 

- Bahwa Saksi mengetahui kios disekat tahun 2015; 

- Bahwa Andy Santoso mengelola kios Mulia Baru dan Gian Styadi Wijaya 

mengelola kios Sinar; 

- Bahwa Saksi sekarang sebagai suplier barang dagangan Andy Santoso 

sejak tahun 2021; 

- Bahwa Saksi tidak mengenal Gian Styadi Wijaya dan Nuraini 

Purwaningsih; 

- Bahwa Saksi tidak melihat ada Gian Styadi Wijaya dan Nuraini 

Purwaningsih berada di kiosnya; 

- Bahwa Saksi mengirim barang ke toko Mulia Baru; 

- Bahwa Andy Santoso merupakan kakak kelas Saksi waktu sekolah; 

- Bahwa Andy Santoso sering curhat/bercerita kepada Saksi; 

- Bahwa Saksi pernah diperiksa terkait Laporan Polisi mengenai kios; 

- Bahwa Saksi mengetahui kios nomor 12 dan 13 telah dilas pada tanggal 

6 Juni 2024; 

- Bahwa Bukti P-20 Saksi mengetahui toko Mulia Baru milik Andy Santoso 

telah dilas karena Saksi sering mengirim barang; 

- Bahwa Saksi mengirim bumbu ke kios Mulia Baru dengan harga sekitar 

sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp600.000,00 

(enam ratus ribu rupiah); 

- Bahwa Saksi pernah kirim ke kios  Sugiyopranoto; 

- Bahwa kios diberikan secara turun temurun; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pelimpahan kios; 

- Bahwa retribusi dibayar setiap hari; 
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- Bahwa Pasar Gede pernah mengalami kebakaran; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola toko Sinar 

sekarang; 

- Bahwa ada sengketa mengenai warisan kios antara Gian Styadi Wijaya 

dan Andy Santoso pada tahun 2015; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat pemilikan kios; 

- Bahwa toko Mulia Baru ada sejak tahun 2015; 

- Bahwa Saksi mengetahui tahun 2015 ada sengketa dari cerita Andy 

Santoso; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui toko Sinar berbentuk firma; 

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Polisi sebagai saksi berkaitan kios sekitar 

tahun 2024; 

- Bahwa setelah toko Andy Santoso tutup, Saksi tidak bisa mengirim 

barang lagi; 

- Bahwa Saksi mengetahui kios milik orang tua Andy Santoso karena 

Saksi tetangga kios; 

- Bahwa orang tua Saksi dahulu pemilik kios nomor 8 dan 9, Saksi 

membantu menjaga kios hingga tahun 2010; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Surat Hak Penempatan (SHP); 

- Bahwa Saksi mengetahui ada retribusi yang harus dibayar setiap hari; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa harus membayar retribusi; 

- Bahwa Saksi mengetahui kios disekat pada tahun 2015 dari Andy 

Santoso; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan mengenai warisan kios; 

- Bahwa Saksi mengirim barang ke kios nomor 12 dan 13 milik Andy 

Santoso; 

- Bahwa yang membayar barang yang telah dikirim yaitu Andy Santoso; 

 

Saksi 3 Penggugat:  Lina Mukti Sutanto. 

- Bahwa Saksi menyatakan kenal dengan Penggugat, tidak ada hubungan 

keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dan  tidak kenal dengan 

Tergugat I tetapi  kenal dengan Tergugat II, Saksi menyatakan tahu 

dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak ada hubungan 

keluarga dan tidak terikat hubungan kerja; 
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- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa antara Gian Styadi Wijaya dan 

Andy Santoso; 

- Bahwa Andy Santoso menempati kios peninggalan dari orang tuanya; 

- Bahwa Oei Tjan Kheuw pemilik kios mempunyai 4 (empat) orang anak; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pergantian nama toko; 

- Bahwa di kios nomor 12 dan 13 terdapat tulisan yang ditempel oleh 

Nuraini Purwaningsih; 

- Bahwa Andy Santoso menguasai kios nomor 12 dan 13; 

- Bahwa Saksi merupakan pelanggan kios nomor 12 dan 13 sejak tahun 

1980; 

- Bahwa dahulu toko Sinar dikelola oleh orang tua Penggugat, Oei Gi Kam 

dan Andy Santoso; 

- Bahwa dahulu kios nomor 10, 11, 12 dan 13 dikelola oleh Oei Gi Kam 

dan Andy Santoso; 

- Bahwa Saksi pernah bertemu Miyati sebagai karyawan toko tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Gian Styadi Wijaya di toko Sinar 

dahulu; 

- Bahwa pada tahun 2015 kios dibagi menjadi 2 (dua) kios; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nuraini Purwaningsih ada di kios 

tersebut; 

- Bahwa Saksi mengetahui dari penjual pisang molen apabila kios nomor 

12 dan 13 dilas oleh toko Sinar; 

- Bahwa Saksi diberitahu oleh istri Andy Santoso apabila kiosnya dilas; 

- Bahwa Saksi pada pagi hari tanggal 2 Juni 2024 masih belanja di kios 

nomor 12 dan 13; 

- Bahwa setelah dilas di dalam kios masih banyak barang dagangan milik 

Andy Santoso didalamnya; 

- Bahwa Andy Santoso kemudian berjualan  di depan kios tersebut; 

- Bahwa Saksi belanja di kios Mulia Baru hampir setiap hari sejak dahulu; 

- Bahwa Saksi terakhir belanja di kios Mulia Baru yang berada di 

Cokronegaran tanggal 4 Januari 2025; 

- Bahwa kios Mulia Baru dikasiri oleh Andy Santoso dan istrinya; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan kios dipisah; 
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- Bahwa Saksi mengetahui kios Mulia Baru milik Andy Santoso karena 

Andy Santoso yang membuka kunci kios; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui surat terkait kios; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama Mulia Baru dahulu dicopot, 

sekarang papan nama dibuat oleh BRI; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gian Styadi Wijaya; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membayar retribusi; 

- Bahwa toko Sinar dilayani oleh karyawan; 

- Bahwa Saksi mengetahui kios dilas dari pedagang pisang molen; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas kios; 

- Bahwa Saksi belanja di kios Mulia Baru karena Saksi  mengenal Andy 

Santoso; 

- Bahwa di kios milik Andy Santoso penuh barang dagangan; 

- Bahwa Saksi pulang belanja dari kios sekitar pukul 10.00 WIB, kios dilas 

pukul 15.00 WIB; 

- Bahwa Saksi belanja tahun 1980 masih bernama toko Sinar; 

- Bahwa Andy Santoso membuka kios Mulia Baru di Cokronegaran sekitar 

tanggal 20 Juli 2024; 

- Bahwa Saksi tidak melihat waktu kios dilas; 

- Bahwa Saksi melihat Gian Styadi Wijaya di kiosnya hanya di pagi hari; 

- Bahwa toko Mulia Baru banyak yang membeli dan ramai; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembukuan kios; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Andy Santoso tidak membuka 

kios yang dilas; 

 

Saksi Ahli  dari Penggugat: Dr. Rahayu Subekti, S.H., M.Hum. 

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak kenal 

dengan Tergugat I, tidak kenal dengan Tergugat II, Saksi menyatakan 

tahu dengan Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, tidak ada hubungan 

keluarga dan tidak terikat hubungan kerja; 

- Bahwa permohonan tidak ada tanggal, nomor dan tujuan maka tidak 

sesuai dengan aturan; 

- Bahwa pencantuman tanggal menentukan kapan perbuatan hukum 

dilakukan dan berkaitan dengan akibat hukum; 
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- Bahwa permohonan tidak ada tanggal konsekuensi tidak dapat diproses; 

- Bahwa Penetapan tidak ada tanggal dan nomor, akibat hukum berkaitan 

tidak ada hak dan kewajiban serta tidak ada kepastian hukum; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) tanpa tanggal dan nomor maka 

tidak sah; 

- Bahwa Gugatan bisa diajukan menggunakan Peraturan Daerah yang 

lama sepanjang perbuatan mengikuti aturan yang lama; 

- Bahwa perbuatan yang lalu menggunakan aturan yang berlaku saat itu; 

- Bahwa hak penempatan tidak bisa disewakan kepada pihak ketiga; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) diperbaharui 3 (tiga) tahun sekali; 

- Bahwa ada batasan jumlah 4 (empat) kios oleh 1 (satu) nama; 

- Bahwa dalam menjalankan pemerintahan harus berdasarkan Asas-Asas 

Umum Pemerintahan yang Baik; 

- Bahwa dengan tidak ada tanggal maka tidak memenuhi Asas 

Kecermatan; 

- Bahwa permohonan pengalihan Surat Hak Penempatan (SHP) yang 

tidak ada nomor dan tanggal sehingga tidak ada Asas Kepastian Hukum; 

- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik harus terpenuhi dan 

diterapkan; 

- Bahwa Ahli mengetahui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

- Bahwa hukum tidak berlaku surut; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) dilihat berdasarkan Peraturan 

Daerah yang berlaku dan kapan diterbitkan; 

- Bahwa Peraturan Daerah yang sudah dicabut maka yang lama tidak 

berlaku; 

- Bahwa setiap pedagang harus mempunyai Surat Hak Penempatan 

(SHP) berkaitan hak dan kewajiban pedagang; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) harus digunakan apabila tidak 

digunakan maka akan mendapatkan sanksi; 

- Bahwa kios bisa dikelola secara kerja sama dengan pihak ketiga; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) berkaitan dengan KTPP dan 

retribusi; 
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- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) orang harus menggunakan kios 

yang diberikan oleh dinas terkait; 

- Bahwa ada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; 

- Bahwa izin merupakan hak apabila tidak dilarang; 

- Bahwa Direktur Utama boleh bekerja sama dengan pihak lain; 

- Bahwa peralihan izin dengan izin dari dinas terkait; 

- Bahwa pasar sebagai aset Pemerintah Kota maka hak kepemilikan 

menjadi milik Pemerintah Kota; 

- Bahwa Pemerintah Kota berhak untuk mengatur penggunaan pasar; 

- Bahwa perizinan terkait hak dan kewajiban; 

- Bahwa perizinan tidak bisa diwariskan apabila diatur demikian; 

- Bahwa retribusi berkaitan iuran terkait pelayanan; 

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk meneguhkan 

dalil dalil jawabannya , Tergugat I dan Tergugat II juga menghadirkan 1 (satu) 

orang saksi dan telah memberikan keterangan dalam persidangan setelah 

terlebih dahulu bersumpah/berjanji menurut tata cara agama dianut saksi dan 

pada pokoknya masing-masing menerangkan sebagai berikut : 

Saksi Tergugat I dan Tergugat II: Wiharto. 

- Bahwa Saksi menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, tidak ada 

hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja dan  Saksi 

menyatakan kenal dengan Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada 

hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan kerja serta Saksi 

menyatakan tahu Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V serta tidak 

ada hubungan pekerjaan; 

- Bahwa Saksi adalah  sebagai koordinator Paguyuban Kompag 

(Komunitas Pedagang Pasar Gede); 

- Bahwa Kompag tidak berbadan hukum, tidak mempunyai Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga; 

- Bahwa retribusi ditarik oleh Dinas Perdagangan dan dibayarkan oleh 

pemilik Surat Hak Penempatan (SHP) setiap hari; 

- Bahwa pemilik kios dan los sekarang membayar secara Eretribusi dan 

pedagang kaki lima membayar retribusi secara manual; 

- Bahwa iuran Kompag bersifat insidental; 
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- Bahwa Kompag sering ikut melakukan sosialisasi peraturan dari Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta; 

- Bahwa Kompag tidak mempunyai struktur resmi; 

- Bahwa tidak ada kewajiban paguyuban secara resmi; 

- Bahwa apabila ada kegiatan dilakukan oleh panitia secara bersama; 

- Bahwa paguyuban tidak ada Surat Keputusan (SK) dari Pemerintah Kota 

Surakarta; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui  orang tua dan keluarga Gian Styadi 

Wijaya; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal mula toko Sinar; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui masalah antara Gian Styadi Wijaya dan 

Andy Santoso; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya membayar iuran namun Saksi tidak 

mengetahui Andy Santoso membayar iuran; 

- Bahwa iuran dikumpulkan oleh teman-teman Saksi dan ada catatannya; 

- Bahwa keamanan dam kenyamanan pasar menjadi tanggung jawab 

Dinas Perdagangan; 

- Bahwa Saksi sebagai koordinator Kompag sejak tahun 2000. Saksi 

menjadi ketua paguyuban selama 2 (dua) periode; 

- Bahwa Kompag dibuat atas keinginan para pedagang setelah 

kebakaran; 

- Bahwa sekarang paguyuban tidak ada struktural, bersifat sukarela dan 

hanya koordinasi; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola kios nomor 10, 11, 

12 dan 13 pada tahun 2000; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ayah dari Gian Styadi Wijaya; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui barang jualan masing-masing pedagang; 

- Bahwa keuangan Kompag dilakukan secara patungan bersama; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Gian Styadi Wijaya mengelola kios 

nomor berapa; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui toko Mulia Baru dan tidak mengetahui 

siapa pemiliknya; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nuraini Purwaningsih menempati kios 

nomor 10 dan 11; 
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- Bahwa Saksi tidak mengetahui yang mengelola toko Sinar saat pasar 

kebakaran; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kios Nomor.12 dan 13 dilas; 

- Bahwa Saksi ikut mengkoordinasikan kegiatan para pedagang di Pasar 

Gede; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya mengelola toko Sinar sejak dahulu; 

- Bahwa Saksi mengenal Gian Styadi Wijaya sejak tahun 1999 setelah 

pasar terbakar; 

- Bahwa toko Sinar tidak terkena kebakaran; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada toko Mulia Baru sejak dahulu; 

- Bahwa toko Sinar mempunyai 4 (empat) kios yang dikelola oleh Gian 

Styadi Wijaya; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya ikut pengurus paguyuban sebagai bendahara; 

- Bahwa Saksi dan Gian Styadi Wijaya sama-sama sebagai pengurus 

paguyuban dan pada waktu itu tidak ada Andy Santoso; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mempunyai hak atas kios 

tersebut; 

- Bahwa paguyuban diikuti oleh para pedagang di Pasar Gede; 

- Bahwa pedagang yang tidak mempunyai tempat, tidak diakomodir oleh 

paguyuban; 

- Bahwa anggota paguyuban adalah orang yang beraktifitas di pasar; 

- Bahwa pemilik Surat Hak Penempatan (SHP) yang berhak untuk 

mengelola kios; 

- Bahwa KTPP dan SHP sebagai legalitas pedagang yang beraktifitas di 

Pasar Gede; 

- Bahwa setiap pedagang wajib untuk membayar retribusi; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kios tersebut sudah dibagi menjadi 2 

(dua); 

- Bahwa Saksi tidak mengenal siapa yang mengelola toko Mulia Baru di 

Pasar Gede dan toko Mulia Baru di Cokronegaran; 

- Bahwa tidak ada keberatan dari pemerintah atas kegiatan paguyuban; 

- Bahwa Saksi mengetahui kios nomor 18 berjualan buah yang buka pada 

malam hari hingga pagi hari, namun Saksi tidak mengetahui siapa yang 

mengelola kios tersebut; 
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- Bahwa Saksi aktif di Paguyuban Kompag sejak tahun 2000; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa toko Sinar; 

- Bahwa paguyuban berperan untuk koordinasi kegiatan pasar dengan 

pihak Dinas Perdagangan; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya yang ikut terlibat dalam kegiatan paguyuban; 

- Bahwa retribusi dibayarkan oleh masing-masing pedagang pemegang 

SHP; 

- Bahwa ada 2 (dua) paguyuban pedagang di Pasar Gede yaitu sebelah 

barat dan sebelah timur; 

- Bahwa paguyuban melakukan mediasi antara pedagang; 

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk meneguhkan 

dalil-dalil jawabannya, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V secara 

bersama-sama juga menghadirkan 1 (satu) orang saksi dan 1 (satu) orang ahli 

dan  telah memberikan keterangan dalam persidangan setelah terlebih dahulu 

bersumpah/berjanji menurut tata cara agama dianut saksi dan pada pokoknya 

masing-masing menerangkan sebagai berikut : 

Saksi  Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V: Ir. Heru Sunardi, M.M. 

- Bahwa Saksi menyatakan tahu dengan Penggugat, Tergugat I, Tergugat 

II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V, tidak ada hubungan 

keluarga dan tidak terikat hubungan kerja; 

- Bahwa Saksi merupakan mantan Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta sejak Juni 2019 hingga Juni 2024. Saksi pension pada tanggal 

1 Juni 2024; 

- Bahwa Saksi berkantor di Komplek Balai Kota Surakarta Jl. Jend. 

Sudirman No.2 Kota Surakarta; 

- Bahwa Saksi bertugas untuk merumuskan kebijakan terkait 

perdagangan; 

- Bahwa Pengelolaan Pasar Gede Surakarta dibawah Dinas Perdagangan 

Kota Surakarta; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) ditanda tangani oleh Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta; 

- Bahwa Kepala Pengelolaan Pasar Gede Surakarta meneruskan 

permohonan SHP kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta. 

Permohonan berisi nama dan identitas pemegang SHP; 
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- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) harus mencantumkan nomor dan 

tanggal; 

- Bahwa Kepala Dinas Perdagangan melakukan sesuai Maklumat 

Pelayanan, tidak perlu izin dan mengetahui Wali Kota; 

- Bahwa  SHP atas nama nama  Nuraini Purwaningsih telah diperpanjang 

untuk tahun 2022 hingga 2025; 

- Bahwa Kepala Pengelolan Pasar harus menciptakan keamanan dan 

kenyamanan bersama; 

- Bahwa data para pedagang ada dalam aplikasi Simpasar; 

- Bahwa syarat pengajuan harus ada permohonan, fotokopi SHP dan 

KTP; 

- Bahwa pemegang SHP wajib menempati atas nama bersangkutan; 

- Bahwa apabila tidak ditempati SHP dapat dicabut; 

- Bahwa SHP yang tidak digunakan diserahkan kepada Dinas 

Perdagangan; 

- Bahwa SHP dapat langsung diserahkan kepada pihak lain apabila ada 

kesepakatan para pihak; 

- Bahwa permohonan diajukan melalui Kepala Pengelolaan Pasar; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) diterbikan oleh Dinas 

Perdagangan; 

- Bahwa proses balik nama ada dalam Standar Operasional Prosedur; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejak kapan Andy Santoso menempati 

kios; 

- Bahwa Dinas Perdagangan tidak melakukan cek lapangan terhadap 

kios; 

- Bahwa bukti pemilikan kios berupa SHP, KTP dan kewajiban membayar 

retribusi; 

- Bahwa kios atas nama Nuraini Purwaningsih sejak tahun 2016, 

kemudian pada tahun 2019 dilakukan perpanjangan; 

- Bahwa perpanjangan melalui permohonan dan ada formulir yang harus 

diisi; 

- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada regulasi SHP warisan; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya pernah mengajukan keberatan karena kios 

digunakan oleh Andy Santoso; 
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- Bahwa pemegang SHP yang berhak memakai kios tersebut; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui saudara dari Gian Styadi Wijaya yang 

lain; 

- Bahwa apabila SHP disetujui maka tidak ada permasalahan; 

- Bahwa Saksi yang mengeluarkan SHP tahun 2022; 

- Bahwa SHP tahun 2022 tidak ada permasalahan; 

- Bahwa SHP mencantumkan ketentuan yang berlaku; 

- Bahwa Saksi belum pernah melakukan pencabutan SHP tersebut; 

- Bahwa kios nomor 12 dan 13 SHP atas nama Nuraini Purwaningsih; 

- Bahwa pemegang SHP berkewajiban untuk mengajukan permohonan 

ketika berakhir dan membayar retribusi; 

- Bahwa pemegang SHP harus ikut menjaga keamanan; 

- Bahwa Saksi mengetahui sengketa antara Gian Styadi Wijaya dan Andy 

Santoso; 

- Bahwa Gian Styadi Wijaya dan Andy Santoso merupakan saudara 

kandung; 

- Bahwa tahun 2016 SHP atas nama Nuraini Purwaningsih dan 

diperpanjang pada tahun 2019; 

- Bahwa Andy Santoso belum pernah mengajukan permohonan SHP; 

- Bahwa pada tahun 2023 Andy Santoso menyampaikan pengaduan 

apabila kios nomor 12 dan 13 milik orang tuanya. Gian Styadi Wijaya 

menyampaikan juga keberatan karena kios tersebut digunakan oleh 

Andy Santoso; 

- Bahwa Saksi telah melakukan mediasi beberapa kali dan menyampaikan 

untuk menyelesaikan secara kekeluargaan;  

Saksi Ahli dari Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V:  Dr. Waluyo, S.H., 

M.Si.   

- Bahwa Ahli menyatakan tidak kenal dengan Penggugat, Tergugat I, 

Tergugat II serta tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat 

hubungan kerja dan Ahli  menyatakan tahu Tergugat III, Tergugat IV, dan 

Tergugat V, tidak ada hubungan keluarga dan tidak terikat hubungan 

kerja; 

- Bahwa sengketa hak keperdataan diselesaikan secara perdata; 

- Bahwa ketika tidak memenuhi persyaratan, izin bisa dicabut; 
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- Bahwa pemberi Keputusan Tata Usaha Negara tidak perlu meneliti 

hubungan antara pribadi dan keluarga; 

- Bahwa permohonan harus diterbitkan sesuai Standar Operasional 

Prosedur; 

- Bahwa setelah dipenuhi persyaratan, perizinan harus diterbitkan; 

- Bahwa perizinan merupakan tanggung jawab pemerintah; 

- Bahwa kata “dapat” merupakan diskresi (kebebasan bertindak); 

- Bahwa pejabat tidak melakukan kewajiban hukum maka dianggap lalai; 

- Bahwa pemerintah harus melindungi masyarakat; 

- Bahwa sewa adalah berdasarkan perjanjian; 

- Bahwa perizinan tidak serta merta beralih; 

- Bahwa perizinan melekat kepada subyek hukum; 

- Bahwa apabila tidak diajukan setelah jangka waktu habis maka harus 

diajukan permohonan baru; 

- Bahwa apabila memenuhi syarat yang mengajukan permohonan maka 

akan diberikan izin; 

- Bahwa perizinan untuk mengendalikan masyarakat agar tertib; 

- Bahwa pemerintah harus melakukan pengawasan dan melindungi 

masyarakat; 

- Bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik untuk meminimalisir 

persoalan; 

- Bahwa surat resmi harus sesuai tata naskah dinas yang ada antara lain 

terdiri dari kop surat, tanggal, pejabat, dasar hukum, isi surat dan tanda 

tangan; 

- Bahwa apabila tidak memenuhi syarat maka izin harus ditolak; 

- Bahwa izin harus menggunakan hak yang diberikan; 

- Bahwa retribusi dapat dianalogikan sebagai sewa; 

- Bahwa retribusi sebagai pembayaran atas layanan yang diberikan oleh 

pemerintah. Retribusi ditentukan oleh Pemerintah Daerah; 

- Bahwa pemerintah tidak perlu meneliti apakah izin tersebut digunakan 

atau tidak; 

- Bahwa pihak yang memberikan izin bisa melakukan tindakan sebelum 

mencabut perizinan tersebut; 
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- Bahwa pejabat pemerintah yang melaksanakan tugas-tugas 

pemerintahan; 

- Bahwa Surat Hak Penempatan (SHP) dan izin merupakan obyek Tata 

Usaha Negara; 

- Bahwa apabila obyek Tata Usaha Negara dirugikan melalui hukum 

publik. Tata Usaha Negara tidak berkaitan dengan perdata; 

- Bahwa perizinan yang diakui yaitu yang berlaku terakhir; 

- Bahwa permohonan tidak dalam penguasaan maka bisa diajukan oleh 

pihak lain; 

- Bahwa pengalihan hak harus berkaitan dengan peraturan; 

- Bahwa apabila tidak diatur dalam peraturan maka dilarang; 

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang 

Peradilan Tata Usaha Negara perbuatan Tata Usaha Negara bukan 

perbuatan perdata; 

- Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dan perizinan menjadi 

kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara; 

- Bahwa semua pihak berhak menggugat Keputusan Tata Usaha Negara 

apabila dirugikan; 

- Bahwa orang yang tidak mempunyai SHP bisa mengajukan keberatan; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional; 

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 

2 Tahun 2024 tentang Pemberdayaan Pasar Rakyat; 

- Bahwa SHP bisa dialihkan sesuai peraturan; 

- Bahwa izin diberikan berdasarkan permohonan; 

- Bahwa izin diberikan kepada orang lain harus berdasarkan peraturan; 

- Bahwa izin merupakan bentuk Keputusan Tata Usaha Negara, sebagai 

legalisasi dari yang dilarang menjadi diperbolehkan; 

- Bahwa izin dimulai dari permohonan yang memenuhi syarat tertentu; 

- Bahwa izin tunduk kepada administrasi pemerintahan; 

- Bahwa permohonan akan menghasilkan penetapan; 

- Bahwa perizinan diajukan melalui permohonan kepada pejabat 

berwenang berdasarkan syarat yang telah ditentukan dalam peraturan 

yang berlaku; 
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- Bahwa Aset Barang Milik Daerah dikelola sesuai peraturan yang berlaku; 

- Bahwa retribusi diatur dalam Peraturan Daerah. Retribusi sebagai 

pungutan yang sudah ditentukan besarannya dalam Peraturan Daerah; 

- Bahwa sewa menyewa berdasarkan perjanjian. Sewa sebagai 

optimalisasi pemanfaatan aset daerah dikenakan retribusi; 

- Bahwa perizinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik; 

- Bahwa SHP dan perizinan harus keputusan yang menguntungkan 

kecuali menjadi sanksi karena memberikan data atau informasi tidak 

sesuai dan tidak sesuai persyaratan; 

- Bahwa sanksi hukum administrasi diberikan secara sepihak oleh 

pemerintah; 

- Bahwa pemerintah harus mengupayakan tindakan sebelum menjatuhkan 

sanksi sebagai perlindungan hukum; 

- Bahwa ada perlindungan hukum terhadap pihak yang dirugikan; 

- Bahwa penggunaan dan pemanfaatan retribusi dilakukan oleh 

pemerintah; 

- Bahwa sanksi administrasi diberikan sesuai keadaan; 

Menimbang bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan 

setempat  dan diperoleh hasil  sebagai berikut: 

- Bahwa ada obyek sengketa berupa Kios Nomor 12 dan Nomor 13 yang 

terletak di Pasar Gede Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta. 

Dengan batas-batas: 

 Sebelah Utara : Kios Nomor 14; 

 Sebelah Timur : Pasar; 

 Sebelah Selatan : Kios Nomor 11; 

 Sebelah Barat : Jalan Urip Sumoharjo 

- Bahwa kunci kios tersebut dipegang oleh Penggugat; 

- Bahwa di dalam kios terdapat barang-barang milik Penggugat; 

- Bahwa kios dikuasai oleh Penggugat dengan ijin dari Tergugat I dan II; 

- Bahwa kios tersebut dilas oleh Tergugat I dan II; 

- Bahwa kios Nomor 10 dan 11 dikuasai oleh Tergugat I dan II; 

- Bahwa kios Nomor 12 dan 13 merupakan milik Tergugat I; 
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- Bahwa kios Nomor 18 ditempati dan kerjasama dengan Barus; 

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan (konklusi) 

masing-masing tertanggal 13 Januari 2025 yang untuk selengkapnya terlampir 

dalam berkas perkara ini; 

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam 

berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap 

telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini; 

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal 

yang diajukan lagi dan mohon putusan; 

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM 

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan pada pokoknya adalah 

sebagaimana terurai diatas; 

Menimbang bahwa Penggugat merupakan adik kandung Tergugat II dari 

4 (empat) bersaudara masing-masing bernama: Gian Styadi Wijaya (Tergugat 

II), Sukamto Widodo, Lilianawati, dan Andy Santoso (Penggugat) dari ayah 

bernama Oei Tjan Kheuw Alamarhum dan  Oei Tjan Kheuw  yang dahulu sejak 

tahun 1960 telah berdagang di Pasar Gede Surakarta, dengan memiliki dan 

menempati 5 (lima) kios dengan Nomor 10, 11, 12, 13 dan 18, akan tetapi 

khusus untuk kios Nomor 18 telah diminta oleh Tergugat II saat Oei Tjan Kheuw 

(ayah kandung) Penggugat masih hidup dan semua kios tersebut tercatat 

didalam Surat Hak Penempatan atau (SHP) atas nama Oei Tjan Kheuw yang di 

terbitkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III dan setelah ayah Penggugat 

(Oei Tjan Kheuw) meninggal dunia pada tahun 2005 usaha dagang dilanjutkan 

Tergugat II (Gian Styadi) dan Penggugat (Andy Santoso), dengan mendirikan 

sebuah badan hukum CV. P & D SINAR di tahun 2006 dan Tergugat II sebagai 

Direktur sedangkan Penggugat sebagai Komisaris dan untuk kedua anak 

lainnya yaitu Lilianawati dan Sukamto Widodo tidak ikut melanjutkan usaha 

dagang yang kemudian saat ke 4 (empat) Surat Hak Penempatan (SHP) Kios 

Nomor 10, 11, 12 dan 13 habis masa berlakunya bulan Desember tahun 2007 

yang  masih tercatat atas nama Oei Tjan Kheuw, telah dibalik nama Tergugat II 

(Gian Styadi Wijaya)  dan kemudian setelah dilakukan pembagian kios tersebut, 

Tergugat II menggunakan nama Kios “Sinar” sedangkan Penggugat 

menggunakan nama kios “Mulia Baru”, tetapi atas nama SHP masih atas nama 

Tergugat II dan tidak mau menyerahkan SHP kios Nomor 12 dan 13 kepada 
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Penggugat dengan alasan masih satu keluarga dan sama-sama melanjutkan 

usaha dari orang tua, dan Penggugat juga dilarang oleh Tergugat II untuk 

membayar retribusi (uang pungutan) kepada Pengelola Pasar Gede (Tergugat 

V) dan kemudian  pada tahun 2016 Tergugat II telah melakukan balik nama 2 

(dua) SHP kios Nomor 12 dan 13 menjadi atas nama Tergugat I (Nuraini 

Purwaningsih) tanpa ada pembicaraan serta pemberitahuan kepada penggugat 

dan selanjutnya Tergugat II telah melakukan perpanjangan SHP Kios Nomor 12 

dan 13 atas nama Nuraini Purwaningsih sudah 2 (dua) kali dari tahun 2016–

2019 dan tahun 2019–2022  dan tercatat untuk 2 (dua) SHP kios 12 dan 13 

atas nama Nuraini Purwaningsih dan Kios Nomor 12 dengan SHP Nomor 

511.2/182/I/GD/2022 dan Kios 13 dengan SHP Nomor 511.2/183/I/GD/2023 

merupakan obyek hukum dalam perkara a quo dan kemudian pada tanggal 2 

Juni 2024 sekitar jam 15.00 WIB Tergugat I datang ke kios tempat Penggugat 

saat kios sudah tutup kemudian Tergugat I melakukan tindakan main hakim 

sendiri yaitu dengan cara mengelas pintu kios sehingga Penggugat tidak bisa 

masuk dan tidak dapat menggunakan kios tersebut padahal di dalam banyak 

barang-barang pesanan dari konsumen yang akan dikirim yang menyebabkan 

kerugian  besar yang dialami oleh Penggugat sehingga Perbuatan Tergugat II 

yang telah mengalihkan dengan balik nama Surat Hak Penempatan (SHP) kios 

Nomor 12 dan 13 kepada atas nama Tergugat I, dan Tergugat I yang telah 

melakukan pengelasan pintu kios tempat Penggugat berdagang adalah suatu 

Perbuatan Melawan Hukum, karena Tergugat I tidak  pernah memakai kios 

nomor 12 dan nomor 13 untuk berdagang dan selama ini tidak pernah 

menempati serta memanfaatkan kios tersebut walau sebagai pemegang SHP 

atas kios nomor 12 dan 13 dan  Tergugat II tidak pernah berdagang di kios 

nomor 18 tetapi malah menyewakan kios tersebut kepada orang lain dengan 

nama kios “Barus” hingga saat ini, yang mana perbuatan itu melanggar 

ketentuan Pasal 35 ayat (1) poin b Perda Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan  dengan tindakan 

Tergugat II mengalihkan kios nomor 12 dan 13 kepada Tergugat I, perbuatan 

Tergugat II melanggar  Pasal 35 ayat (1) poin b Perda Nomor 1 tahun 2010 

tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional yang berbunyi, 

“mengalihkan SHP, KTPP, SKRD dan/atau SSRD kepada orang lain yang tidak 

berhak untuk digunakan seolah-olah sebagai pemakai tempat dasaran yang 
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sah”, dengan demikian Perbuatan Tergugat II sudah dapat dikategorikan 

sebagai Perbuatan Melawan Hukum sehingga Penggugat mengalami kerugian 

materiil maupun immateriil yang besar karena tidak bisa berjualan dan banyak 

konsumen dari Penggugat yang sudah tidak mau bekerja sama dengan 

Penggugat lagi sebesar Rp830.000.000.00 (selapan ratus tiga puluh juta 

rupiah) sehingga oleh karena itu  perbuatan Tergugat  II yang mengalihkan 

SHP kios Pasar Gede nomor 12 dan 13 kepada Tergugat  I yang sekarang 

menjadi SHP Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP Nomor 

511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak sah menurut hukum; 

Menimbang bahwa atas  gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II 

menyatakan menolak seluruh gugatan Penggugat karena tidak jelas dan kabur 

serta adanya kurang pihak yang seharusnya dimasukkan sebagai Para 

Tergugat  dan sebaliknya oleh karena Penggugat sudah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum dengan jalan menempati kios-kios Pasar Gede Surakarta 

tersebut tanpa hak dan bahkan telah melanggar hak, dalam hal ini yang 

dilanggar adalah Perda Kota Surakarta, maka sudah seharusnya Penggugat 

dihukum untuk membayar ganti rugi seperti yang disebutkan dalam Gugat 

Rekonpensi; 

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat  III menolak dalil 

Penggugat yang menyatakan bahwa kios Nomor 10, 11, 12, 13, dan 18 Pasar 

Gede dimiliki oleh Oei Tjan Kheuw sejak tahun 1960, karena seluruh kios, los, 

pelataran dan fasilitas penunjang baik berupa tanah maupun bangunan di atas 

nya adalah aset atas nama Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Sertifikat 

Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Sudiroprajan dan membenarkan pada tahun 

2016 dilakukan pemindahan hak penempatan Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 

13 dari Tergugat II kepada Tergugat I; 

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat IV  menolak dalil 

Penggugat yang menyatakan bahwa permohonan SHP Kios Nomor 10, 11, 12 

dan 13 dilakukan oleh Direktur CV P & D Sinar, karena SHP Kios Nomor 10, 

11, 12 dan 13 diterbitkan atas nama Gian Styadi Wijaya secara perseorangan 

dan Tergugat III melalui Tergugat IV tidak pernah menerima permohonan SHP 

atas nama CV P & D Sinar dan dengan ditutupnya Kios Nomor 12 dan Kios 

Nomor 13 oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II, justru merugikan 

Pemerintah Kota Surakarta sebagai pemilik dan warga masyarakat Kota 
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Surakarta, karena kios tidak dapat dimanfaatkan sebagaimana tujuan yang 

diharapkan; 

Menimbang bahwa atas gugatan tersebut Tergugat V menolak dalil 

Penggugat yang menyatakan bahwa kios Nomor 10, 11, 12, 13, dan 18 Pasar 

Gede dimiliki oleh Oei Tjan Kheuw sejak tahun 1960, karena seluruh kios, los, 

pelataran dan fasilitas penunjang baik berupa tanah maupun bangunan di atas 

nya adalah aset atas nama Pemerintah Kota Surakarta berdasarkan Sertifikat 

Hak Pakai Nomor 39 Kelurahan Sudiroprajan dan dalil Penggugat yang 

menyatakan bahwa permohonan SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 dilakukan 

oleh Direktur CV P & D Sinar, karena SHP Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 

diterbitkan atas nama Gian Styadi Wijaya secara perseorangan dan Tergugat III 

melalui Tergugat IV tidak pernah menerima permohonan SHP atas nama CV P 

& D Sinar dan membenarkan pada tahun 2016 dilakukan pemindahan hak 

penempatan Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 dari Tergugat II kepada 

Tergugat I berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 

Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional dan  

dengan ditutupnya Kios Nomor 12 dan Kios Nomor 13 oleh Penggugat, 

Tergugat I dan Tergugat II, justru merugikan Pemerintah Kota Surakarta 

sebagai pemilik dan warga masyarakat Kota Surakarta, karena kios tidak dapat 

dimanfaatkan sebagaimana tujuan yang diharapkan; 

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat I dan Tergugat II  

tersebut selanjutnya ditanggapi Penggugat dalam repliknya, yang pada 

pokoknya menyatakan bahwa dalam faktanya Penggugat telah berkali-kali 

menemui Tergugat II untuk menanyakan SHP untuk membayarkan retribusi 

tetapi dilarang oleh Tergugat I yang ternyata sudah berganti nama SHP menjadi 

atas nama Tergugat I; 

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat III tersebut selanjutnya 

telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa maksud Penggugat bukan terkait status kepemilikan terhadap asset kios 

tersebut namun maksud Penggugat adalah pemilikan hak pengelolaan kios 

tersebut dan Penggugat memang tidak pernah mengajukan balik nama karena 

selalu dihalang-halangi oleh Tergugat II dan Penggugatlah yang menempati 

dan memanfaatkan serta menggunakan  untuk berdagang kios tersebut dan 

Tergugat III tidak melakukan pengawasan dan pengecekan dengan baik dan 
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selama Penggugat telah menggunakan kios tersebut tidak pernah ada teguran 

dari pihak Tergugat III atau larangan dari Tergugat III padahal Tergugat III 

mengetahui bahwa Penggugatlah yang menempati kios tersebut; 

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat IV tersebut selanjutnya 

telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa maksud Penggugat bukan terkait status kepemilikan terhadap asset kios 

tersebut namun maksud Penggugat adalah pemilikan hak pengelolaan kios 

tersebut dan Penggugat memang tidak pernah mengajukan balik nama karena 

selalu dihalang-halangi oleh Tergugat II dan Penggugatlah yang menempati 

dan memanfaatkan serta menggunakan  untuk berdagang kios tersebut dan 

Tergugat III tidak melakukan pengawasan dan pengecekan dengan baik dan 

selama Penggugat telah menggunakan kios tersebut tidak pernah ada teguran 

dari pihak Tergugat IV atau larangan dari Tergugat IV padahal Tergugat IV 

mengetahui bahwa Penggugatlah yang menempati kios tersebut; 

 Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat V tersebut selanjutnya 

telah ditanggapi Penggugat dalam repliknya, yang pada pokoknya menyatakan 

bahwa maksud Penggugat bukan terkait status kepemilikan terhadap asset kios 

tersebut namun maksud Penggugat adalah pemilikan hak pengelolaan kios 

tersebut dan Penggugat memang tidak pernah mengajukan balik nama karena 

selalu dihalang-halangi oleh Tergugat II dan Penggugatlah yang menempati 

dan memanfaatkan serta menggunakan  untuk berdagang kios tersebut dan 

Tergugat III tidak melakukan pengawasan dan pengecekan dengan baik dan 

selama Penggugat telah menggunakan kios tersebut tidak pernah ada teguran 

dari pihak Tergugat V atau larangan dari Tergugat V padahal Tergugat V 

mengetahui bahwa Penggugatlah yang menempati kios tersebut; 

 Menimbang bahwa selanjutnya atas replik Penggugat terhadap jawaban 

Tergugat I dan Tergugat II telah ditanggapi Tergugat I dan Tergugat II dengan 

menyatakan bahwa Penggugat sebagai adik dari Tergugat II telah bertindak 

tidak patut dan keberadaan Perda Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 sudah 

dicabut; 

 Menimbang bahwa selanjutnya atas replik Penggugat terhadap jawaban 

Tergugat III  telah ditanggapi Tergugat III  dengan menyatakan bahwa Tergugat 

III tidak pernah mendapat permohonan balik nama dari Penggugat  dan 
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permohonan pemindahan SHP kios nomor 12 dan kios nomor 13 telah sesuai 

dengan permohonan yang diajukan; 

 Menimbang bahwa selanjutnya atas replik Penggugat terhadap jawaban 

Tergugat IV  telah ditanggapi Tergugat IV  dengan menyatakan bahwa 

Tergugat IV tidak pernah mendapat permohonan balik nama dari Penggugat  

dan permohonan pemindahan SHP kios nomor 12 dan kios nomor 13 telah 

sesuai dengan permohonan yang diajukan; 

 Menimbang bahwa selanjutnya atas replik Penggugat terhadap jawaban 

Tergugat V  telah ditanggapi Tergugat V  dengan menyatakan bahwa Tergugat 

V tidak pernah mendapat permohonan balik nama dari Penggugat  dan 

permohonan pemindahan SHP kios nomor 12 dan kios nomor 13 telah sesuai 

dengan permohonan yang diajukan; 

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat 

berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas; 

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi 

tanda P-1 sampai dengan P- 24 yang masing-masing bukti dimaksud adalah 

Putusan Nomor 163/Pdt.G/2015/PN Skt tanggal 1 Desember 2015, diberi tanda 

P-1; Surat Jawaban Permohonan Pengembalian hak penempatan kios nomor 

12-13 Pasar Gede Nomor DG/1700/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 yang 

diterbitkan Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda P-2; Surat tanggal 

24 Juni 2024 yang ditujukan kepada Kapolresta Surakarta, perihal Laporan 

Perbuatan tidak menyenangkan dan pengrusakan kios tempat dagang dengan 

Pelapor atas nama Andi Santoso, diberi tanda P-3; Surat tanggal 3 Juli 2024 

yang ditujukan kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, perihal 

Permohonan Surat Hak Penempatan Kios atas nama Pemohon Andy Santoso, 

diberi tanda P-4; Surat tanggal 9 Juli 2024 Nomor HK.03/2418/2024 dari Wali 

Kota Surakarta kepada Law Office “Heksa Bams & Partner“ (HB & P), perihal 

Jawaban Surat Aduan, diberi tanda P-5; Surat tanggal 12 Juli 2024 yang 

ditujukan kepada Wali Kota Surakarta dari Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan 

Tedjo Kristanto, S.H., perihal Perlindungan Hukum Penempatan Kios 12 dan 13 

Lt. 1 Pasar Gedhe, diberi tanda P-6; Surat tanggal 30 Juli 2024 dari RM. Heksa 

Koes Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., yang 

ditujukan kepada Andy Santoso perihal Somasi, diberi tanda P-7; Surat tanggal 

1 Agustus 2024 dari  Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan Tedjo Kristanto, S.H., 
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yang ditujukan kepada Rekan sejawat RM. Heksa Koes Raharjo Bambang 

Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., perihal tanggapan somasi, 

diberi tanda P-8; Surat Undangan tanggal 7 Agustus 2024 Nomor 

DG.01.04/2816/VIII/2024 dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, 

diberi tanda P-9; Surat Somasi II tanggal 19 Agustus 2024 dari RM. Heksa 

Koes Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., yang 

ditujukan kepada Andy Santoso perihal Somasi II, diberi tanda P-10; Surat 

tanggal 14 Agustus 2024 dari Andi Santoso ditujukan kepada Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta, perihal Penyampaian Legal Opinion, diberi tanda 

P-11; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional tanggal 14 Juni 2010, diberi 

tanda P-12; Surat tanggal 23 Agustus 2024 dari  Dr. Ari Sumarwono, S.H., 

M.H., dan Tedjo Kristanto, S.H., yang ditujukan kepada Rekan sejawat RM. 

Heksa Koes Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., 

perihal Tanggapan Somasi ke II, diberi tanda P-13; Surat Undangan tanggal 30 

Agustus 2024 Nomor DG/3130//VIII/2024 dari Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta, diberi tanda P-14; Surat Undangan tanggal 9  Agustus 2024 Nomor 

DG/3247/IX/2024 dari Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda 

P-15; Surat Somasi III  tanggal 18 September  2024 dari RM. Heksa Koes 

Raharjo Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., yang 

ditujukan kepada Andy Santoso perihal Somasi III, diberi tanda P-16; Surat 

tanggal 19  September  2024 dari  Dr. Ari Sumarwono, S.H., M.H., dan Tedjo 

Kristanto, S.H., yang ditujukan kepada Rekan sejawat RM. Heksa Koes Raharjo 

Bambang Sasmoyo Suryoningrat, S.H., M.H., CTL., CLA., perihal Tanggapan 

Somasi ke III, diberi tanda P-17; Foto daftar Register SHP Oey Tjan Kheuw, 

kios 10, 11, 12 dan 13 di Pasar Gede Solo, diberi tanda P-18; Foto Daftar 

Register SHP Gian Styadi Wijaya Kios 10, 11, 12 dan 13 di Pasar Gede Solo, 

diberi tanda P-19; Foto Kios 12 dan 13 Mulia Baru yang ditempati Andi  

Santoso, diberi tanda P-20; Kutipan Akta Kematian Nomor 169/2005 tanggal 29 

Pebruari 2016 atas nama  Oey Tjan Kheuw, diberi tanda P-21; Sales Invoice  

PT. ISJ tanggal 4 Oktober 2016 dengan total invoice Rp10.915.000,00 (sepuluh 

juta sembilan ratus lima belas ribu rupiah), diberi tanda P-22; Faktur penjualan 

tanggal 4 Maret 2022, diberi tanda P-23; Faktur Credit PT. Mekar Jaya Sentosa 

Multikarya tanggal 12 September 2024, diberi tanda P-24;  
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Menimbang bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti 

surat yang diberi tanda T.I.II-01 sampai dengan T.I.II-26 yang masing-masing 

bukti dimaksud adalah Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 

atas kios Nomor 12 atas nama Nuraini Purwaningsih yang dikeluarkan oleh 

Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda 

T.I.II-01; Kartu Pengenal atas nama Nuraini Purwaningsih, selaku Pemegang 

Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 atas kios Nomor 12 yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 Maret 

2023, diberi tanda T.I.II-02; Surat Hak Penempatan Nomor 

511.2/183/I/GD/2023 atas kios Nomor 13 atas nama Nuraini Purwaningsih yang 

dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta tanggal 28 Maret 

2023, diberi tanda T.I.II-03; Kartu Pengenal atas nama Nuraini Purwaningsih, 

selaku Pemegang Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 atas 

kios Nomor 13 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta tanggal 28 Maret 2023, diberi tanda T.I.II-04; Pembayaran Retribusi 

bulan Oktober 2024 atas kios Pasar Gede Surakarta/Hak Penempatan Nomor 

511.2/182/I/GD/2022 Kios Nomor 12, diberi tanda T.I.II-05; Pembayaran 

Retribusi bulan November 2024 atas kios Pasar Gede Surakarta/Hak 

Penempatan No.511.2/182/I/GD/2022 Kios Nomor 12, diberi tanda T.I.II-06; 

Pembayaran Retribusi bulan Desember 2024 atas kios Pasar Gede 

Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/182/I/GD/2022 Kios Nomor 12, diberi 

tanda T.I.II-07; Pembayaran Retribusi bulan Oktober 2024 atas kios Pasar 

Gede Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 Kios Nomor 13, 

diberi tanda T.I.II-08; Pembayaran Retribusi bulan November 2024 atas kios 

Pasar Gede Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 Kios 

Nomor 13, diberi tanda T.I.II-09; Pembayaran Retribusi bulan Desember 2024 

atas kios Pasar Gede Surakarta/Hak Penempatan Nomor 511.2/183/I/GD/2023 

Kios Nomor 13, diberi tanda T.I.II-10; Surat Somasi tanggal 14 Mei 2024 dari 

Nuraini Purwaningsih kepada Andy Santoso, diberi tanda T.I.II-11; Surat 

Somasi  I tanggal 30 Juli 2024 dari  Law Office “HB & P“ kepada Andy Santoso, 

diberi tanda T.I.II-12; Surat Somasi  II tanggal 19 Agustus 2024 dari Law Office 

“HB & P“  kepada Andy Santoso, diberi tanda T.I.II-13; Surat Somasi  III  

tanggal 18 September 2024 dari Law Office “HB & P“  kepada Andy Santoso, 

diberi tanda T.I.II-14; Surat tanggal 15 Mei 2024 Nomor DG/1700/V/2024 dari 
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Dinas Perdagangan Kota Surakarta perihal Surat Jawaban Permohonan 

pengembalian hak penempatan kios Nomor 12-13 Pasar Gede, diberi tanda 

T.I.II-15; Surat Wali Kota Surakarta tanggal 9 Juli 2024 Nomor 

HK.03/2418/2024 perihal Jawaban Surat Aduan, diberi tanda T.I.II-16; Akta 

Nomor 18 tanggal 9 Pebruari 2006 yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo, 

S.H., Notaris di Surakarta tentang Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV “P 

& D SINAR”, diberi tanda T.I.II-17; Salinan Peraturan Daerah Kota Surakarta 

Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat 

tanggal 19 Juni 2024, diberi tanda T.I.II-18; Surat Nomor 019/POS/K/VIII/2024 

tanggal 12 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Gian Styadi Wijaya perihal upaya 

Penyelesaian Kasus Gian Styadi Wijaya dengan Andy Santosa ditujukan 

kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T.I.II-

19; Surat Nomor 020/POS/K/VIII/2024 tanggal 14 Agustus 2024 dari Kuasa 

Hukum Gian Styadi Wijaya perihal Koreksi Penulisan Nama Pada Surat Nomor 

019/POS/K/VIII/2024 tanggal 12 Januari 2024 ditujukan kepada Bapak Kepala 

Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T.I.II-20; Surat Nomor 

024/POS/K/VIII/2024 tanggal 22 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum Gian Styadi 

Wijaya dan Ny. Nuraini Purwaningsih perihal Undangan Rapat Klarifikasi Atas 

Pemanfaatan Kios Nomor 012 dan 013 Pasar Gede Kota Surakarta ditujukan 

kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T.I.II-

21; Surat Nomor 030/POS/K/XI/2024 tanggal 26 November  2024 dari Kuasa  

Ny. Nuraini Purwaningsih dan Gian Styadi Wijaya perihal Surat Nomor 

DG/4330/X/2024 tertanggal 29 Oktober 2024 perihal Teguran Tertulis Kesatu 

ditujukan kepada Bapak Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi 

tanda T.I.II-22; Print out hasil pemotretan terhadap Toko Mulia Baru, diberi 

tanda T.I.II-23; Print out hasil pemotretan terhadap Toko Mulia Baru, diberi 

tanda T.I.II-24; Kartu Keluarga Nomor 3372042112040003 tanggal 28 Juni 

2024 dengan susunan sebagai Kepala Keluarga atas nama Gian Styadi Wijaya, 

diberi tanda T.I.II-25; Akta Keterangan Hak Waris Nomor 11/2006 tanggal 1 

April 2006 yang dibuat dihadapan Ninoek Poernomo,S.H., Notaris di Surakarta, 

diberi tanda T.I.II-26; 

Menimbang bahwa Tergugat III  telah mengajukan bukti surat yang diberi 

tanda T3-1 sampai dengan T3-10, yang masing-masing bukti dimaksud adalah 

Sertipikat Kedua Hak Pakai Nomor 39/Kelurahan Sudiroprajan atas nama 



Hal 73 dari 103 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt 

Pemerintah Daerah Kotamadya Daerah TK. II Surakarta, diberi tanda T3-01; 

Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan 

dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-02; Peraturan Daerah Kota 

Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar 

Tradisional, diberi tanda T3-03; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 

Tahun 2024  tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi 

tanda T3-04; Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024  tentang 

Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-05; Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 2024  tentang Pengelolaan dan 

Pemberdayaan Pasar Rakyat, diberi tanda T3-06; Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 

1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi 

tanda T3-07; Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi tanda T3-8; Peraturan 

Daerah Kota Surakarta Nomor 14  Tahun 2023 tentang Pajak Daerah  dan 

Retribusi Daerah, diberi tanda T3-09; Surat Wali Kota Surakarta tanggal 9 Juli 

2024 Nomor HK.03/2418/2024 perihal Jawaban Surat Aduan, diberi tanda T3-

10; 

Menimbang bahwa Tergugat IV  telah mengajukan bukti surat yang 

diberi tanda T4-1 sampai dengan T4-28 , yang masing-masing bukti dimaksud 

adalah Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 tentang 

Pengelolaan dan Perlindungan Pasar Tradisional, diberi tanda T4-1; Surat Hak 

Penempatan Nomor 511.3/114/GD/I/2014 tanggal 4 Mei 2014 yang diterbitkan 

Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, diberi tanda T4-2; Kartu Pengenal 

Pasar Gede atas nama Gian Styadi Wijaya tanggal 4 Mei 2014 Nomor 

511.3/114/GD/I/2014 yang diterbitkan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta, 

diberi tanda T4-3; Formulir Permohonan Hak Penempatan Kios/Los atas nama 

Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-4; Kartu Tanda Penduduk NIK 

3372046006640001 atas nama Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-5; Surat 

Pemindahan Hak Penempatan Kios Nomor 13 antara Gian Styadi Wijaya 

dengan Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-6; Tanda bukti Penerimaan 

tertanggal 9 Juni 2016 dari Nuraini Purwaningsih Kios Nomor 13, diberi tanda 

T4-7; Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/194/I/GD/2016 atas nama Nuraini 
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Purwaningsih, diberi tanda T4-8; Kartu Pengenal Pasar Gede atas nama 

Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-9; Surat Hak Penempatan Nomor 

511.3/77/GD/I/2014 atas nama Gian Styadi Wijaya, diberi tanda T4-10; Kartu 

Pengenal Pasar Gede Kios Nomor 12, ijin Nomor 511.3/77/GD/I/2014 atas 

nama Gian Styadi Wijaya, diberi tanda T4-11; Formulir Permohonan Hak 

Penempatan Kios/Los atas nama Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-12; 

Surat Pemindahan Hak Penempatan  Kios Nomor 12 antara Gian Styadi Wijaya 

dengan Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-13; Tanda Bukti Penerimaan 

tertanggal 9 Juni 2016 dari Nuraini Purwaningsih Kios Nomor 12, diberi tanda 

T4-14; Surat Hak Penempatan Nomor 511.2/193/I/GD/2016 Kios Nomor 12  

atas nama Nuraini Purwaningsih, diberi tanda T4-15; Kartu Pengenal Pasar 

Gede Kios Nomor 12, ijin Nomor 511.2/308/I/GD/2019 atas nama Nuraini 

Purwaningsih, diberi tanda T4-16; Retribusi Daerah-Ketetapan Pasar, diberi 

tanda T4-17; Form Data Pedagang Pasar Gede Tahun 2024, diberi  tanda T4-

18; Surat Jawaban Permohonan pengembalian Hak penempatan kios Nomor 

12-13 Pasar Gede Nomor DG/1700/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari Kepala 

Dinas Perdagangan Kota Surakarta, diberi tanda T4-19; Surat Undangan 

Nomor DG.01.04/2816/VIII/2024 tanggal 7 Agustus 2024 dari Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta, diberi  tanda T4-20; Kesepakatan Perdamaian 

tanggal 19 Agustus 2024 antara Andy Santoso dengan Gian Styadi Wijaya, 

diberi tanda T4-21; Dokumentasi Rapat Klarifikasi atas pemanfaatan Kios 

Nomor 012 dan 013 Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 28 Agustus 2024, 

diberi tanda T4-22; Dokumentasi Rapat Klarifikasi atas pemanfaatan Kios 

Nomor 012 dan 013 Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 2 September 2024, 

diberi tanda T4-23; Dokumentasi Rapat Mediasi atas pemanfaatan Kios Nomor 

012 dan 013 Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 11 September 2024, diberi 

tanda T4-24; Dokumentasi Rapat Klarifikasi atas pemanfaatan Kios Nomor 012 

dan 013 Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 6 November 2024, diberi tanda 

T4-25; Foto penyampaian Teguran Lisan dari kepada Tergugat I oleh Tergugat 

IV tanggal 13 November 2024, diberi tanda T4-26; Foto penyampaian Teguran 

Tertulis I kepada Tergugat I dan Tergugat II dan Foto tanggal 20 November 

2024 (diberi tanda T4-27); Foto Pertemuan  antara Penggugat dan Tergugat II 

(diberi tanda T4-28); 
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Menimbang bahwa Tergugat V  telah mengajukan bukti surat yang diberi 

tanda T5-1 sampai dengan T5-4 , yang masing-masing bukti dimaksud adalah 

Form Data Pedagang Pasar Gede tahun 2024, diberi  tanda T5-1; Foto Kios 

Nomor 12 dan Kios Nomor 13 Pasar Gede yang telah  digembok dan dilakukan 

pengelasan, diberi tanda T5-2; Dokumentasi Rapat Mediasi atas pemanfaatan 

Kios Nomor 012 dan 013 Pasar Gede Kota Surakarta tanggal 11 September 

2024, diberi tanda T5-3; Berita Acara Klarifikasi Nomor DG/4460-1/XI/2024 

tanggal 6 November 2024, diberi tanda T5-4; 

Menimbang bahwa Saksi Miyati yang diajukan Penggugat pada 

pokoknya adalah sama-sama menerangkan Saksi pernah bekerja sebagai 

karyawan di Toko Sinar milik Oei Tjan Kheuw kios nomor 10, 11, 12 dan 13 

sejak tahun 1987 hingga mengundurkan diri tahun 1999 dan Oei Tjan Kheuw  

mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu : Gian Styadi Wijaya, Oei Gi Kam (telah 

meninggal dunia), Lie Sin  dan Andy Santoso dan Oei Tjan Kheuw mempunyai 

4 (empat) kios yang dikelola oleh Oei Tjan Kheuw, istri, Oei Gi Kam dan Andy 

Santoso sedang  Gian Styadi Wijaya tidak ikut mengelola kios tersebut,  Saksi 

pernah belanja ke Toko Mulia Baru pada tahun 2018 milik Andy Santoso dan 

istrinya dan  tidak melihat Gian Styadi Wijaya dan Nuraini Purwaningsih berada 

di kios tersebut; 

Menimbang bahwa Saksi Sie Siep Heng yang diajukan Penggugat pada 

pokoknya adalah menerangkan kios nomor 10, 11, 12 dan 13 merupakan milik 

orang tua Andy Santoso yaitu Oei Tjan Kheuw (sudah meninggal dunia) yang 

digunakan untuk berjualan kelontong dan benar Oei Gi Kam dan Andy Santoso 

yang membantu orang tuanya di kios tersebut sedang  Gian Styadi Wijaya 

jarang membantu orang tuanya di kios tersebut dan  Oei Tjan Kheuw pemilik 

kios mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu: Gian Styadi Wijaya, Oei Gi Kam 

(telah meninggal dunia), Lie Sin dan Andy Santoso dan setahu saksi sekarang 

kios No.12 dan 13 disegel oleh Nuraini Purwaningsih sejak tanggal 2 Juni 2024 

dan Saksi mengetahui dari cerita Andy Santoso ada pembagian kios tersebut 

dan setahu saksi bahwa  Andy Santoso mengelola kios Mulia Baru dan Gian 

Styadi Wijaya mengelola kios Sinar; 

Menimbang bahwa Saksi Lina Mukti Sutanto  yang diajukan Penggugat 

pada pokoknya adalah sama-sama menerangkan bahwa benar  Andy Santoso 

menempati kios peninggalan dari orang tuanya yaitu  kios nomor 12 dan 13 dan  
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dahulu toko Sinar dikelola oleh orang tua Penggugat, Oei Gi Kam dan Andy 

Santoso dan  Saksi diberitahu oleh istri Andy Santoso apabila kiosnya dilas 

pada pagi hari tanggal 2 Juni 2024 masih belanja di kios nomor 12 dan 13 dan 

setelah dilas di dalam kios masih banyak barang dagangan milik Andy Santoso 

didalamnya sehingga  Andy Santoso kemudian berjual di depan kios tersebut 

dan  kios Mulia Baru dikasiri oleh Andy Santoso dan istrinya; 

Menimbang bahwa Saksi Ahli Dr .Rahayu Subekti, S.H.,M.Hum., yang 

diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan permohonan tidak ada 

tanggal, nomor dan tujuan maka tidak sesuai dengan aturan dan pencantuman 

tanggal menentukan kapan perbuatan hukum dilakukan dan berkaitan dengan 

akibat hukum sehingga permohonan tidak ada tanggal konsekuensi tidak dapat 

diproses sedang suatu  Penetapan tidak ada tanggal dan nomor, akibat hukum 

berkaitan tidak ada hak dan kewajiban serta tidak ada kepastian hukum dan 

Surat Hak Penempatan (SHP) tanpa tanggal dan nomor maka tidak sah dan 

dalam menjalankan Pemerintahan harus berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang baik sehingga  dengan tidak ada tanggal maka tidak 

memenuhi Asas Kecermatan sedang permohonan pengalihan Surat Hak 

Penempatan (SHP) yang tidak ada nomor dan tanggal sehingga tidak ada Asas 

Kepastian Hukum serta  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik harus 

terpenuhi dan diterapkan serta Surat Hak Penempatan (SHP) harus digunakan 

apabila tidak digunakan maka akan mendapatkan sanksi; 

Menimbang bahwa saksi yang diajukan Tergugat I dan Tergugat II pada 

pokoknya sama-sama menerangkan Saksi adalah sebagai koordinator 

Paguyuban Kompag (Komunitas Pedagang Pasar Gede) dan benar Kompag 

tidak berbadan hukum dan tidak ada struktur resmi, tidak mempunyai Anggaran 

Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan  iuran Kompag bersifat insidental,  

Kompag sering ikut melakukan sosialisasi peraturan dari Dinas Perdagangan 

Kota Surakarta sedang paguyuban Kompag  tidak ada Surat Keputusan (SK) 

dari Pemerintah Kota Surakarta dan Saksi tidak mengenal siapa yang 

mengelola toko Mulia Baru di Pasar Gede dan toko Mulia Baru di Cokronegaran 

serta dari pemerintah atas kegiatan paguyuban; 

Menmbang bahwa saksi  yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV dan 

Tergugat V pada pokoknya sama sama menerangkan Pengelolaan Pasar Gede 

Surakarta dibawah Dinas Perdagangan Kota Surakarta dan  Surat Hak 
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Penempatan (SHP) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta sedang Kepala Pengelolaan Pasar Gede Surakarta meneruskan 

permohonan SHP kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta. 

Permohonan berisi nama dan identitas pemegang SHP serta Surat Hak 

Penempatan (SHP) harus mencantumkan nomor dan tanggal dan pemegang 

SHP wajib menempati atas nama bersangkutan dan  apabila tidak ditempati 

SHP dapat dicabut dan Gian Styadi Wijaya pernah mengajukan keberatan 

karena kios digunakan oleh Andy Santoso; 

Menimbang bahwa Saksi Ahli yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV 

dan Tergugat V pada pokoknya berpendapat ahwa perizinan  tidak memenuhi 

persyaratan, izin bisa dicabut dan  perizinan merupakan tanggung jawab 

pemerintah serta pejabat tidak melakukan kewajiban hukum maka dianggap 

lalai dan surat resmi harus sesuai tata naskah dinas yang ada antara lain terdiri 

dari kop surat, tanggal, pejabat, dasar hukum, isi surat dan tanda tangan dan 

apabila tidak memenuhi syarat maka izin harus ditolak dan pihak yang 

memberikan izin bisa melakukan tindakan sebelum mencabut perizinan 

tersebut sedang suatu perizinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan pemerintah 

harus mengupayakan tindakan sebelum menjatuhkan sanksi sebagai 

perlindungan hukum; 

Menimbang bahwa dalam perkara a quo telah dilakukan pemeriksaan 

setempat  dan diperoleh fakta fakta sebagai berikut: 

- Bahwa ada obyek sengketa berupa Kios Nomor 12 dan Nomor 13 yang 

terletak di Pasar Gede Kelurahan Sudiroprajan Kecamatan Jebres Kota 

Surakarta. 

Dengan batas-batas: 

 Sebelah Utara : Kios Nomor 14; 

 Sebelah Timur : Pasar; 

 Sebelah Selatan : Kios Nomor 11; 

 Sebelah Barat : Jalan Urip Sumoharjo 

- Bahwa kunci kios tersebut dipegang oleh Penggugat; 

- Bahwa di dalam kios terdapat barang-barang milik Penggugat; 

- Bahwa kios dikuasai oleh Penggugat dengan ijin dari Tergugat I dan II; 

- Bahwa kios tersebut dilas oleh Tergugat I dan II; 
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- Bahwa kios Nomor 10 dan 11 dikuasai oleh Tergugat I dan II; 

- Bahwa kios Nomor 12 dan 13 merupakan milik Tergugat I; 

- Bahwa kios Nomor 18 ditempati dan kerjasama dengan Barus; 

 

DALAM KONVENSI. 

Menimbang bahwa dalam perkara a quo, juga  diajukan gugatan 

rekonvensi, maka akan terlebih dahulu dipertimbangkan gugatan konvensi 

dibawah ini; 

Menimbang bahwa petitum angka 1 gugatan adalah “ Menerima dan 

Mengabulkan Gugatan Penggugat  untuk Seluruhnya “ adalah erat kaitannya 

dengan petitum lainnya, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu 

mempertimbangkan petitum lainnya dari gugatan; 

Menimbang bahwa petitum lainnya yaitu petitum angka 2 gugatan adalah 

“Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat  telah melakukan Perbuatan 

Melawan Hukum“  dan untuk  dapat menilai apakah dari rangkaian perbuatan 

yang telah dilakukan oleh Para Tergugat apakah termasuk perbuatan melawan 

hukum ataukah perbuatan Para Tergugat sudah benar dan sesuai dengan 

ketentuan hukum yang berlaku maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu 

mempertimbangkan petitum angka 3 gugatan yaitu “ Menyatakan Perbuatan 

Tergugat  II yang mengalihkan SHP kios Pasar gede nomor 12 dan 13 kepada 

Tergugat I  yang sekarang menjadi SHP Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP 

Nomor 511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak sah menurut hukum “; 

Menimbang bahwa sebagaimana dalam posita gugatan bahwa 

Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat II dari 4 (empat) orang 

bersaudara yang masing-masing adalah Gian Styadi Wijaya (Tergugat II), 

Sukamto Widodo, Lilianawati dan AndySantoso (Penggugat) anak dari ayah 

yang bernama Oei Tjan Kheuw (pewaris)  yang telah meninggal dunia pada 

tanggal 6 November 2005 (bukti P-21) sehingga dengan telah meninggalnya 

Oei Tjan Kheuw maka sebagai ahli warisnya adalah anak-anaknya yaitu Gian 

Styadi Wijaya, Soekamto Widodo, Lilianawati Suharyo dan andy Santoso (bukti 

T.I.II-26)  dan yang telah berdagang di Pasar Gede Surakarta sejak tahun 1960  

dan menempati usaha dagang di 5 (lima) kios yaitu dengan kios 

Nomor.10,11,12,13 dan 18 yang tercatat dengan Surat Hak Penempatan (SHP) 

atas nama Oei Tjan Kheuw sedang untuk kios nomor 18 adalah atas nama 
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Tergugat II karena telah diminta Tergugat II dari Oei Tjan Kheuw masih hidup 

dan SHP tersebut diterbitkan oleh Tergugat IV atas nama Tergugat III (bukti P-

18 dan P-19) , yaitu: 

- Kios Nomor 10 No.Ijin 511.3/364/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007; 

- Kios Nomor 11 No.Ijin 511.3/361/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007; 

- Kios Nomor 12 No.Ijin 511.3/362/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007; 

- Kios Nomor 13 No.Ijin 511.3/363/GD/I/2005 berlaku 23 Sep 2007. 

Sedangkan untuk Kios Nomor 18 tercatat atas nama Tergugat II; 

 Menimbang bahwa kemudian masa berlaku ke 4 (empat) SHP berakhir 

pada bulan Desember 2007 yang masih tercatat atas nama Oei Tjan Kheuw 

kemudian telah dibalik nama oleh Tergugat II menjadi atas nama Tergugat II 

sehingga atas 4 (empat) SHP tersebut berubah menjadi : 

- Kios Nomor 10 Nomor Ijin 511.2/258/BN/GD/I/06 berlaku 12 Desember 

2010 atas Nama Gian Styadi Wijaya’ 

- Kios Nomor 11 Nomor Ijin 511.2/259/BN/GD/I/06 berlaku 12 Desember 

2010 nama Gian Styadi Wijaya; 

- Kios Nomor 12 Nomor Ijin 511.3/50/GD/I/2007 berlaku 4 April 2010 nama 

Gian Styadi Wijaya; 

- Kios Nomor 13 Nomor Ijin 511.3/49/GD/I/2007 berlaku  4 April 2010 

nama Gian Styadi Wijaya; 

Menimbang bahwa setelah Oei Tjan Kheuw meninggal dunia tanggal 6 

November 2005 usaha dagangnya dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat II 

yang kemudian  tahun 2006  mendirikan sebuah badan hukum CV.P&D SINAR 

(Bukti P-17) namun dalam pengelolaan CV tersebut tidak ada transparansi 

keuangan sehingga terjadi perselisihan antara Penggugat dan Tergugat II yang 

akhirnya tahun 2014 Tergugat II membagi 2 kios tersebut yaitu kios nomor 10 

dan 11 dikelola oleh Tergugat II dan kios nomor 12 dan 13 dikelola dan 

ditempati oleh Penggugat dan Tergugat II menggunakan nama kios nomor 10 

dan 11 dengn nama kios “Sinar“ sedang Penggugat menggunakan nama kios 

nomo 12 dan 13 dengan nama kios “Mulia Baru”; 

Menimbang bahwa pada tahun 2016 Tergugat II melakukan balik nama 

kios nomor 12  dan 13 menjadi atas nama Tergugat I (Nuraini Purwaningsih) 

tanpa ada pembicaraan atau pemberitahuan kepada Penggugat dan balik nama 

kios nomor 12 dan 13 dilakukan oleh Tergugat II menjadi atas nama Tergugat I 



Hal 80 dari 103 hal Putusan Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt 

adalah menghindari larangan memiliki lebih dari 4 (empat) kios dalam satu 

daerah oleh karena sebelumnya kios nomor 10,11 , 12 , 13 dan 18 ada;lah atas 

nama Tergugat II dan perpanjangan kios nomor 12 dan 13 menjadi atas nama 

Tergugat I sudah dilakukan 2 (dua) kali yaitu dari tahun 2016 sampai dengan 

2019 dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 dan telah terbit SHP atas 

nama Tergugat I atas permohonan yang diajukan oleh Tergugat I (bukti 

bertanda T4-03 , T4-04 , T4-05 , T4-06 , T4-07 , T4-08 , T4-09 , T4-12 , T4-13 , 

T4-14 , T4-15 , T4-16 , T4-17  dan T4-18 dan  T5-01) yang tidak pernah 

ditempati atau dijadikan tempat dagang oleh Tergugat I dan yang menjadi 

sengketa dalam perkara a quo yaitu : 

- SHP Nomor 511.2/182/I/GD/2022; 

- SHP Nomor 511.2/183/I/GD/2022; 

Menimbang bahwa  kios Nomor 12 dan 13 yang telah beralih menjadi 

atas nama Tergugat I  selama ini ditempati dan dikuasai serta dijadikan tempat 

usaha dagang oleh Penggugat sampai saat ini dan hal ternyata dari adanya 

Somasi yang diajukan oleh Ny.Nuraini Purwaningsih (Tergugat I) tanggal 14 

Mei 2024 (bukti TI.II-11), Somasi tanggal 30 Juli 2024 dari Kuasa Hukum  

Tergugat I (bukti TI.II-12), Somasi tanggal 19 Agustus 2024 dari Kuasa Hukum 

Tergugat I (bukti TI.II-13)  dan somasi III tanggal 18 September 2024 dari 

Kuasa Hukum Tergugat I (Bukti TI.II-14) dan tentang kios Nomor 12 dan kios 

nomor 13 yang ditempati dan dijadikan sebagai tempat usaha dagang secara 

terus menerus oleh Penggugat juga ternyata dari adanya Surat Jawaban 

Permohonan pengembalian hak penempatan kios Nomor 12–13 Pasar Gede 

Nomor: DG/1700/V/2024 tanggal 15 Mei 2024 dari  Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta yang ditujukan kepada Penggugat (bukti TI.II-15) dan Jawaban Surat 

Aduan Nomor: HK-03/2418/2024 tanggal 9 Juli 2024 (bukti TI.II-16 dan T3-10); 

Menimbang bahwa kios Nomor 10, 11, 12, 13 dan nomor 18 dalam 

perkara a quo adalah kios peninggalan almarhum ayah Penggugat dan 

Tergugat II yaitu Oei Tjan Kheuw yang awalnya adalah atas nama Oei Tjan 

Kheuw dan namun setelah meninggalnya Oei Tjan Kheuw kemudian 4 (empat) 

kios yang awalnya atas nama Oei Tjan Kheuw beralih menjadi atas nama Gian 

Styadi Wijaya (Tergugat II) sedang kios Nomor .18 semasa hidup Oei Tjan 

Kheuw telah diminta oleh Tergugat I dan telah beralih menjadi atas nama 

Tergugat II saat Oei Tjan Kheuw masih hidup; 
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Menimbang bahwa selanjutnya dengan adanya peraturan baru dalam 

pengelolaan dan perlindungan pasar tradisional berdasarkan Perda Nomor 1 

Tahun 2010 pada Pasal 35 Ayat (1) huruf a, Pedagang dilarang memiliki lebih 

dari 4 (empat)  kios dalam satyu daerah, sehingga tanpa pemberitahuan 

Tergugat II kepada Penggugat dan tidak ada pembicaraan sebelumnya 

Tergugat II melakukan balik nama atas kios Nomor 12 dan 13 yang dahulunya 

atas nama Tergugat II  (Gian Styadi Wijaya) menjadi atas nama Tergugat I 

(Nuraini Purwaningsih) dan bahkan Tetgugat II mengajukan perpanjangan SHP 

kios Nomor 12 dan 13 menjadi atas nama Tergugat I melalui Tergugat III, 

Tergugat IV dan Tergugat V sudah 2 (dua) kali dengan masa berlaku setiap 

periode untuk 3 (tiga)  tahun yaitu dari tahun 2016 samai dengan tahun 2019 

dan tahun 2019 sampai dengan tahun 2022; 

Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbang terdahulu bahwa atas 

kios Nomor 12 dan 13 dalam perkara a quo secara de facto tidak pernah 

ditempati atau dikuasai oleh Tergugat I dan justru Penggugat lah yang 

menempati dan memanfaatkan serta menggunakan untuk usaha dagang kedua 

kios dalam perkara a quo  hingga sampai dengan saat ini yang secara aturan 

bahwa kios yang terdaftar atas nama seseorang haruslah ditempati dan 

dipergunakan oleh orang yang bersangkutan dan jika tidak maka Hak 

Penempatan yang terdaftar atas namanya dapat dicabut; 

Menimbang bahwa yang menjadi sengketa dalam perkara a quo adalah 

perbuatan Tergugat II yang mengalihkan Surat Hak Penempatan (SHP) atas 

kios Nomor 12 dan Nomor 13 di Pasar Gede dari nama Tergugat II menjadi  

nama Tergugat I  adalah tidak sah menurut hukum, maka Majelis Hakim akan 

mempertimbangkan berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi dan maupun 

ahli yang diajukan para pihak dalam perkara ini; 

Menimbang bahwa peralihan nama Surat Hak Penempatan atas kios 

nomor 13  adalah didasari pada permohonan Tergugat II  kepada Kepala Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tanggal (tanpa tanggal) perihal Pemindahan 

Hak Penempatan atas kios Nomor 13 dari atas nama Gian Styadi Wjaya 

menjadi atas nama Nuraini Purwaningsih (bukti T4-06) dan Formulir 

Permohonan Hak Penempatan Kios/Los atas Kios No.13 atas nama Nuraini 

Purwaningsih tanggal (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan melampirkan Kartu Tanda 
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Penduduk NIK 3372046006640001 atas nama Nuraini Purwaningsih (bukti T4-

05); 

Menimbang bahwa peralihan nama Surat Hak Penempatan atas kios 

nomor 12  adalah didasari pada permohonan Tergugat I  kepada Kepala Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tanggal (tanpa tanggal) perihal Pemindahan 

Hak Penempatan atas kios Nomor 13 dari atas nama Gian Styadi Wjaya 

menjadi atas nama Nuraini Purwaningsih (bukti T4-06) dan Formulir 

Permohonan Hak Penempatan Kios/Los atas Kios Nomor 13 atas nama Nuraini 

Purwaningsih tanggal (tanpa tanggal) yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

Pengelolaan Pasar Kota Surakarta dengan melampirkan Kartu Tanda 

Penduduk NIK 3372046006640001 atas nama Nuraini Purwaningsih (bukti T4-

05); 

Menimbang bahwa awalnya 5 (lima) kios di Pasar Gede Kota Surakarta 

yaitu Kios Nomor 10, 11, 12, 13 dan 18 semuanya Surat Hak Penempatan 

(SHP) adalah atas nama Oei Tjan Kheuw dan setelah Oei Tjan Kheuw 

meninggal dunia tahun 2005 dan masa berlaku Surat Hak Penempatan (SHP) 

Nomor 10, 11, 12 dan 13 telah berakhir sejak Desember 2007 yang ketika itu 

masih tercantum atas nama Oei Tjan Kheuw sehingga Gian Styadi Wijaya 

(Tergugat)  mengajukan permohonan perpanjangan dan perobahan atas ke 4 

(empat) kios tersebut sedang secara khusus untuk kios Nomor 18 telah 

diberikan oleh Oei Tjan Kheuw kepada Tergugat II saat masih hidup dan sudah 

beralih menjadi atas nama Tergugat II sebab setelah meninggalnya Oei Tjan 

Kheuw maka usaha dagang dilanjutkan oleh Penggugat dan Tergugat yang 

kemudian Penggugat dan Tergugat II mendirikan CV.P & D SINAR tahun 2006 

dan Tergugat II sebagai Direktur  melakukan balik nama Surat Hak 

Penempatan atas 4 (empat) kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 dengan perobahan 

sebagai berikut; 

a. Kios Nomor 10 Nomor Ijin 511.2/258/BN/GD/I/06 berlaku 12 Desember 

2010 atas Nama Gian Styadi Wijaya; 

b. Kios Nomor 11 Nomor Ijin 511.2/259/BN/GD/I/06 berlaku 12 Desember 

2010 nama Gian Styadi Wijaya; 

c. Kios Nomor 12 Nomor Ijin 511.3/50/GD/I/2007 berlaku 4 April 2010 nama 

Gian Styadi Wijaya; 
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d. Kios Nomor 13 Nomor Ijin 511.3/49/GD/I/2007 berlaku  4 April 2010 

nama Gian Styadi Wijaya; 

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan 

Penggugat pada intinya menegaskan bahwa pada saat Oei Tjan Kheuw masih 

hidup dan aktif melakukan kegiatan dagang di Pasar Gede Surakarta yaitu di 

kios Nomor 10, 11, 12 dan 13  Penggugat ikut membantu Oei Tjan Kheuw 

sedang Gian Styadi Wijaya tidak ikut membantu Oei Tjan Kheuw dan hanya 

datang sekali-sekali untuk melihat usaha Oei Tjan Kheuw dan Saksi Miyati yang  

pernah bekerja sebagai karyawan di Toko Sinar milik Oei Tjan Kheuw kios 

nomor 10, 11, 12 dan 13 dan Gian Styadi Wijaya tidak ikut mengelola kios 

tersebut, dan saksi Miyati pernah belanja di Toko Mulia Baru milik Andy 

Santoso sekitar tahun 2018  dan selanjutnya saksi Sie Siep Heng menerangkan 

kios nomor 10, 11, 12 dan 13 merupakan milik orang tua Andy Santoso yaitu 

Oei Tjan Kheuw (sudah meninggal dunia) yang digunakan untuk berjualan 

kelontong dan benar Oei Gi Kam dan Andy Santoso yang membantu orang 

tuanya di kios tersebut sedang  Gian Styadi Wijaya jarang membantu orang 

tuanya di kios tersebut dan setahu saksi  sekarang kios Nomor 12 dan 13 

disegel oleh Nuraini Purwaningsih sejak tanggal 2 Juni 2024 dan Saksi 

mengetahui dari cerita Andy Santoso ada pembagian kios tersebut dan setahu 

saksi bahwa  Andy Santoso mengelola kios Mulia Baru dan Gian Styadi Wijaya 

mengelola kios Sinar  dan Saksi Lina Mukti Sutanto  menerangka bahwa benar  

Andy Santoso menempati kios peninggalan dari orang tuanya yaitu  kios nomor 

12 dan 13 dan  dahulu toko Sinar dikelola oleh orang tua Penggugat, Oei Gi 

Kam dan Andy Santoso dan  Saksi diberitahu oleh istri Andy Santoso apabila 

kiosnya dilas pada pagi hari tanggal 2 Juni 2024 masih belanja di kios nomor 12 

dan 13 dan setelah dilas di dalam kios masih banyak barang dagangan milik 

Andy Santoso didalamnya sehingga  Andy Santoso kemudian berjual di depan 

kios tersebut dan  kios Mulia Baru dikasiri oleh Andy Santoso dan istrinya; 

Menimbang bahwa saksi Wiharto yang diajukan Tergugat I dan Tergugat 

II adalah sebagai koordinator Paguyuban Kompag (Komunitas Pedagang Pasar 

Gede) dan  tidak berbadan hukum, tidak mempunyai Anggaran Dasar dan 

Anggaran Rumah Tangga serta  tidak mempunyai struktur resmi serta tidak 

mengetahui masalah antara Gian Styadi Wijaya dan Andy Santoso serta  tidak 
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mengetahui siapa yang mengelola kios nomor 10, 11, 12 dan 13 pada tahun 

2000; 

Menimbang bahwa Ir. Heru Sunardi , M.M., yang dihadirkan Tergugat III, 

Tergugat IV dan Tergugat V pada pokoknya menerangkan Pengelolaan Pasar 

Gede Surakarta dibawah Dinas Perdagangan Kota Surakarta  dan Surat Hak 

Penempatan (SHP) ditanda tangani oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta sedang  Kepala Pengelolaan Pasar Gede Surakarta meneruskan 

permohonan SHP kepada Kepala Dinas Perdagangan Kota Surakarta yang  

berisi nama dan identitas pemegang SHP dan benar  SHP atas  nama  Nuraini 

Purwaningsih telah diperpanjang untuk tahun 2022 hingga 2025 dan pemegang 

SHP wajib menempati atas nama bersangkutan dan apabila tidak ditempati 

SHP dapat dicabut dan Saksi tidak mengetahui sejak kapan Andy Santoso 

menempati kios dan benar Gian Styadi Wijaya pernah mengajukan keberatan 

karena kios digunakan oleh Andy Santoso dan benar pada tahun 2023 Andy 

Santoso menyampaikan pengaduan apabila kios nomor 12 dan 13 milik orang 

tuanya dan Gian Styadi Wijaya menyampaikan juga keberatan karena kios 

tersebut digunakan oleh Andy Santoso; 

Menimbang bahwa  Saksi Ahli Dr. Rahayu Subekti ,S.H., M.Hum., yang 

diajukan Penggugat pada pokoknya menerangkan permohonan tidak ada 

tanggal, nomor dan tujuan maka tidak sesuai dengan aturan dan pencantuman 

tanggal menentukan kapan perbuatan hukum dilakukan dan berkaitan dengan 

akibat hukum sehingga permohonan tidak ada tanggal konsekuensi tidak dapat 

diproses sedang suatu  Penetapan tidak ada tanggal dan nomor, akibat hukum 

berkaitan tidak ada hak dan kewajiban serta tidak ada kepastian hukum dan 

Surat Hak Penempatan (SHP) tanpa tanggal dan nomor maka tidak sah dan 

dalam menjalankan Pemerintahan harus berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang baik sehingga  dengan tidak ada tanggal maka tidak 

memenuhi Asas Kecermatan sedang permohonan pengalihan Surat Hak 

Penempatan (SHP) yang tidak ada nomor dan tanggal sehingga tidak ada Asas 

Kepastian Hukum serta  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik harus 

terpenuhi dan diterapkan serta Surat Hak Penempatan (SHP) harus digunakan 

apabila tidak digunakan maka akan mendapatkan sanksi; 
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Menimbang bahwa Saksi ahli yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV 

dan Tergugat V pada pokoknya berpendapat ahwa perizinan  tidak memenuhi 

persyaratan, izin bisa dicabut dan  perizinan merupakan tanggung jawab 

pemerintah serta pejabat tidak melakukan kewajiban hukum maka dianggap 

lalai dan surat resmi harus sesuai tata naskah dinas yang ada antara lain terdiri 

dari kop surat, tanggal, pejabat, dasar hukum, isi surat dan tanda tangan dan 

apabila tidak memenuhi syarat maka izin harus ditolak dan pihak yang 

memberikan izin bisa melakukan tindakan sebelum mencabut perizinan 

tersebut sedang suatu perizinan harus berdasarkan pada peraturan perundang-

undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik dan pemerintah 

harus mengupayakan tindakan sebelum menjatuhkan sanksi sebagai 

perlindungan hukum; 

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat 

dan Para Tergugat dalam perkara a quo  adalah saling silang pendapat dimana 

saksi-saksi yang diajukan Penggugat menerangkan bahwa benar semasa hidup 

Oei Tjan Kheuw selalu dibantu okleh Penggugat dalam uasaha dagangnya di 

Pasar Gede Surakarta sedang Tergugat II tidak ikut serta membantu usaha dari 

Oei Tjan Kheuw tersebut sedang Saksi Wiharto yang dihadirkan Tergugat I dan 

Tergugat II menerangkan tidak mengetahui masalah antara Penggugat dengan 

Tergugat II sedang saksi Ir. Heru Sunardi, M.M., yang dihadirkan Tergugat III, 

Tergugat IV dan Tergugat V menerangkan tidak mengetahui sejak kapan Andy 

Santoso menempati kios dan benar Gian Styadi Wijaya pernah mengajukan 

keberatan karena kios digunakan oleh Andy Santoso dan benar pada tahun 

2023 Andy Santoso menyampaikan pengaduan apabila kios nomor 12 dan 13 

milik orang tuanya dan Gian Styadi Wijaya menyampaikan juga keberatan 

karena kios tersebut digunakan oleh Andy Santoso; 

Menimbang bahwa setelah mdninggalnya Oei TJan Khuew  tahun 2005 

usaha dagang ayah Penggugat dengan Tergugat II dilanjutkan oleh Penggugat 

dan Tergugat II dengan mendirikan Badan Hukum bernama CV.P&D SINAR  

tahun 2006 dan Tergugat II bertindak sebagai Direktur sedang Penggugat 

adalah sebagai Komisaris dan dengan adanya kerjasama dagang antara 

Penggugat dengan Tergugat II maka ke 4 (empat) kios peninggalan almarhum 

Oeki Tjan Kheuw yaigtu Kios Nomor 10, 11, 12 dan 13 yang awalnya atas 

nama Oei Tjan Kheuw berakhir masa berlakunya pada bulan Desember 2007 
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jemudian telah dibalik nama oleh Tergugat II menjadi atas nama Tergugat II 

karena jabatannya selaku Direktur CV.P&D SINAR, namun dalam pengelolaan 

CV tersebut tidak ada transparansi keuangan sehiingga antara Penggugat 

dengan Tergugat II berselisih yang akhirnya tahun 2014 Tergugat II membagi 

dua keempat kios tersebut yaitu kios nomor 10 dan nomor 11 dikelola oleh 

Tergugat II dan kios nomor 12 dan nomor 13 dikelola oleh Penggugat  dan 

Tergugat II menggunakan nama kios Sinar sedang Penggugat dengan nama 

Mulia Baru; 

Menimbang bahwa pada tahun 2016 Tergugat II selasnjutnya melakukan 

balik nama atas kios nomor 12 dan 13 dari awalnya nama Tergugat II menjadi 

atas nana Tergugat I tanpa terlebih dahulu melakukan pembicaran atau 

musyawarah dengan Penggugat mengingat bahwa keempat kios nomor 10, 11, 

12 dan 13 adalah peninggalan dari almarhum ayah Penggugat dengan 

Tergugat dan sudah layak dan pantas apabila pembagian keempat kios 

tersebut menjadi atas nama Penggugat untuk kios Nomor 12 dan 13 serta 

untuk Tergugat II untuk kios nomor 10 dan nomor 11 dan peralihan menjadi 

atas nama Tergugat I untuk kios nomor 12 dan nomor 13 adalah tidak tepat dan 

layak mengingat bahwa kedua kios tersebut sudah dikelola Penggugat menjadi 

tempat usaha dagang sebelumnya sedang Tergugat I tidak pernah menempati 

atau mengusahai kedua kios tersebut sampai dengan sekarang; 

Menimbang bahwa Tergugat II dan Tergugat I mengetahui bahwa kios 

nomor 12 dan nomor 13 adalah kios usaha dagang yang sebelumnya diusahai 

Oei Tjang kheuw (ayah Penggugat dan Tergugat II) yang ketika Oei Tjan 

Kheuw masih hidup dan menempati kios nomor 10, 11, 12 dan 13  tersebut 

sebagai tempat berdagang dibantu oleh Penggugat sedang Tergugat II tidak 

ikut dalam usaha tersebut sebab Tergugat II telah diberikan kios nomor 18 

sebagai tempat usahanya ketika Oei Tjang Kheuw masih hidup dan kios nomor 

18 ini tidak pernah  dipermasalahkan Penggugat karena telah diberikan kepada 

Tergugat II pada saat Oei Tjan Kheuw masih hidup; 

Menimbang bahwa Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V mengetahui 

bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah masih terikat dalam 

hubungan saudara dimana Penggugat adalah adik kandung dari Tergugat II hal 

ini terbukti dari bukti bertanda P-2, TI.II-15 yaitu Surat Nomor : DG/1700/V/2024 

tanggal 15  Mei 2024 perihal surat jawaban Permohonan Pengembalian kios 
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nomor 12-13 Pasar Gede yang berasal dari Kepala Dinas Perdagangan Kota 

Surakarta yang menghimbau agar permasalahan dapat diselesaikan secara 

internal kekeluargaan/musyawarah  dan bila tidak ada titik temu secara 

musyawarah untuk bersama-sama mencari kesepakatan; 

Menimbang bahwa dengan memperhatikan himbauan dari pihak Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta sebagai dimaksud dalam bukti bertanda P-2 dan 

TI,II-15 ini jelas menegaskan bahwa pihak Dinas Perdagangan Kota Surakarta 

mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat II masih terikat dalam 

hubungan keluargaan tetapi pihak Dinas Perdagangan Kota Surakarta telah 

membiarkan sengketa diantara Penggugat dengan Tergugat berlangsung 

berlarut-larut begitu lama dan bahkan pihak Tergugat III, Tergugat IV dan 

Tergugat V tidak mau menyelesaikan sengketa yang timbul diantara Penggugat 

dengan Tergugat dan bahkan makin memperkeruh keadaan tersebut dengan 

terbitnya bukti TI.II-01, TI.II-02, TI.II-03, TI.II-04, TI.II-05, TI.II-06, TI.II-07, TI.II-

08, TI.II-09 dan  TI.II-10; 

Menimbang bahwa Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 2 Tahun 

2024 Pasal 1 angka 27 (bukti T3-02) menyatakan “ Surat Hak Penempatan 

yang selanjutnya disingkat SHP adalah pemberian izin tempat usaha kepada 

orang pribadi atau badan di  lokasi pasar rakyat “ dan selanjutnya dalam Pasal 

27 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2010 (bukti T3-

03, T4-01) dengan tegas menentukan “ Hak penempatan tempat berdagang 

dicabut oleh Kepala Dinas atas nama Walikota karena:  

1. melanggar ketentuan yang tercantum dalam SHP; 

2. meninggalkan tempat berdagang lebih dari 2 (dua) bulan tanpa 

keterangan yang jelas; 

3. tidak berjualan atau membuka usahanya paling lama 2 (dua) bulan sejak 

diterimanya SHP; 

4. tidak memperbaharui SHP; dan/atau; 

5. ahli waris tidak melaporkan pemegang SHP yang meninggal dunia; 

dan selanjutnya dalam Pasal 7 Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 

2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2010 

Tentang Pengelolaan Dan Perlindungan Pasar Tradisional Kota Surakarta 

menyebutkan bahwa : 

1). SHP dan KTPP dapat dicabut apabila : 
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a. pedagang tidak mentaati ketentuan yang tercantum daiam SHP 

sebagaimana tersebut pada Pasal 2 ayat (5) Peraturan Walikota 

ini; 

b. pedagang meninggalkan tempat dasaran lebih dari 2 (dua) bulan 

tanpa memberi kan keterangan jelas kepada Kepala Dinas; dan; 

c. pedagang tidak membuka dasarannya dalam waktu 2 bulan 

berturut-turut sejak tanggal diterbitkannya SHP; 

Menimbang bahwa berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2010 dan 

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 dengan tegas telah 

mengatur bahwa SHP dapat dicabut bila kios/los tidak pernah ditempati atau 

diusahai;  

Menimbang bahwa bukti bertanda T5-04 yaitu Berita Acara Klarifikasi 

Nomor : DG/4460-I/XI/2024  tanggal 6 November 2024 telah dilakukan 

klarifikasi terhadap Nuraini Purwaningsih atas pemanfaatan kios nomor 12 dan 

kios nomor 13 Pasar Gede dengan kesimpulan klarifikasi bahwa yang 

bersangkutan dimintai klarifikasi untuk kios nomor 12 dan nomor 13 Pasar 

Gede dan membenarkan telah telah melakukan penutupan pada kios nomor 12 

dan nomor 13 Pasar Gede sejak tanggal 2 Juni 2024 dan membenarkan tidak 

melakukan aktifitas jual beli di kios nomor 12 dan nomor 13 sudah lebih dari 60 

(enam puluh) hari dan benar memahami melanggar ketentuan Perda Nomor 2 

Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat; 

Menimbang bahwa bukti bertanda T4-21 yaitu Kesepakatan Perdamaian 

tanggal 19 Agustus 2024 antara Andi Santoso (pihak pertama) dengan Gian 

Styadi Wijaya (pihak kedua) dsan Nuraini Purwaningsih (pihak ketiga) yang 

belum ditanda tangani para pihak dalam kesepakatan dimaksud, namun 

demikian dapat dijadikan suatu persangkaan bahwa isi kesepakatan tersebut 

adalah sebagai kesepakatan bersama dan menjadi suatu persangkaan bahwa 

telah ada pembagian ke empat kios yaitu kios nomor 10 dan nomor 11 sebagai 

tempat usaha dagang Tergugat II dan kios nomor 12 dan nomor 13 sebagai 

tempat usaha dagang Penggugat dan sekaligus sebagai pengakuan dari pihak 

ketiga (Nuraini Purwaningsih) tidak pernah menempati, memanfaatkan, 

mengelola serta membuka usaha dagang di kios nomor 12 dan nomor 13; 

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan bukti bertanda P-4 yaitu 

perihal Permohonan Surat Hak Penempatan Kios tertanggal 3 Juli 2024 yang 
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diajukan oleh Andy Santoso (Penggugat)  yang ditujukan kepada Kepala Dinas 

Perdagangan Kota Surakarta yang pada pokoknya menyatakan bahwa 

Penggugat telah menempati, mengelola dan menggunakan kios nomor 10, 11, 

12  dan 13 yang ada di Pasar Gede Surakarta yang adalah atas nama Oei Tjan 

Kheuw, dan setelah Oei Tjan Kheuw meninggal tahun 2005 kemudian kakak 

tertua Penggugat yaitu Gian Styadi Wijaya menalihkan Surat Hak Penempatan 

kios tersebut menjadi atas nama Tergugat II dan pada tahun 2016 Tergugat II 

memberi ke empat kios tersebut menjadi kios nomor 12 dan nomor 13 ditempati 

oleh Penggugat sedang Kios nomor 10 dan nomor 11 ditempati oleh Tergugat II 

yang kemudian tanpa sepengetahuan Penggugat kios nomor 12 dan nomor 13 

berubah menjadi atas nama Tergugat I tanpa terlebih dahulu ada persetujuan 

Penggugat selaku yang berhak atas kios peninggalan almarhum ayah 

Penggugat dan Tergugat II; 

Menimbang bahwa atas tindakan Tergugat I yang melakukan perbuatan 

tidak menyenangkan dan pengrusakan kios tempat dagang Penggugat telah 

Penggugat laporkan kepada pihak Polresta Surakarta (bukti P-3) dan atas 

tindakan Tergugat I tersebut Penggugat telah mengajukan perlindungan hukum 

penempatan kios nomor 12 dan nomor 13 kepada Walikota Surakarta namun 

tidak ada realisasi penyelesaian atas  permohonan Penggugat tersebut hingga 

sampai gugatan ini diajukan dan seolah-olah Pemerintah Kota Surakarta tidak 

ada respon untuk menyelesaikan masalah Penggugat dengan Tergugat I dan 

Tergugat II dan yang seharusnya Tergugat III haruslah memperhatikan dan 

menyelesaikan masalah yang diajukan oleh warganya sesuai dengan asas-

asas pemerintahan yang baik; 

Menimbang bahwa tindakan Tergugat IV yang telah mengalihkan Surat 

Hak Penempatan (SHP) atas kios nomor 12 dan nomor 13 Pasar Gede  

menjadi atas nama Tergugat I adalah perbuatan yang tidak mencerminkan 

asas-asas pemerintahan yang baik sebab selama ini yang menempati dan 

dijadikan tempat usaha atas kios nomor 12 dan nomor 13 tersebut adalah oleh 

Penggugat sedang Tergugat I tidak pernah menempati dan menjadikan usaha 

dagang kios nomor 12 dan nomor 13 tersebut dan Penggugat sudah 

mengajukan permohonan Surat Hak Penempatan mengingat kedua kios 

tersebut adalah peninggalan almarhum ayah Penggugat dan Tergugat II namun 

hingga sampai gugatan a quo diajukan belum ada prpses lebih lanjut dari 
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Tergugat IV sedang berdasarkan bukti bertanda TI.II-26 bahwa yang menjadi 

ahli waris dari Pewaris (Oei Tjan Khoew) adalah Gian Styasdi Wijaya, 

Soekamto Widodo, Lilianawati Suharyo dan Andy Santoso; 

Menimbang bahwa bertanda T4-04 adalah Formulir Permohonan Hak 

Penempatan Atas Kios nomor 13 atas nama Pemohon Nuraini Purwaningsih 

yang ditandatangani oleh Penmohon dan ditandatangani Kepala Pasar Gede 

senagai mengetahui namun  Permohonan yang diajukan Pemohon tersebut 

tidak memuat tanggal untuk mengetahui kapan permohonan itu diajukan dan 

bukti bertanda T4-06 perihal : Pemindahan Hak Penempatan yang diajukan 

oleh Gian Styadi Wijaya atas kios Pasar Gede nomor 13 sebagai Pemohon 

untuk dialihkan menjadi atas nama Nuraini Purwaningsih dengan karena kios 

tersebut sudah tidak digunakan lagi namun permohonan pemindahan Hak 

Penempatan tersebut ditandangani oleh Pemohon dan Kepala Pasar Gede 

sebagai mengatahui namun permohonan tersebut tidak memuat tanggal  

sehingga tidak diketahui kapan permohonan itu dibuat dan diajukan; 

Menimbang bahwa Saksi ahli yang diajukan Penggugat yaitu  Dr. 

Rahayu Subekti, S.H., M.Hum., permohonan tidak ada tanggal, nomor dan 

tujuan maka tidak sesuai dengan aturan dan pencantuman tanggal menentukan 

kapan perbuatan hukum dilakukan dan berkaitan dengan akibat hukum 

sehingga permohonan tidak ada tanggal konsekuensi tidak dapat diproses 

sedang suatu  Penetapan tidak ada tanggal dan nomor, akibat hukum berkaitan 

tidak ada hak dan kewajiban serta tidak ada kepastian hukum dan Surat Hak 

Penempatan (SHP) tanpa tanggal dan nomor maka tidak sah dan dalam 

menjalankan Pemerintahan harus berdasarkan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang baik sehingga  dengan tidak ada tanggal maka tidak 

memenuhi Asas Kecermatan sedang permohonan pengalihan Surat Hak 

Penempatan (SHP) yang tidak ada nomor dan tanggal sehingga tidak ada Asas 

Kepastian Hukum serta  Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik harus 

terpenuhi dan diterapkan serta Surat Hak Penempatan (SHP) harus digunakan 

apabila tidak digunakan maka akan mendapatkan sanksi; 

Menimbang bahwa Saksi ahli yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV 

dan Tergugat V yaitu Dr. Waluyo, S.H., M.Si., pada pokoknya berpendapat 

ahwa perizinan  tidak memenuhi persyaratan, izin bisa dicabut dan  perizinan 

merupakan tanggung jawab pemerintah serta pejabat tidak melakukan 
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kewajiban hukum maka dianggap lalai dan surat resmi harus sesuai tata 

naskah dinas yang ada antara lain terdiri dari kop surat, tanggal, pejabat, dasar 

hukum, isi surat dan tanda tangan dan apabila tidak memenuhi syarat maka izin 

harus ditolak dan pihak yang memberikan izin bisa melakukan tindakan 

sebelum mencabut perizinan tersebut sedang suatu perizinan harus 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang baik dan pemerintah harus mengupayakan tindakan 

sebelum menjatuhkan sanksi sebagai perlindungan hukum; 

Menimbang bahwa saksi ahli yang diajukan Penggugat dan saksi ahli 

yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V sama memberikan 

pendapat bahwa permohonan tidak ada tanggal, nomor dan tujuan maka tidak 

sesuai dengan aturan dan pencantuman tanggal menentukan kapan perbuatan 

hukum dilakukan dan berkaitan dengan akibat hukum sehingga permohonan 

tidak ada tanggal konsekuensi tidak dapat diproses sedang suatu  Penetapan 

tidak ada tanggal dan nomor, akibat hukum berkaitan tidak ada hak dan 

kewajiban serta tidak ada kepastian hukum dan Surat Hak Penempatan (SHP) 

tanpa tanggal dan nomor maka tidak sah dan dalam menjalankan 

Pemerintahan harus berdasarkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik 

sehingga  dengan tidak ada tanggal maka tidak memenuhi Asas Kecermatan 

pengalihan Surat Hak Penempatan (SHP) yang tidak ada nomor dan tanggal 

sehingga tidak ada Asas Kepastian Hukum serta  Asas-Asas Umum 

Pemerintahan yang Baik harus terpenuhi dan diterapkan serta Surat Hak 

Penempatan (SHP); 

Menimbang bahwa berdasarkan pendapat Ahli baik yang diajukan 

Penggugat dan maupun Ahli yang diajukan Tergugat III, Tergugat IV dan 

Tertgugat V dengan tegas berpendapat bahwa dalam perwujudan asas-asas 

pemerintahan yang baik maka setiap keputusan harus memuat asas kepastian 

hukum dan sebagai perwujudan kepastian hukum dimaksud maka perizinan 

dapat dicabut jika tidak sesuai dengan tata naskah dinas, harus  ada antara lain 

terdiri dari kop surat, tanggal, pejabat, dasar hukum, isi surat dan tanda tangan 

dan apabila tidak memenuhi syarat maka izin harus ditolak, permohonan tidak 

ada tanggal, nomor dan tujuan maka tidak sesuai dengan aturan dan 

pencantuman tanggal menentukan kapan perbuatan hukum dilakukan dan 

berkaitan dengan akibat hukum sehingga permohonan tidak ada tanggal 
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konsekuensi tidak dapat diproses sedang suatu  Penetapan tidak ada tanggal 

dan nomor, akibat hukum berkaitan tidak ada hak dan kewajiban serta tidak ada 

kepastian hukum dan Surat Hak Penempatan (SHP) tanpa tanggal dan nomor 

maka tidak sah dan harus dijalankan sesuai dengan asas-asas pemerintahan 

yang baik sehingga  dengan tidak ada tanggal maka tidak memenuhi Asas 

Kecermatan sedang permohonan pengalihan Surat Hak Penempatan (SHP) 

yang tidak ada nomor dan tanggal sehingga tidak ada Asas Kepastian Hukum; 

 Menimbang bahwa bukti bertanda T4-04 yaitu Formulir Permohonan Hak 

Penempatan Atas Kios nomor 13 atas nama Pemohon Nuraini Purwaningsih 

yang ditandatangani oleh Penmohon dan ditandatangani Kepala Pasar Gede 

senagai mengetahui dan bukti bertanda T4-06 perihal: Pemindahan Hak 

Penempatan yang diajukan oleh Gian Styadi Wijaya atas kios Pasar Gede 

nomor 13 sebagai Pemohon untuk dialihkan menjadi atas nama Nuraini 

Purwaningsih dengan karena kios tersebut sudah tidak digunakan lagi namun 

permohonan pemindahan Hak Penempatan tersebut ditandangani oleh 

Pemohon dan Kepala Pasar Gede sebagai mengatahui namun permohonan 

tersebut tidak memuat tanggal  sehingga tidak diketahui kapan permohonan itu 

dibuat dan diajukan; 

 Menimbang bahwa berdasarkan pendapat dua orang Ahli yaitu yang 

diajukan oleh Penggugat dan oleh Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V , 

maka surat permohonan Hak Penempatan dan Permohonan Pemindahan Hak 

yang dibuat oleh Tergugat II dan Tergugat I tanpa memuat tanggal permohonan 

adalah tidak sesuai dengan tata naskah dinas, yang harus  ada antara lain 

terdiri dari kop surat, tanggal, pejabat, dasar hukum, isi surat dan tanda tangan 

dan apabila tidak memenuhi syarat maka izin harus ditolak, permohonan tidak 

ada tanggal, nomor dan tujuan maka tidak sesuai dengan aturan dan 

pencantuman tanggal menentukan kapan perbuatan hukum dilakukan dan 

berkaitan dengan akibat hukum sehingga permohonan tidak ada tanggal 

konsekuensi tidak dapat diproses sedang suatu Penetapan tidak ada tanggal 

dan nomor; 

 Menimbang bahwa bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka 

perbuatan Tergugat II yang mengalihkan SHP kios Pasar Gede nomor 12 dan 

13 kepada Tergugat I yang sekarang menjadi SHP Nomor 511.2/182/I/GD/2022 

dan SHP Nomor 511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak sah menurut hukum, maka 
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dengan demikian petitum angka 3 gugatan yaitu “Menyatakan Perbuatan 

Tergugat  II yang mengalihkan SHP kios Pasar gede nomor 12 dan 13 kepada 

Tergugat  I yang sekarang menjadi SHP Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP 

Nomor 511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak sah menurut hukum “; 

 Menimbang bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 3 maka secara 

mutatis mutandis petitum angka 4 yaitu “Menyatakan perbuatan Tergugat  III 

dan Tergugat  IV dan Tergugat  V yang menyebabkan terbitnya SHP kios 

nomor 12 dan 13 Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP Nomor 

511.2/183/I/GD/2022 adalah tidak sah menurut hukum“; 

 Menimbang bahwa petitum angka 2 gugatan yaitu “Menyatakan bahwa 

perbuatan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum“ Majelis 

Hakim mempertimbangkan berikut dibawah ini; 

Menimbang, bahwa  mengenai perbuatan melawan hukum diatur dalam 

ketentuan Pasal 1365 BW (KUH Perdata) yang berbunyi sebagai berikut: 

”Tiap perbuatan melawan hukum, yang membawa kerugian kepada seorang 

lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu 

mengganti kerugian tersebut”  

Menimbang, bahwa  dalam BW tidak diuraikan secara rinci mengenai 

unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 tersebut, oleh 

karena itu majelis akan mengemukakan pendapat ahli hukum yang berusaha 

menguarai secara teliti unsur tersebut yaitu Setiawan, S.H., dalam bukunya ” 

Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata”, penerbit Alumni, Bandung, 

tahun 1992, hal 249–269 yang menyatakan bahwa berdasarkan putusan dalam 

perkara Lindenbaum–Cohen di negeri Belanda pada tahun 1919 telah 

ditentukan 4 (empat) macam kriteria perbuatan melawan hukum yakni: 

1. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku; 

2. Melanggar hak subyektif orang lain; 

3. Melanggar kaidah tata susila; 

4. Bertentangan denga azas kepatuhan, ketelitian serta sikap hati – hati 

yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap 

harta benda orang lain; 

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perbuatan melawan 

hukum yang dilakukan oleh tergugat, maka berikut ini akan dibaas unsur-unsur 

dimaksud satu demi satu; 
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Ad. 1  Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku 

 Menimbang bahwa guna membuktikan dalil gugatannya Penggugat 

mengajukan bukti surat P-2, P-3, P-4 , P-6 , P-8 , P-11  dan  P-21 , dan bukti 

surat tersebut disangkal oleh Para Tergugat yang menyatakan bahwa 

Penggugat menempati, mengelola, menguasai kios nomor 12 dan nomor 13 

sebagai tempat usaha dagang adalah tanpa alas hak yang sah karena 

Penggugat tidak memiliki Surat Hak Penempatan atas kedua kios tersebut yang 

adalah atas nama Tergugat I yang kemudian pada tanggal 2 Juni 2024 kios 

nomor 12 dan nomor 13 yang dijadikan Penggugat sebagai tempat usaha 

dagang telah dilas oleh Tergugat I sehingga Penggugat tidak bisa masuk 

kedalam kios tersebut, sedang dalam kios tersebut masih banyak barang jualan 

Penggugat dan setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan setempat 

terhadap objek yang disengketakan ternyata benar bahwa kios tersebut telah 

dalam keadaan terkunci dan tidak bias dimasuki karena pintu masuknnya 

dalam keadaan dilas; 

 Menimbang bahwa Saksi-Saksi yang diajukan oleh Penggugat pada 

dasarnya dapat mendukung dalil gugatan penggugat yang pada pokoknya 

menerangkan bahwa benar Penggugat ikut membantu orangtua Penggugat dan 

Tergugat II untuk usaha dagang pada kios nomor 10, 11, 12 dan 13 sedang 

Tdrgugat II jarang ikut membantu karena Tergugat II ketika itu sudah punya 

usaha sendiri di kios nomor 18 yang telah diberikan oleh Oei Tjan Kheuw ketika 

masih hidup dan membenar bahwa Penggugat telah mengusahai, menempati 

kios nomor 12 dan 13 sebagai tempat dagang dan membuka usaha dagang 

dengan nama Tolo Mulia Baru; 

Menimbang bahwa tindakan Tergugat I yang melakukan pengelasan 

terhadap pintu masuk kios nomor 12 dan 13 sehingga Penggugat tidak bisa 

masuk untuk melakukan usaha dagangnya lagi di kedua kios yang jelas 

menimbulkan kerugian bagi Penggugat karena barang–barang yang ada dalam 

kios tersebut sebagian adalah barang-barang yang mudah busuk; 

 Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka 

majelis berkesimpulan bahwa perbuatan Tergugat I mengalangi masuknya 

Penggugat kedalam kios nomor 12 dan 13 adalah bertentangan dengan 

kewajiban hukum Tergugat I  oleh karena itu unsur ini telah terpenuhi; 
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 Ad. 2. Melanggar hak subyektif orang lain ; 

 Menimbang bahwa dalam gugatan penggugat dikemukakan bahwa 

tergugat telah menghalangi Penggugat untuk masuk kedalam kios nomor 12 

dan 13 yang selama ini telah dijadikan Penggugat sebagai tempat usaha 

dagang dengan cara Tergugat I mengelas pintu masuk kios nomor 12 dan 13 

sehingga Penggugat tidak bias masuk (bukti P-20 , T5-02); 

 Menimbang bahwa dalam jawaban Tergugat I dan Tergugat II  atas 

gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan Tergugat II  mengakui bahwa 

Tergugat Y  telah melakukan pengelasan terhadap pintu masuk kios nomor 12 

dan 13 tempat usaha Penggugat; 

 Menimbang bahwa Saksi–Saksi yang diajukan oleh Penggugat  juga 

sama sama menerangkan bahwa benar selama ini Penggugat telah 

menempati, mengelola kios nomor 12 dan 13 sebagai tempat usaha dagang 

sedang Saksi-Saksi yang diajukan Penggugat sama sama menerangkan tidak 

pernah melihat Tergugat I atau Tergugat II menempati, mengusahai, mengelola 

kios nomor 12 dan 13 sebagai tempat usaha dagang dan sekarang kios nomor 

12 dan 13 dalam keadaan tertutup/tidak buka karena dilas oleh Tergugat I; 

 Menimbang bahwa dengan perbuatan Tergugat I yang melakukan 

pengelasan terhadap pintu masuk kios nomor 12 dan 13 sehingga Penggugat 

tidak bisa lagi melakukan aktifitas dagang di kios tersebut adalah jelas 

melanggar hak subjektif Penggugat yang seharusnya Tergugat I tidak bertindak 

main hakim sendiri karena proses untuk itu haruslah berdasarkan musyawah 

dengan cara duduk bersama untuk mencari solusi penyelesaian, dengan 

demikian berdasarkan fakta yang terurai diatas maka unsur “Melanggar hak 

subyektif orang lain “ telah terpenuhi; 

 

Ad. 3. Melanggar kaidah tata susila; 

 Menimbang, bahwa bertumpu pada uraian pertimbangan pada ad.2.  di 

atas, Majelis berkesimpulan  bahwa dalam perbuatan Tergugat I tersebut telah 

melanggar kaidah tata susila karena sebagaimana disebutkan dalam fakta-fakta 

di atas bahwa kedua kios yang dijadikan Penggugat sebagai tempat usaha 

dagang adalah peninggalan ayah dari Penggugat dan Tergugat II sedang 

Tergugat I tidak pernah menempati, mengusahai, mengelola kedua kios 
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tersebut sebagai tempat usaha dagang selama ini, maka dengan demikian 

unsur “Melanggar kaidah tata susila “ adalah telah terpenuhi; 

 

Ad. 4. Bertentangan denga azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati  

           yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan atau terhadap  

           harta benda orang lain ; 

 Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat I yang melakukan pengelasan 

terhadap pintu masuk kios nomor 12 dan 13 sehingga Penggugat tidak bias 

masuk adalah perbuatan yang tidak dibenarkan oleh karena jika Tergugat I 

berkeberatan kios nomor 12 dan 13 dijadikan sebagai tempat usaha oleh 

Penggugat seharusnyalah Tergugat I menempuh melalui prosedur hukum yang 

berlaku, dan tindakan Tergugat III, IV dan V yang melakukan proses peralihan 

balik nama atas kios nomor 12 dan 13 tersebut harus dengan penuh kehati-

hatian dan dengan cermat memperhatikan kondisi yang ada pada pada diri 

Penggugat dengan Tergugat yang adalah saudara kandung dan juga Tergugat 

III, Tergugat IV dan Tergugat V mengetahui dengan jelas bahwa awalnya kios 

nomor 10, 11, 12, 13 dan 18 adalah atas nama Oei Tjan Kheuw (ayah 

penggugat dan Tergugat II), maka dengan demikian unsur “Bertentangan 

denga azas kepatutan, ketelitian serta sikap hati – hati “ adalah telah terpenuhi; 

 Menimbang bahwa sebagaimana dipertimbangkan terdahulu semua 

unsur dari perbuatan melawan hukum adalah telah terpenuhi, maka dengan 

telah terpenuhinya semua unsur perbuatan melawan hukum tersebut petitum 

angka 2 gugatan yang berbunyi “Menyatakan bahwa perbuatan Para Tergugat 

telah melakukan perbuatan melawan hukum“ adalah telah terpenuhi karena 

petitum angka 2 dapat dikabulkan; 

 Menimbang bahwa petitum angka 5 gugatan yaitu “Menyatakan bahwa 

Penggugat adalah orang yang paling berhak untuk menempati dan 

mendapatkan SHP kios nomor 12 dan 13 Pasar Gede Surakarta“ menurut 

Majelis Hakim dan berdasarkan pertimbangan dimuka adalah beralasan hukum 

dikabulkan, maka dengan demikian petitum angka 5 gugatan yang berbunyi 

“Menyatakan bahwa Penggugat  adalah orang yang paling berhak untuk 

menempati dan mendapatkan SHP kios nomor 12 dan 13 Pasar Gede 

Surakarta“ dikabulkan; 
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 Menimbang bahwa terhadap petitum angka 6 gugatan yaitu 

“Memerintahkan kepada Tergugat  IV untuk mencabut SHP Nomor 

511.2/182/I/GD/2022 dan SHP Nomor 511.2/183/I/GD/2023 atas nama Nuraini 

Purwaningsih“ menurut Majelis Hakim adalah merupakan kewenangan 

Peradilan Tata Usaha Negara dengan cara mengajukan gugatan ke Pengadilan 

Tata Usaha Negara di wilayah hukum yang menerbitkan SHP dimaksud atau 

dengan kata lain bahwa Peradilan Umum tidak mempunyai kewenangan untuk 

mencabut suatu keputusan Tata Usaha Negara, maka dengan demkikian 

petitum angka 6 gugatan yang berbunyi “Memerintahkan kepada Tergugat  IV 

untuk mencabut SHP Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP Nomor 

511.2/183/I/GD/2023 atas nama Nuraini Purwaningsih“ adalah tidak dapat 

dikabulkan dan dinyatakan ditolak; 

 Menimbang bahwa petitum angka 7 gugatan adalah “Menyatakan bahwa 

Putusan perkara a quo sebagai dasar dalam penerbitan SHP atas nama Andy 

Santoso (Penggugat) yang diterbitkan oleh Tergugat  IV atas nama Tergugat  

III, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini; 

 Menimbang bahwa Peraturan Walikota Surakarta Nomor 4 Tahun 2011 

Pasal 4  (bukti T3-07) ditentukan sebagai berikut: 

(1) Setiap orang atau Badan Hukum yang menggunakan kios/los wajib 

memiliki SHP dari Kepala Dinas atas nama Walikota Surakarta; 

(2) Tata cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) calon 

pedagang wajib mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas 

lewat Kepala Pasar setempat untuk diteruskan pada Bidang Pendapatan 

Dinas; 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud ayat (2) harus memuat dan 

memenuhi syarat: 

a. Nama/Badan Usaha, alamat tempat tinggal /domisili pemohon, 

Kewarganegaraan, luas dan letak berjualan, jenis 

dagangan/usaha; 

b. Melampirkan copy KTP yang masih berlaku, pas photo ukuran 4 x 

6 sebanyak 6 lembar, denah lokasi kios/los/los yang dimohon; 

(4) Atas permohonan yang dapat dikabulkan, kepada pedagang yang 

bersangkutan diberikan SHP oleh Kepala Dinas atas namas Walikota 

Surakarta; 
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(5) Didalam SHP dicantumkan iderntitas pedagang yang bersangkuta dan 

ketentuan ketentuamn yang harus dipenuhi oleh pedagang antara lain : 

a. Kewajiban membayar retribusi yang ditetapkan tepat pada 

waktunya; 

b. Kewajiban memelihara ketertiban, kebersihan dan keindahan’ 

c. Larangan merobah luas dan letak tempat dasaran atau bangunan 

serta memasang atau mengubah instalasi listrik tanpa seizing 

dari Kepala Dinas; 

d. Larangan untuk mengganti jenis barang dagangan sehingga 

berbeda  dengan jenis barang dagangan yang tercantum dalam 

SHP, kecuali sudah mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas; 

e. Larang berdagang barang yang dapat membahayakan terhadap 

bangunan pasar/manusia/keamanan pasar tanpa seizing Kepala 

Dinas; 

f. Larangan untuk menggunakan tempat dasaran sebagai tempat 

tinggal; 

g. Larangan bagi pedagang yang melakukan jual beli di mobil dalam 

area pasar, apabila melanggar dikenakan sanksi Pasal 48 

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Perlindungan Pasar Tradisionil Kota Surakarta; 

h. Larangan bagi pedagang los untuk tidak meninggalkan dagangan 

di lokasi pasar dan; 

Menimbang bahwa pada Pasal 4 ayat (2) Peraturan Walikota Surakarta 

Nomor 4 Tahun 2011  sudah dengan jelas mengatur sebagai berikut (2) Tata 

cara memperoleh SHP sebagaimana dimaksud ayat (1) calon pedagang wajib 

mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas lewat Kepala Pasar 

setempat untuk diteruskan pada Bidang Pendapatan Dinas; 

Menimbang bahwa Surat Hak Penempatan adalah merupakan produk 

Administrasi Negara  maka untuk memperoleh Surat Hak Penempatan tersebut 

haruslah mengikuti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku, maka 

dengan demikian untuk “Menyatakan bahwa Putusan perkara a quo sebagai 

dasar dalam penerbitan SHP atas nama Andy Santoso  (Penggugat) yang 

diterbitkan oleh Tergugat  IV atas nama Tergugat  III “ menurut Majelis Hakim 

adalah tidak dibenarkan harus dengan mengikuti prosedur yang telah dengan 
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jelas ditetapkan dalam peraturan yang berlaku untuk itu dan dengan demikian 

petitum gugatan angka  7 yaitu  “Menyatakan bahwa Putusan perkara a quo 

sebagai dasar dalam penerbitan SHP atas nama Andy Santoso  (Penggugat) 

yang diterbitkan oleh Tergugat  IV atas nama Tergugat  III“ adalah tidak 

beralasan untuk dikabulkan  namun dapat dijadikan sebagai buktii permohonan 

untuk memperoleh Surat Hak Penempatan dan oleh karena itu petitum angka 7 

ini dinyatakan ditolak; 

Menimbang bahwa petitum gugatan angka 8 adalah “Menghukum Para  

Tergugat untuk membayar kerugian yang ditimbulkan dari perkara a quo 

sebesar Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) secara 

tanggung renteng“ Majelis Hakim mempertimbangkan berikut dibawah ini; 

Menimbang bahwa terhadap tuntutan Penggugat terhadap Para 

Tergugat secara tanggung renteng atas kerugian yang dialami Penggugat 

sejumlah Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta rupiah) ternyata 

Penggugat tidak menguraikan jelas terhadap kerugian apa sehingga Penggugat 

mengalami kerugian sejumlah Rp830.000.000,00 (delapan ratus tiga puluh juta 

rupiah) dan Penggugat tidak menguraikan dengan jelas berapa jumlah kerugian 

Materiel yang dialami Penggugat dan berapa jumlah keruagian immaterial yang 

dialami Penggugat, sehingga karena Penggugat tidak menguraikan dengan 

jelas kerugian yang dialami Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan 

petitum gugatan angka 8 ini dinyatakan ditolak; 

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas petitum gugatan 

dapat dikabulkan sebagian sedang untuk selain dan selebihnya harus 

dinyatakan ditolak; 

Menimbang bahwa petitum angka 9 gugatan adalah ”Menghukum Para 

Tergugat  untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini“, terhadap 

petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan gugatan 

rekonvensi dibawah ini; 

 

DALAM REKONVENSI. 

 Menimbang bahwa bersamaan dengan jawabannya Penggugat I Dalam 

Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi secara bersama-sama dengan 

Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi mengajukan 

gugatan rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut : 
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1. Bahwa sudah jelas dan nyata bahwa Penggugat Dalam I Dalam 

Rekonvensi/Tergugat I dalam Konvensi Tergugat Rekonvensi  

menempati 2 (dua) kios dimana pemegang haknya adalah Penggugat I 

Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi sehingga menjadi fakta 

hukum bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi 

telah menempati kedua kios tersebut secara tanpa hak alias sebagai 

penghuni liar kalau tidak diberikan kesempatan oleh Penggugat I Dalam 

Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi; 

2. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi 

memberikan kesempatan pada Tergugat dalam rekonvensi/Penggugat 

dalam konpensi untuk menempati kedua kios tersebut untuk berdagang 

adalah didasarkan rasa kemanusiaan disamping masih mempunyai 

hubungan keluarga dengan suami Penggugat I dalam rekonvensi/ 

Tergugat I dalam konvensi; 

3. Bahwa, selama penempatan kedua kios yang tercatat atas nama 

Penggugat I dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi  oleh Tergugat 

dalam rekonvensi/Penggugat dan konvensi telah merugikan kepentingan 

pihak Penggugat I dan rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi dimana 

setelah diadakan perhitungan berjumlah sebesar: 

- Biaya retribusi pasar selama 8 tahun sebesar Rp. 34.473.600,00; 

- Kompensasi pemakaian kios selama 8 tahun Rp. 960.000.000,- 

Subtotal  Rp.994.473.600,00; 

4. Bahwa cukup jelas dan menjadi fakta bahwa perbuatan Tergugat  dalam 

rekonvensi/Penggugat dalam konvensi telah merugikan kepentingan 

Penggugat I dalam rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi, maka sudah 

seharusnya kerugian tersebut harus dibayar oleh Andy Santoso selaku 

Tergugat  dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi; 

5. Bahwa Andy Santoso selaku Tergugat  dalam rekonvensi/Penggugat 

dalam konvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum maka perlu 

kiranya dihukum mengosongkan kedua kios yang ditempati tanpa hak 

tersebut; 

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan rekonvensi yang diajukan 

Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi secara bersama-

sama dengan Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi 
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adalah merupakan pengulangan  jawaban Penggugat I Dalam 

Rekonvensi/Tergugat I Dalam Konvensi secara bersama-sama dengan 

Penggugat II Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi; 

Menimbang dalil gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat I 

Dalam Konvensi yang mendalilkan “Bahwa Penggugat I dalam 

rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi memberikan kesempatan pada Tergugat 

dalam rekonvensi/Penggugat dalam konvensi untuk menempati kedua kios 

tersebut untuk berdagang adalah didasarkan rasa kemanusiaan disamping 

masih mempunyai hubungan keluarga dengan suami Penggugat I dalam 

rekonvensi/Tergugat I dalam konvensi“ dalil ini sekaligus memperjelas bahwa 

Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi menempati, 

mengusahai, mengelola kios nomor 12 dan nomor 13 adalah atas 

sepengetahuan dari Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi, 

sehingga tindakan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam konvensi 

mengelas akses masuk ke kios nomor 12 dan nomor 13 adalah termasuk 

perbuatan yang melanggar hukum; 

Menimbang bahwa sebagaimana pertimbangan dalam gugatan konvensi 

adalah dikabulkan untuk sebagian maka dengan demikian terhadap gugatan 

rekonvensi yang diajukan Penggugat I Dalam Rekonvensi/Tergugat I Dalam 

Konvensi secara bersama-sama dengan Penggugat II Dalam 

Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi tidak perlu dipertimbangkan lagi dan 

harus dinyatakan ditolak untuk seluruhnya; 

 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI : 

 Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata 

gugatan konvensi dikabulkan untuk sebagian dan gugatan rekonvensi ditolak 

seluruhnya, maka  Para Tergugat Dalam Konvensi patut dihukum untuk 

membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng 

yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; 

 Memperhatikan ketentuan perundang-undangan khususnya Pasal 1365 

KUHPerdata serta peraturan perundangan lainnya; 
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M E N G A D I L I: 

DALAM EKSEPSI 

- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya; 

DALAM KONVENSI 

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; 

- Menyatakan bahwa Perbuatan Para Tergugat  telah melakukan 

Perbuatan Melawan Hukum; 

- Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengalihkan SHP kios Pasar 

Gede nomor 12 dan 13 kepada Tergugat  I yang sekarang menjadi SHP 

Nomor 511.2/182/I/GD/2022 dan SHP Nomor 511.2/183/I/GD/2023 

adalah tidak sah menurut hukum; 

- Menyatakan perbuatan Tergugat  III, Tergugat  IV dan Tergugat  V yang 

menyebabkan terbitnya SHP kios nomor 12 dan 13 Nomor 

511.2/182/I/GD/2022 dan SHP Nomor 511.2/183/I/GD/2023 adalah tidak 

sah menurut hukum; 

- Menyatakan bahwa Penggugat  adalah orang yang paling berhak untuk 

menempati dan mendapatkan SHP kios nomor 12 dan 13 Pasar Gede 

Surakarta; 

- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 

DALAM REKONVENSI 

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya; 

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI 

- Menghukum Para Tergugat Konvensi membayar ongkos perkara yang 

hingga putusan ini diucapkan ditaksir sejumlah Rp1.055.000,00 (satu 

juta lima puluh lima ribu rupiah). 

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim  

Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Rabu  tanggal 15 Januari 2025, oleh 

kami, Halomoan Sianturi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Dzulkarnain, 

S.H., M.H., dan Subagyo, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim 

Anggota, yang ditunjuk  berdasarkan  Surat  Penetapan  Ketua Pengadilan 

Negeri Surakarta Nomor 200/Pdt.G/2024/PN Skt tanggal 26 September 2024, 

putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 16 Januari 2025 diucapkan dalam 

persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para 

Hakim Anggota  tersebut, Tri Dadi Sugiyono, S.H., Panitera Pengganti dan 
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telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu 

juga.   

 

 

        Hakim Anggota, Hakim Ketua, 

 

       ttd            ttd 

Dr. Dzulkarnain, S.H., M.H.                            Halomoan Sianturi, S.H., M.H. 

  

      ttd 

Subagyo, S.H., M.Hum. 

 

Panitera Pengganti, 

 

            ttd 

Tri Dadi Sugiyono, S.H. 

 

 

 

Perincian Biaya: 

1. Biaya Pendaftaran ……………............................. : Rp.      30.000,00 

2. Biaya Proses ......................................................... : Rp.    150.000,00 

3. Biaya Pemeriksaan Setempat.............................. : Rp.    510.000,00 

4. Biaya Panggilan..................................................... : Rp.    268.000,00 

5. Biaya Penggandaan Berkas .................................. : Rp       77.000,00 

6. Materai Putusan……….. ...................................... : Rp.      10.000,00 

7. Redaksi Putusan………… .................................... : Rp.      10.000,00 

     Jumlah ……………………………….......................  :Rp  1.055.000,00 

(satu juta lima puluh lima ribu rupiah) 

 

  

 

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661

Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surakarta
Panitera Tingkat Pertama 
DR. Asep Dedi Suwasta S.H., M.H. - 196504151985031006
Digital Signature
 
Keterangan :
- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.
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